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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masallrh 

Tanggal 21 blei 1998 bisa dijadikan to~lggak dalarn sejarah 

Indonesia, dimana, sebuah pcmerintahan yang hamp~r selarna 32 tahrln 

rnelaktlkan pembatasan-pembatasan terhadap kehidupan masyarakat, 

akhirnya bisa ditunrnkan oleh gerakan mahasiswa dan rakyat . Tmnnya  

pemerititahan Soeharto nien~pakan awal dimulainya tahapan ban1 bagi 

masyarakat, yang kemudian dikenal dengan reforrnas~, yaitu sLIatr1 proses 

untuk mernbuka nlang-nlang politik, ekononii, sosral. yang selanla hampir 

32 tahun tertutup. 

Salah satu nlang yaig tertutup itu adalah tentang partai polit~k. 

Selama pemerintahan Soeharto, hanya ada tiga partai politik yang 

diperbolehkan ikut ddam 'pesta demokrasi', yaitt~ Golongan Karya 

(Golkar), Partai Paa tuan  Pembangunan (PPP), Partai Demoh~asi Indonesia 

(PDI). Ketiga partai politik ini, yaig kemudian disahkan dalam UU Politik 

1985, adalah hasil yang dilakukan oleh pcmerintahan Soeharto rintr~k 

mengebiri sernbilan partai politik lainnya yang terlibat dalam pemilu 1971 .' 
Inilah yang menyebabkan demokrasi di Indonesia tidak bisa berjalan 

sebagamana mestinya, masywakat tidak mempunyai kesernpatan untuk 

' David Bourchier, -' Sistem Pemilu Pada Masa Transisi", d a l m  Envard Aspinal, Herbert 
Feit dan Gerry van Kliken (editor), 7'irik ?blok Heformsi. Hnri-hari l t rohir  I'residen Soehartu, 
Ctk. Pertma, LKIS, Yog)aliarta, Juli 2000, hlm.343. 



menyahrrkan 'aspirasi diluar mainstrein yang ditetapkan oleh pemerintahan 

Orde Baru. 

Kehidupan demokrasi yang sudah sempit tersebut masih ditambah 

sikap pemerimtah yang tidak 'netml' tmhadap partai-partai tersebut. Golkar, 

yang rnerupakan alat politik dari pemerintah, mempunyai banyak 

'keistimewaan' bila dibanding dua partai yang lain, sehingga setiap pernilu, 

partai inilah yang selalu tarnpil menjadi pemenang. Pemerintahan Soeharto 

juga membuat seperangkat aturan-aturan sehingga dua part ai polit ik yang 

ada terputus dari organisasi massanya dan mencegah agar tidak bisa 

membuat cabang sarnpai tingkat desa. Sernentara Golkar selalu bisa berkelit 

dari kebijakan yang- dikenal dengan massa mengarnbang ( jk)~l t rng moss). 

karma semua pegawai negeri diharuskan menjadi anggota Golkar, sehingga 

mereka mempunyai tangau-taugan sarnpai tingkat desa diselun~h kepillauan 

~ndonesia.~ 

Dengan struktur politik di atas, tidaklah mengherankan kalau out put 

dari pemilu tidak akan bisa memenuhi harapan. MPR maupun DPR yang 

dihasilkan tidak akan menjalankan fungs sebagaimana mestinya karena 

semuanya telah dikendalikan oleh pemerintah Soeharto. Sehingga dapat 

dikatakan, mekanisme perwakilan benar-benar dihapuskan, bahkan dalam 

DPR, mekanisrne voling dihilangkan dengan alasan dapat mencip~akan 

perpecahan .' 



Pros& r e h a s i  berusaha mengubah kebuntuan-kebuntuan politik 

yang dihasilkan pemerintahan Soeharto. Habibie, yang ditunjuk oleh 

Soeharto menjadi presiden, bznyak mempunyai kelemahan-kelemahan 

politik akibat mempunyai kedekatakan dengan pemerintahan masa IJu.  

Sehingga tidak ada jalan lain bag  Elabibie untuk segera melaktrkan pemilu, 

yang kemudian diadakan pada tahun 1999.' 

Setelah proses pemilu ditetapkan, maka kemirdian bennunculan 

partai-partai baru. Hasil verifikasi berhasil menjaring 48 parmi politik yang 

mempirnyai hak untilk ikut dalarn pemilu, sehingga dapat diliatahan. bahwa 

seiak pemilu 1955, pemilu 1999 mentpakan pemilu multi partai kedua 

hflasyarakat sendiri menyarnbut pemilu 1999 dengan suka cita karma ada 

kesempaan bagi mereka untuk menyalurkan aspirasi secara leluasa, seakan- 

akan ada secercah titik terang untuk rnengatasi krisis yang ada. Agar ada 

jaminan pemilu bisa berlangsung secara jurdil, lembaga-lembaga pemantau 

didinkan oleh berbagai pihak, dan' kalangan LSM sampai kampus. Pesta 

Demokrasi itu akhirnya dilaksanakan dan setelah 32 tahun, dominasi Golkar 

bisa dipatahkan, dengan Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP) 

yang dipimpin oleh Megawati keluar sebagai pemenang. Pemilu 1999 juga 

menghapuskan mayoritas tunggal yang selama pemerintahan Soeharto selaiu 

terjadi, masing-masing partai besar yang ikut dalam pemilu 1999 

mendapatkan suara yang merata. 

' Edward Aspinall, "lndonesia Setelah Soeharto" dalam Enyard Aspinal. Herbert Feit d m  
Gerry van Klilen (editor), Tirik Tolak Reformi ,  H n n - h i  Terakhir I'residen Soeharro. Ctli. 
Pertama, LUS, Yogikarta, Juli 2000, hlm.338. 



Proses' pemjlu 1999 dapat dikatakan bisa berjalan dengan lancar, 

ternyata, dengan adanya 48 partai yang berasal dari spektnun ideoIogi yang 

berbeda tidak ada hambatan yang berarti. Ini membuktikan bahwa 

sebenamya masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berpolitik, sehingga 

hal-ha1 yang sering kali dikuatirkan, bahwa dengan banyak partai &an 

rnenimbulkan perpecahan ternyata tidak terbukti. 

Selain proses pemilu 1999, sebetulnya pertanyam yang patut di 

jawab. apakah pemilu 1999 membawa perubahan yang signitikan bagi 

proses demokrdtisasi di Indonesia? Idealnya, dengan adanya Pcmilu 

rnilltipartai dapat menjamin proses demokratisasi pasca panerintahan 

transisi. Akan tetapi, dalam kenyataanya, tidak selalu deinikian. Ini dapat 

dilihat dari kenyataan-keyataan yang ada, bahwa paska pemilu tindakan- 

tindakan anti demokrasi, seperh pelanggaran HAiM masih sering terjadi. 

Memang, Iembaga perwaIu1an yang ada sekarang lebih koat, akan tetapi 

dalam kenyataan wakiI-waIul Takyat yang ada di parlemen sering kali lebih 

mementingkan kepentingan kelompok (partainya) dibandingkan 

menyuarakan aspirasi rakyat, sehingga, fimgsi kontrol terhadap eksekutif 

menjadi 1emah;~ahkan sering kali, karma yang dud& dilembaga eksekutif 

adalah partai -pemenang, wakil-wakil partai pemenang yang ada di parlemen 

juga berusaha untuk 'mernbela' eksekutif 

Demokratisasi ibarat gelombang y ang menyapu ham paran pasir 

pantai benua-benua di d~mia. Sapuan ombak demokrasi terjadi juga di 

Indonesia, dalam pusaran gelombang demokrasi ketiga yang dimulai tahun 



90-an ketika' supremasi sosialisrne hancur berkeping-keping di Eropa Timur 

dan Soviet. Indikator-indikator terpenting proses demokratisasi it11 adalah 

jatuhnya Soeharto dari kursi kepresidenan, pemilu multipartai yang 

dilakukan m~ilai tahun 1999, dan kebebasan pers yang dipertahankan sejak 

Presiden BJ I-iabibie. Dua ha1 terakhir menunjitkkan suatu perubahan 

apresiasi terhadap hak-hak sipii dan politik warga negara. 

Seorang pakar politik Amerika Serikat menggambarkan perubnhan 

politik di Indonesia sebagai amazing chun~e. merupakan sebuah fenornena 

menarik yang ditandai dengan proses demokratisasi di berbagai b~dang 

kehiditpan, tidak saja di lingkup politik tetapi juga ekonomi, pengelolaan 
, - 

sumber daya dam. pendidi kan, dan kebudayaan. 

Namun demikian, demokratisasi di Indonesia agaknya berhadapan 

dengan kendala-kendala struktural dan kultural yang akan berpenganlh 

terhadap hasil akhirnya. Sedikit disinggung di atas, hunbangnya kekuasaan 

diktatorial di bawah Presiden Soeharto diikuti kebebasan pers. pemilu 

multipartai dengan partisipasi rakyat yang tinggi, desenualisasi dan otonomi 

daerah, amandemen UUD 1 945 (empat kali), dmkralisasi lem haga 

kepresidenan, pengadilam mantan pejabat yang kon~p, pen~tatan 

masyarakat sipil (end society). penguatan solidaritas horizontal dalarn 

rangka menggalang kekuatan untuk menekan pemerintah, dan sebagainya. 

Namun demikian, kita tidak bisa menutup mata terhadzp fiikta-fakta konflik 

antara Presiden Aburrahman Wahid dan DPR, mundimya politis-politisi 

bermoral dari DPR, mardknya kekerasm massa untuk memaksakan 



kehendak, piemanisme yang dilakukan tokoh-tokoh plitik, aparat dan 

agarnawan, konflik di tingkat lokal yang bersifat horizontal, konflik SARA 

isuku. agarna. ras, dan antargolongan), kekerasan oleh dan kepada pers, dail 

rnaraknya konipsi elite politik. Lebih dari itu, mendekati Pemilu 2004, gejala 

oligarki elite politik jusm menguat seiring dengan proses politik yaig 

memperlebar jarak dengan atau bahkan menafikan aspirasi rakyat, dengan 

hasil yang tentii saja mengecewakan rakyat. 

Itu cukup memberi penjelasan bahwa proses demokratisasi di 

lrldonesia mengalami kemandegan atau pengoroposan di saat dibutuhkan 

pengtiatan-penguatan yang dibarengi dengan tertib sosial. Berbagai 

pen~bahan telah terjadi tetapi tidak ctidukung oleh prasyarat yang rnencukupi 

(st1Jficrent condztion) berupa tertib sosial tadi. Pendeknya, sekarang ini 

tejadi gejala-gejala yang menunjukkan adanya diskrepansi yang kuat antara 

u'as Sein dan das Sollen. Demokratisasi yang te jadi di Indonesia be jalan 

"terpatah-patah" dan tidak berjalan linear. Fenomena itu mengingatkan pada 

pendapat Huntington bahwa jika partisipasi masyarakat tiba-tiba meledakn 

dan tidak diimbangi dengan kesiapan institusi-institusi negara maka yang 

terjadi adalah instabilitas politik.5 Elite politik mengalami kegagapan 

mengelola kekuasaan d m  bahkan kehausan kekuasaan, sedangkan rakyat 

belum cukup berdaya untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan yang 

dikelola elite. 

' Sarnual P .  Huntington. Gelombmg Demokratisasi Ketiga (Jakarta: Graliti Pers. 1997). 
hal.17 



Mentirut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 3 1 Tahun 2002 

tentang Partai Politik ditentukan bahwa partai politik berfilngsi sebagai 

sarana : 

a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi 

warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya 

dalam kehidupan bennasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

b. Pen~iptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan 

kesatuan bangsa i~ntuk menyejahterakan masyarakat; 

c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat sxara 

konstitiisional dalam menlmuskan dan menetapkan kebijakan negara; 

d. Partisipasi polirik warga negara; dan 

e. Rekrutmen politik dalarn proses pengisian jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan d m  keadilan 

gender. 

Partai politik melalui peIaksanaan hngsi pendidikan politik, 

sosialisasi politik, perumusan dan penyduran kepentingan serta komunikasi 

politik secara nil akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik 

masy arakat, merekatkan berbagai kelompok dan golongan dalam 

masyarakat, mendukung integrasi dan persatuan nasional,., mewujudkan 

keadilan, menegakkan hukum, menghcnmati hak asasi manusia, serta 

menjamin terciptanya stabilitas keamanan. 

Sejak beriangsungnya Pemilu tahun 1999 hingga saat ini, banyak 

sekali kalangan yang merasa sangat tidak puas atas has3 proses politik yang 



dicapai. Hal ini disebabkan karena desasdesus dan pemberitahuan tentang 

perilaku politik dari para politisi di parlemen (DPR) sangatlah tidak 

mengenakkan untuk didengar. Beberapa ha1 yang muncul dan patut 

dikhawatirkan adalah semakin menggumpalnya sikap penyesalan yang 

mendalam di benak anggota masyarakat berkaitan dengan tingkah polah partai 

politik, khususnya elit politik di tingkat pusat. Beragam persoalan riil 

masyamkat yang sebrusnya dapat diselesaikm berdasarkan h g s i  partai 

politik, telah terlupakan. clan tertutup oleh upaya yang ada yang terfalu 

berlebihan dalarn mengurusi persoalan perebutan kekuasaan, seperti misalnya 

pembutan kursi kepresidenan. Demikiarn juga persoalan-persoalan lainnya 

yang seharusnya dapat diilesaikan oleh partai poiitik sesuai dengan 

fungsinya, justru tidak dapat diselesaikan dengan baik karena kurangnya 

perhatian dari para elit politik dari partai politik yang bersangkutan. 

B. Rumusan Masalab 

S&h diskripsi mian  lataa belakang di atas, maka m u s a n  

masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini sebagai berikut : 

1. Bagimana peranan partai poiitik dalam proses demokrasi m m w t  

Undang-undang Nomor 3 1 Tahun 2002 tentang Partai Poiitik? 

2. Bagaimana hubungan antara sistem kepartaian dengan proses demokrasi di 

Indonesia? 

* .  5. Kzii&ia-kwsli.li ap&;ah vrr*iS gihtidcpai oleh partai politik dalam 

menjalankan fungsinya? 



C. Tujuan ~enelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1 .  Untuk mengetahui peranan partai politik ddam proses demokrasi menunlt 

Undang-undang Nolnor 3 1 Tahiin 2002 tentang Partai Politik. 

2. llntuk mengetahui hub~mgan antara sistem kepartaian dengan proses 

demokrasi di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh partai 

polirik dalam men.ialankan filngsinya. 

U. 'I'injauan Pustaka 

Dalam bagian ini penulis akan memulai dengan asumsi dasar bdlwa 

pemilu adalah sebuah mekananisme dasar untuk sebuah usaha menciptakan 

demokratisasi dan partai politik adalah alat politik yang bisa menciptakan 

demokratisasi ditengah m s  transisi dari pemerintahan yang otoriter menuju 

pemerintahan yang lebih demokratis. 

1.Penyelengaraan Pemilu Sebagai Jembatan Menciptakan 

Demo kra tisasi 

Dalam konsep negara modern, demokrasi mempunyai peran an 

penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu ketika masyarakat 

mempunyai hak lmtrtk menentukan jalannya kehiduan berbangsa dan 

bernegara. Sebagai dasar hidup bernegara, demokrasi memberikan 

pengertian bahwa rakyatlah sebagai penentu final dari dalam kehidupan, 



t m a s u k  mhilai kebijaksanaan negara. Sehingga dapat dikatakan, negara 

demokrasi adalah : 

'' . . . .negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak 
&an kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia 
berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat 
sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada 
ditangan rkyitt"h 

Atau dalarn pengertian tiendry B. Mayo: 

"Sitem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan 
bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh 
wakil-wdil yang diiiwasi secara selektif oleh rakyat dalam 
pernilihan-peniilihan berkala yang didasarkan atas prinsip 
kesamaan polit~k - dm diselengarakan dalam suasana terjarninnya 
kcbebasan pol~t~k"' 

Ldu, mekanisme apa yang harus dilakukan untuk menciptakan 

demokratisasi tersebut? Maka, disinilah pemilu mempunyai peranan yang 

cukirp penting untuk menciptakan demokratisasi tersebut. Pelaksanaan 

kedaulatan rakyat jelas tidak bisa dilepaskan dari Pemilihan Umum, 

karena pemilu merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan kedaulatan 

rakyat, dimana seliap warga negara mempunyai hak untuk ikul ahif dalam 

proses politik."ehingga dapat dikatakan, bahwa pemilu addah 

mekanisme konstitusional intuk menciptakan demokrasi. 

Dalam konteks Indonesia sendiri, dalam UUD 1945, baik dalam 

Pembukaan, Batang Tubuh maqun dalam penjelasannya tidak terdapat 

Moh Mahfud MD, Lkmokmsi lion Konrirlui tii IncIonesia. Ctk. Kedua, hneka  C i p t a  
J aha, 2000, hlm. 19 

Hendry B. Mayo? An lnrr~xlucrion ro Ilemwraric Theory, Osford University Press, New 
York, IWi ,  him.70 

' H. Dahlan Thaib, Implernenrcrsi Sisiem klerarcinegmflfln Menurur UUD 1935, Ctk. 
Kedua, Liberty, Yogy;lkarta, 1918. hlm.94 



ketentuan-ketentuan tentang pernilu s e w  tegas. Akan tetapi, bdak tepat 

kalau hidup bernegara dalarn nailngan UUD 1945 tidak mengenal Pemilu 

trntuk mengenal wakil-wakil rakyat.' Di Indonesia, Pemilu dilakttkan 

untuk memilih anggota-anngota legislatif dari tingkat I1 sampai tingkat 

pusat, bahkan sekmng digunakan imtuk memilih presiden dan wakil 

presiden secara langsung. 

Sistem pemilu telah dibuat dengan tarik-menarik yang melelahkan. 

Di kalangan elite berkembang atmosfcr keenggan-an unttlk merevisi paket 

UU Politik I999 KPU seperti diomba~ig-wnbingkan dengan ketidakpastian 

karena UU Pemilu dan U I f  t'nrpol, misalnya, baru tintas sekitar ernpat 

belas bulan sebelum pelaksanaan pem~lu ( 5  Mei 2004) UU Pemilihan 

Presiden dan UU Susunan dan Kedudukan jauh lebih terlambiit. Pad-aha1 

paket UU politik itu amat penting untuk perencanaan penyelenggaraan 

panilu. Sekdi lagi, sikap dan pen'laku mengulur-dur pembahasan UU 

politik mengklari fikasi kuatnya kecenderungan trans~siisme di kalangan 

elite. Soalnya, ap.&ah sistem pemilu itu cukup finourable terhadap 

kebutuhan konsolidasi demokrasi ? Atau apakah sistem ihl melembagakan 

transisi demokrasi dalam panggung politik Indonesia ? 

Kritik terhadap masalah-masalah substansial yang datang dari 

berbagai elemen masyaraka, para pengmat dm anggota parlemen selama 

pembahasan UU politik merupakan indikator penting bahwa "kebekuan" 

sistern pemilu bisa saja mencair di masa-masa mendatang. Terjadinya 

' Ibid., hlm.90 



voting di DPR terhadap pasal-pasal krusial merupakan lorong ke arah 

pembahan sistem pemilu, sy~hu-syuh~r  keingman ~mtuk memperbaiki 

sistem pemilu. 

Ben Reilly rncmberi gambaran rnenarik sekaligus membedakan 

kebutuhan sistem Pemilu dnlam fase transisi demokrasi dan demokrasi 

yang terkonsilidasi. Secara sederhana, kebutuhan sistem untuk transisi 

demokrasi adalah memakai sistem yang memaksimalkan ketercakupan, 

yang jelas adil bad semua partai dan memberikan ruang minimal  bag^ 

kemungkinan konflik sebelum pemilu (seperti penentuan batas daerah 

pemilihan) - semua tujuan yang b i m y a  dimaksimalkarl oleh beberapa 

bentuk dafiar PR regional dan nasional, dan secara ideal mengarah pada 

peinilihan pemerintahan koalisasi yang "besar" atau "melewati ~kuran".'~ 

Walaupun beberapa kalangan tetap meragukan niat Presiden 

Habibie untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil, kebanyakan 

orang memberikan kesempatan bagi sistem Pemilu baru pada tahun 1999. 

Hasilnya, kebutuhan transisi demokrasi terpenuhi sebagian dengan baik 

dalarn Pemilu 1999. Peserta pernilu mencapai 48 partai dari 141 partai 

yang terdafiar di Departemen Kehakiman. Jika dibandingkan dengan 3 

peserta pemilu Orde  ban^, jumlah itu mernberi petunjuk mengenai ledakan 

pahsipasi yang dapat diartikan sebagai memaksimalkan ketercakupan. 

Keterlibatan partai dan pemerintah dalam KPU juga menunjukkan 

ketercakupan sekaligus mencitukan ruang bagi konflik karena selama Orde 

'' Joko J. Prihatmoko, Pemilu 2004 dan Konsolidasi Denzokasi, LP2I Press, Semarang, 
2003, hlm. 19 



Baru pexulu diselenggarakan oleh berbagai unsur birokrasi pemerintahan 

dengan LPU (Lembaga Pemilihan Umum). 

Sistem pernilihan proporsional dengan daftar calon terkunci yang 

digunakan juga mudah dipahami karena peinilil~ tinggal menandai satu 

garnbar. Nuansa proporsional semakin kentsl d a l m  ha1 penghitungan dan 

penentu calon terpilih. Sistem pembagian daerah pemilihan dan 

penghititngan suara mudah dijalankan. Akibat sistem proporsionaI, partai- 

partai pemenang pemilu menyebar di seluruh Indonesia, dukungan 

terhadap PDI-P d m  PKB terkon-sentrasi di Jawa, dan kursi Partai Golkar 

didorninasi oleh sumbangan dari daerah pemilihan luar .laws. Dengan 

sistem semacam ~ tu ,  terbentukIah pemerintahan koalisi (Kabinet Persatuan 

masa Presiden Abdurralunan Wahid dan Kabinet Gotong Royong masa 

Presiden Megawati Soekamoputri). 

Konflik yang terjadi antarelite politik memang berlarut-larut tetapi 

bukan disebabkan oleh sistem pemilu ansich. Konflik yang terjadi lebih 

disebabkan oleh tarik menarik kepentingan atau akibat pengaruh budaya 

politik. Yang perlu dicatat, transparansi pada Pemilu 1999 sangat buruk. 

Sarnpai kini sum bangan dan penggunaan dana kampanye partai-partai 

peserta Pemilu 1999 tidak dapat dipertanggungjawabkan baik besaran 

maupun penyurnbangnya. Laporang keuangan partai-partai tidak dapat di- 

audit. Konon, harnpir sel~lruh partai-partai besar menerima kucuran 

sumbangan dana kampanye melebihi plafon yang ditetapkan, sebagian dari 

Bulog (Badan Un~san Logistik). Sampai menjelang Pernilu 2004, anggota 



KPU yang terdiri dari banyak partai yang masih meny impan 36 kendaraan. 

Pengamat nasional, internasional dan lembaga-lembaga internasional 

menyebut Pemilu 1999 paling demokratis setelah pemilu 1955, tetapi 

sebenarnya hal itu diucapkan dengan "kegetiran". 

Sebaliknya, menunlt Reilly, peryamtan bagi demokrasi yang 

terkonsolidasi lebih banyak memberikan perhatian pada pembentrlkan 

sebuah sistem yang tanggap terhadap kebitrhan para pemilih, 

ber tangb~g jawab pada prasyarat-prasyarat geografis dan kebijakan, dan 

yang secam uumum mengaruh pada kodisasi kemenangan minimal atail 

pemerintahiu~ utrl panai yitng bisa d impakkan oleh para pemilih jika 
. . 

aggal bekerja-tujuan yang dimaksimalkan berlandaskan sistem satu distrik 

pelnilihan yang ditentukan secara geografis. 

Jika dicemati, konsep yang diajukan Reilly sejalan dengan temuan 

Joel D. Barkan serta Andre Blais d m  Stephan Don. Dalam sebuah tulisan 

mengenai pengan~h sistern pemilu di kalangan masyarakat agraris, Joel 

Barkan mengatakan, sistem PR di negara-negara yang sudah berkembang 

menciptakan kurangnya ikatan antara wakil dengan masyarakat daerah 

pemilihan. Hal ihl sangat mengurangi prospek konsolidasi demokrasi. 

Sistern PR secara ten~s  menerus membuat fh~stasi harapan pernilih. Bukm 

saja anggota-anggota parlemen tidak bertanggung jawab dalam memenuhi 

kebituhan penduduk setempat, tetapi juga karier politik lnereka sangat 

tergantilng tenitama kepada kepua.san pimpinan partai, yang menenti~kan 

peringkat mereka di dalam daftar partai untuk pemilu berikutnya. 



2. Partai Poliiik dan Proses Demokratisasi 

Untuk mewujudkan tujuan kernasyarakatan dan kenegaraan ymg 

berwawasan kebangsaan, diperlukan adanya kehidupan dan sistem 

kepartaian yang sehat dan dewasa, yaitu sistem lnultipartai sederhana. 

Dalam sistem multipartai sederhana akan lebih mudah di lakukan 

kerjasarna menuju sinergi nasional. Mekanisme ini disamping tidak 

cenderung menampilkan monolitisme, juga akan lebih menumbuhkan 

suasana demokratis yang memungkinkan partai politik dapat berperan 

secara optimal. Penvujudan sistem mulitipartai sederhana dilakukan denan 

menetapkan pen-aratan kualitatif iltaupun kuantitatif, baik dalam 

pembentukan partai maupiln dalam penggabungan partai-partai yang ada. 

Partai politik melalui pelaksanaan b g s i  pendidikan politik, 

sosialisasi politilr, penunusan dan penyaluran kepentingan serta 

komumkasi politik secara riil &an meningkatkan kesadaran dan partisipasi 

politik masyrakat, merekatkan berbagai kelompok dan golongan dalam 

masyarakat, mendukung integrasi dan persatuan nasional, mewujudkan 

keadilan, menegakkan hukurn, menghormati hak asasi manusia, serta 

menjamin terciptanya stabilitas keamanan. 

Dalam pasal 1 UU No. 3 1 Tahun 2002, disebutkan bahwa: 

" Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh 
sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas 
dasar persarnaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan 
kepent iny  anggota masyarakat, bangs% dan negara melalui 
pemilu"' 

" UU No. 3 1 Tahun 2002, Cirra ~/mhuro, Bandung, 2003, hlm. 3-4 
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Sementara dalarn pasal 6 UU No. 31 Tahun 2002, disebutkan tentang 

tujuan umum pixtai politik : 

a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud 
daiam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Repubiii Indonesia 
Tahun 1945. 

b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan 
menj unj ung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; dan 

c. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. l2 

Pendulum transisi bisa bergerak dari demokrasi menuju suatu 

otoritarianisme baru. Suatu negara yang mengalami transisi bisa saja terjebak 

dalam ''pola siklus", dimana negara tersebut secara berselang-seling menganut 

sistem otoriter, demokrasi dan kembali ke rezim otoriter. l 3  Sebaliknya, -proses 

demokratisasi bii berkembang secara hear, dari transisi demolastsi 

konsilidasi demokrasi sampai demokrasi yang matang.14 Faktor-faktor 

penyebab transisi ikut pula menentukan, apakah transisi d e m o h i  bermuara 

pada konsolidasi atau justru terjebak pada pola siklus, yaitu kembali ke rezim 

otoriter. 

Dalam konteks itu, semestinyalah pendidikau.' 'plitik mmberi 

kerangka dan membangun prakondisi agar transisi demokrasi berjalan menuju 

konsolidasi demokrasi dan tidak terjebak pada pola siklus. Untuk kepentingan 

itu, dibutuhkan kesamaan visi terhahp gerakan pendidikan politik yang , 

dilakukan oleh banyak elemen masyarakat, khususnya elemenelemen 

masyarakat sipil. Hal itu perlu digarisbawahi karma 

I2 Ibid., Mm. 6 
l 3  Samuel P. Huntington. Gelombang Demokasi Ketiga (Jakarta : Grafiti Pers, 1997). hal. 51 
'' Cjeny van Klinken. Bagaimana Sebuah Kesepakdan Demobatis Tercapai. dalam Arief 

Budiman. et. al.. op.cit.. hal. 74 



pengalam& dalam pendidikan politik yang diselenggarkan oleh elemen- 

elemen Ormas, LSM, kalangan Campus pada waktu lalu cendenlng 

memiliki visi dan bahkan orientasi yang sangat variatif atau bahkan 

berdaqarkan kepentingan pelaksana. Akibatnya. cita-cita darl tujuan ideal 

pendidikan politik tidak tercapai. 

Visi memberi w m a  terhadap proses dan misi yang ingn dicapai 

gerakan pendidikan politik. Sedangkan misi pendidikan politik yang 

hendak dituju dengan berbagai kegiatan atau program aksi pendidikan 

politik serts inerta menunjukkan berbeda-bed;inya misi. Hal itu 

mengindikasikm tidak adanya agenda dan skiila prioritas diilam gerdkan 

. pendidikan politik pada masa lalit. Konkrimya, banyak kegiatan-kegiatan 

pendldikan politik tidak relevan dengan persoalan-persoalan yang secara 

langsung dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Celakanya, ha1 ihi 

teqadi dengan sahl elernen penting (masyarakat sipil) dalarn tata 

kehidupan demokrasi modern. 

Sebagaimana d~kemukakan di atas, persoatan utama yang berkaitan 

dengan kehidupan politik saat ini adalah menghindari terjadinya jebakan 

pola siklus dalam transisi demokrasi. Dengan demikian, demokrasi hams 

menjadi prioritas dalam pendidikan politik sehingga saat ini diperlukan 

pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi dalam istilah klasik Lord 

Henry P Broughton, yang hidup abad XIX, adalah "mendidik warga 

nlasyarakat agar gainping dipiinpin tapi sulit dipaksa; gampang diperintah 
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tapi sulit diperbudak". Untuk itu pendidikan demokrasi menekankan pada 

kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. 

Kernandian diperlukan untuk mengembangkan kepercayaan diri dan 

sekaligus kesadaran akan keterbatasan kemarnpuan individu, sehingga bekerja 

sama dengan warga lain merupakan keniscayaan dalam hidup bermasyarakat. 

Kebebasan rnernpunyai rnakna perlu dikembangkannya visi kehidupan yang 

bertumpu pada kesadaran akan pluralitas dan heterogenitas masyarakat. 

Kebebasan harus c i i i  dengan keshmn ~ e l o c e ~ ,  toletansi (tolemnm), 

dan kemampuan mengendalikan diri (sew contror). Tanpa ketiga siht itu 

kebebasan akan menjadi anarkhi. Sedangb tanggung jawab dimaknai 

sebagai perlu diembangkannya toleransi dan kepedulian terhadap warga lain 

kehidupan bermasyarakat. Pemilu, misahya, bukan sekedar pesta demokrasi 

namun juga pendidikan d e m o h i .  ' 
Lazimnya suatu pendidikan, selalu ibda tiga dimensi yang hendak 

ditransformasikan, yakni kognisi (pengetahuan), afeksi (sikap dan evaluasi), 

dan psikomotoaik (peri!aku). Yang d k h t  kognisi '8dalah pengetahurn 

mengenai d e m o h i ,  asal-usul, perkembangan teori-teori demokrasi, 

pemerintahan dernokrasi, dm sebagainya. Adapun yang dimaksud, afeksi 

addah sikap atau pandangan terhadap tindakan-tindakan demokratis, lembaga 

demokratis, sistem demokrasi dm lain-lain. 

15 Zamroni. Pendidikan untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society 
(Yogyakarta:Bigraf, 2002), hal. 140-1 41 



Sedangkan yang dimaksud psikomotor adalah semua tindakan demokratis 

ymg berhubungan dengan penyelenggaraan kekuasam. 

Namun pendidikan dernokrasi lebih bersifat "incintlen~ol letrrning" 

daripada "inrtrn~iorrcrl Ierc~nin,~". "intentional Itrorning" berlangsung dalam 

sistem persekolahan dengan ti~juan u t m a  pengembangan aspek kognitif 

(pengetahtian), adapun "ii~~enrioi~al  lertming" berlangs~rng dalam 

kehidupan nil di masyarakat dengan arah utarna adalah pengembangan 

aspek afektif (sikap) dan psikomotor (perilaku). Pendidikan dernokrasi 

dioeriutasikan pada berbagai tingkatan nlulai ciari paling kecil. intiivitiu. 

kelompok sosial dan komt~niras. sarr~piti organisasi yang lebih haar.  

Berkaitan dengan proses konsolidasi demokrasi, Juan J .  Linz dan 

Alfied Stepan (1986) mernastikan lima syarat demokrasi yang 

terkonsolidasi, yang layak menjadi agenda pendid ikan polit ~k untuk 

demokrasi. Kelima syat-at inilah yang men~pakan urgensi pendidikan 

den~okrasi saat ini. Adapim kelima syarat tersebut mencakup : 

1.  Harus diciptakan kortdisi bagi berkembangnya masyarakat sipil yang 

bebas dan &ti[ 

2. Han~s  ada masyarakat politik yang telatif otonom. 

3. Di selunrh wilayah negara, seinua tokoh politik utarna, tenrtarna 

pemerintah dan aparat negara, harus benar-benar ttlnduk pada aturan 

l i~lk~uu yalg meliudungi kebebasar~ irldvidu dan kellidupan 

berrnaqyarakat. 



4. Harus ada birokrasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah 

demokratis yang ban.  

5. Hams ada masyakat ekonomi yang dilembagakan.I6 

a. blasyarakat Sipil 

Juan J. Linz dm Alfred S t e h  mendefinisikan masyarakat sipil 

sebagai ruang politik tempat kelompok-kelompok, gerakan-gerakan, 

dan upaya-itpaya individual diorganisasi sendiri dan relatif otonom 

berusaha menyuarakan niiai-nilai, mendirikan perkumpulan d m  

menggalang solidantas serta memperjuangkan kepentingan lnereka. 

Masyardcat sipil dapat mencakup behilgai gerakan sosial (misalnya, 

kelompok wanita, rukin tetangga, keagamaan, dan intelektual), serta 

perkumpulan dari berbagai strata sosial (misalnya serikat dagang, 

organisasi profesi dan kelompok usaha). Dalam banyak kasus, 

masyarakat sipil m e m d a n  peranan penting untuk melawan 

kekuasaan otoriter dan mendorong tenviijudnya transisi demokrasi dan 

konsolidasi demokrasi. Masyarkat sipil yang kuat akan membuat 

negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang, karena masyarakat sipil 

memiliki kemampuan intuk mengasilkan alternatif-alternatif dan 

memantau pemerintah dan negara, membantu mendorong 

terselesaikannya transisi demokrasi. 

'"uan J .  Linz dan Alfred Stefan dalarn llirar Nusa Bhakti dm Riza Sihbudi (eds). 
hlenjauhi 1)emokrasi Kaum Penjahat-Belajar dari Kekelirunn Negora-negara Lain (Bandung: 
Miran, 200 1 ), ha1.4 1 



b. Mas-aiakat Politsk 

Masyarakat politrk dijelaskan kedua ahli di atas sebagai arena tempat 

tokoh-tokoh politik bersaing mendapatkan hak yang sah irntirk 

mcnjalankan kontrol atas kekuasaan publik dan aparat negara. Antara 

masywdkat politik dan masyarakat sipil adalah saling melengkapi, 

bukan saling meniadakan. Masyarakat politik memegang peranan amat 

vital dalam konsolidasi demokrasi, walaupun masyarakat sipil bisa 

menghancurkan rezim anti-demokrasi. 

Masyarakat politik "bermin" dengan pmai politik. Konsol~dasi 

membirtuhkan partai yang mengumpulkan dan mewakili perbedaan- 

perbedaan yang timbul di masyarakat. Konsolidasi demohasi 

menuntut sernua warga negara agar mengembangkan pengahargaan 

terhadap institusi-institusi pokok masyarakat politik yang demokratis, 

partai politlk, legislatif, pernilu, atiuan pemilu, kepemimpinan politik 

dan illiansi antarpartai pohtik. Masyarakat politik pada nkhirnya 

menjembatani atau melakulcan intermediasi antara negara dan 

masyarakat politik. 

c. Pemerintahan Berdasarkan Hu kurn 

Pernerintahan yang berdasarkan sangat mendukung pencapai 

demokrasi yang ~erkonsolidasi, setelah otonami yang cukup diberikan 

kepada masyarakat sipil dan masyarakat politik. Selimh warga 

negaram khususnya tokoh penting, hanrs ditirntut bertanggimg)awab, 

dan dibiasakan dengan, pernerintahan yang berdasarkan hirkum. 



KonsoTidasi demok-rasi membutuhkan negara hukum (rechtsstaat). 

Dalam istilah negara h t h  terkandmg cara paling penting 

pcmerintah yang terpifih d m  administrasi h~nduk pada jaringan 

huku~n. pengadilan, tinjauan semiotonom, d m  agen-agen pengontrol 

serta r~orma-nonna masyarakat sipil yang bukan hanya mengendalikan 

kecenden~ngm negara yang tidak sah, melainkan juga 

menanamkannya di dalarn s u m  mekanismwa yang d i n g  berkaitan 

yang membutuhkan keterbukaan dan pertanggimgjawaban. 

Konstitusionalisme dan aturan hukum hanrs menentukan jabatan- 

jabaran yang perlu melal~u pemilu, prosedur-prosedur untuk memilih 

para penlegmg Jabatan, dan definisi bagi kekuasaan nlereka agar 

masyarakat bersedia berperan sena di dalam dan menerima hasil dari 

permainan d e m o h i .  

d. Birokrasi yang Bermanfaat 

Ketiga ha1 di atas akan dapat temijud dengan baik jika ada birokrasi 

yang dapat dimanfaatkan para pemimpin demokrasi dan masyarakat 

ekonomi yang terlembaga. Birokrasi yang tidak bermain-main dalam 

politik, sebagaimana terjadi dengan birokrasi masa Orde  ban^, 

membantu percepatan terbangunnya demolcrasi yang terkonsolidasi. 

Syarat ini menjadi terkesan fakultatif karena bi~ok~asi ilmumnya 

tunduk pada pemerintahan. 



e. Masyaiakat Ekonomi 

Masyarakat ekonorni menjembatani kepen tingan antara negara dan 

pasar. la menJadi syarat pendukung penting bag konsolidasi 

demokrasi karena ekonomi tidak dapat dijalankan dengan komando 

dan tidak pernah ada negara demokrasi yang terkonsolidasi 

menerapkan ekonomi pasar mum.. Dengan demikian, hams dialiui 

bahwa campur tangan negara dalam p a s s  diperlukan. dengan alasan 

( 1  ) ekonom~ pasar mumi tak akan hidup tanpa peraturan negara; (2)  

pasar seringkali mengalami "kegagalan-kegagalan" dan han~s  

dikorelis~ jika hendak difilngsikan kembali; (13) demokrasi menuntut 

persaingan publik yang bebas prioritas kebijakan pemerintahan 

Transisi dari pemerintah nondemokratis menuju pemerintah 

demokratis merupakan sebuah proses yang kompleks dan melibatkan 

sejumlah tahapan. Pada kasus tipikd kompemporer, permulaan proses 

ditandai dengan terjadinya laisis d m  akhirnya perpecahan dalam tubuh 

rezim non-demokratis. Jika transisi menuju demokratis diawali dengan 

kesadaran dari rezim otoriter bahwa mereka hams meninggalkan 

kantornya, maka tahapan ini akan diakhlri dengan pernbentukan sebuah 

-pemerintahan yang baru berdasarkan -pemilihan yang bebas. 

Namun prosesnya tidak berakhir di situ. Rezim yang bani sering 

kali menjadi dernoh~asi yang terbatas, lebih demokratis daripada 

pemerintah sebelimnya, namun belum demokratis sepenthnya. Beberapa 

tahapan '<pendalaman d e m o h i  (democracy deepening)" rnungkin 



24 

dibutuhkan sebelum tahapan berikutnya dicapai. Dan rezim masih hams 

dikonsolidasikan, yang akan terjadi ketika demokrasi dilihat oleh aktor-aktor 

politik besar sebagai "satu-satunya permainan di kota (the only game in 

town)". Seringkali terjadi tumpang tindih dalam tahapan-tahapan hi. 

E. Metode Peaelitiaa 

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Objek Penelitian 

Objek pel i t ian  adalah Kajian Yuridis Peranan Partai Politik Dalam 

Proses D e m o h i  tentang Partai politik di Indonesia menurut Undang- 

undang No. 31 Tahun 2002. 

2. Surnber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adatah data sekunder 

yang terdii dari : 

a. Bahan hnhm W e r ,  ymg h p a  atwan huhm seperti Undang- 

undang Dasar 1945, UU, Peraturan Perundang-undangan lainnya yang 

betkaitafi dengan objek penelitian. 1 

b. Bahan hukum Sekunder, yang berupa bahan-bahan dari buku, jurnal, , 

surat kabar, majalah, dl& yang ada hubungannya dengan obyek 

penelitian. 

c. Bahan hukim Tcrsi.:r, y~.;;i.im +w.-g=~ L~mtii .  GI,,;~:c,!,;;, ,?;,;z lain-lain 



3. Tekn i~  Pbgumpulan Data 

Teknik penglmpulan data dilakukan dengan cara Studi Pustaka (Library 

Keseurch), yaitu dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisa. bahan- 

bahan dari sumber primer matipun sekimder. 

4. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dig~nakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis dm potitis, yaitu menganalisis permasalahan dalam 

penelitian ini- dari sudut pandang atau menunkt ketentuan hukum yang 

berliiku dan dari sudut pandang atau aspek politik. 

5. Analisis Lhta 

Data yang telah diptroleh &an dianalisa dengan rnenggunakan metode: 

a Analisa Kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian 

kemudian dikelompokkan, yang kemudian di hubungkan dengan 

masalah yang akan diteliti menurut kualitas kebenarannya, sehingga 

menjawab perrnasalahan yang ada. 

b. Analisa thskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data 

yang diperoleh dari penelitian kepustakam. sehingga manlpil 

menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat ditarik 

kesimpulan. 



BAB I1 

TJB JAUAN TENTANG PARTAI POLITIK 

DAN PEMlLlHAN UMUM 

A. Pengertian dan Asas Partai Politik 

\ 

Ranyak para ahli memberikan pengertian terhadap partai politik dan 

salah satunya adalah Mac lver memberikan pengertian dari partai politik 

sebagai perkumpulan yang diorganisasikan untuk mendukung suatu asas atau 

penunusan kebijaksarlaan yang menluut saltuan-saluran konstitusi dicoba 

mcnjadikannya sebagai dasar pencntu bagi pemerintahan.'7 

Sementara ihl R.tI. Soltan men~ml~skan partai politik sebagai suatu 

golongan rakyat yang tersusun yang bertindak sebagai suatu kesatlian politlk 

dan dengan penggunaan kekuasaan memberikan suatu jaminan untuk 

mengawasi pernerintah dan melaksanakan politik untuk mereka. '' 
Sedangkan S i p l m d  Newrnan menlmuskan partai politik organisasi- 

organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam 

masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian 

pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan 

beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda" 

" Mac Iver. R.M, 1961. The Web of' (;overnmenr. The Macmillan Company, London, 
hlm. 307 

'' soltan, RH., Pengonror Ilmti Politik. Jilid 11 (terjemahan), Gadjah Mada, YogyakYta 
him. 386 

l9 Sigmund Newman 198 1. Keornh Studi Perbodingon Portoi-Portni Polirrk. Gramedia. 
Jakarta, him. 61 
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Berdasai-kan rumusan pengertian-pengertian dari pada ahli 

sebagaimana diuraikan di atas, maka secara umum dapat dirumuskan bahwa 

partai politik adalah sekelompok anggota masyarakat yang terorganisir secara 

teratur berdasarkan ideologdprogrdm dimana ada keinginan para pimpinannya 

imtuk merebut kekuasaan negara terutama posisi eksekutif melalui cara 

konstitusional dan ada seleksi kepemimpinan secara teratur dan berkala. Jadi 

S a r a  teori, apapun narnanya suatu organisasi politWmasyarakat apabila 

memenuhi kriteria tersebut dapat dikategorikan sebagai partai politik.20 

Selanjutnya berdasarkan Pasal I Undang-Undang Nomor 3 1 Tahim 

2002 tentang partai politik dinyatakan bahwa partai politik adalah organisasi 

yang diberihik oleh sekelompok warga negara Republik lndonesia secara 

sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan 

kepen tingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan 

umum. Pengertian menurut Pasal 1 tersebut mempunyai kesamaan dengan 

definisi tentang partai politik yang dikemukakan oleh Mark N. Hagopian, 

yang menyatakan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk 

tmtuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam 

kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek 

kekuasaan secara langsung atau partai rakyat dalam pemilihan.21 

Berdasarkan pengertian dari Mark N. Hagopian tersebut, maka terlihat 

jelas bahwa basis sosiologis suatu partai adalah ideologi dan kepentingan yang 

20 Moh. Kusnardi dm Bintan R. Saragih, 1995, Ilmu Neguru (Edisi Revisi), Gaya Media 
Pratama, Jakarta, hlrn. 25 1-252 

2' Mark N. Hagopian dalam Ichlasul Amal, 1988, I'engantor Teori-Teori Muiakhir Partoi 
Politik, Tiara Wacana, Yogyakartq hlrn. XV 



di-a-idhkan pada mha-usaha m~uk mmperoleh kekuasaan. P d e d m  

ideologi dan kepentingan mernberikan kontribusi yang sangat besar terhadap 

jenis atau trpolog dari partai politik. 

Adapun sebagai asas dari partai politik r n a ~ l ~ m t  ketentuan pasal 5 ayat 

( I ) Ihdang-Undang No. 3 1 Tahun 2002 (UU Pap1) $myatakan bahwa asas 

partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tiihun 1945. 

Untuk mencapai suatli tujuan kehidupan berbangsa dan bemegara yang 

sehat yiing dicita-cititkan oleh para pmdiri negara sebagaimana dinmuskan 

dalani Yembukaan Undang-lindarig Dasar 19-15, setiap partai politik dalanl 

kehidupan bemegara melaksanakan secara konsisten Pancasila sebagi dasar 

negara. Dengan demikian, dinamika demokrasi di Indonesia mendapatkan 

iarrdasair ymg kokoii. Karerra acum .-nrmr~a yirlai pbtik  ela ah disepak-ati maka 

setiap partai poiitik dapat r n m p u ~ ~ y i u  asas atau ciri, aspkasi dm p g m  

tersendin yang tidak bertmtangan dmgm Pancaslla. Aspirasi d m  program 

partai politik merupakan pengejawantahan dari asas atau ciri dalarn upaya 

mmecahkan masalah bangsa Indonesia Program tersebut diinahkan untilk 

mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia dan mengembangkan 

kehi.rfnpan demokrasi bad-kan Pancasila sebagai tujuan urnurn dan 

memperjuangkan cita-cita pada anggotanya sebagai tujuan khusus partai 

politik. 



3. 7esihtplbn 'dam Keamggtaan P artai Politik 

tvfeiiiirt~t penjelasan umum atas Undmg-Undang Nomor 31 Tahun 

2002 tentang Partai Politik (UU Parpol) dinyatakan bahwa pembenhikan, 

pemeliharaan d m  pengembangan partai politik pada dasarny a menrpakan 

&dl .wiu ~ I ~ W I I I I I I I ~ I ~  flak warga rlegma unnlk bwbbmpuI, bmenkat d m  

megyatakan pendapat. Melalui partai pditik, d y a t  dapat mewrjudkan 

h&-- - ---L 1- - ltya tuttt~h ~itatyaiiikiiii -~tdapiLf arah kehidqan dan masa depannya ddam 

bem~asyarakat datl barlegara Pattai polirik nle~x~pakati kv~iipviieil yiuig satgat 

pcili~l~g ddan~ s~sieri, p i  iiik de~~~oirrasi. hiigd~ dmikian, penatatail 

kepmaian hanis bertumpu pada kaidah-kaidah kedatilatan rakyat, yaitu 

m b e r i k a n  liebebasan, kesetaraan dan kebersamaan. 

Melalui kebebasan yang bertanggung jawab, segenap warga negara 

mmiliki hak -muk bdampu1 dan b a - i k a t  guns mmjudkan  citacita 

politiknya secara nyata. Kesetaraan merupakm prinsip yang memungkinkan 

segenap wmga negara berpikir dalam kerangLa kmaderajatan sekaliptm 

kedudukan, h g s i  dan peran masing-masing berbeda. Kebersamaan 

rr~erupatan w-&-ma mrtuk mencapzi tnjnan kbangsa d m  t e m e g m  sehingga 

segala bentuk tantangan leblh mudah dihadapi. Partai politik dapat mengambil 

peran penting dalam menumbuhkan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan 

ddiuii m e i ~ ~ 1 i b ~ 1 ' ~ a i i  kektiim~, icesetarm dan keb-am sebagai upaya 

uliuic rr~mbaliuk bugsii J ~ I  t~cgd~il yang padu. 

Dalarn sistem politik demobasi, kebebasan dm kesetaraan tersebut 

diimplementasikan agar dapat merefleksikan rasa kebersamaan yang 



menj-mm ~mwi~judrrya cita-cita kemasymkalm secara uhh. Disd761i bahwa 

proses menuju kehidupan poiitik yang memberikan peran kepada partai politik 

sebagaj aset nasional berlangamg krditsarkan prinsip perubahan d m  

kesinambungan yang makin lama makin menumbuhkan kedewasaan dan 

tangg~mg jawab berdemokrasi. Hal ini dapat dicapai melalui penataan 

kehidupan kepartaian, disarnping adanya sistern dan proses peiaksanaan 

pemilihan umum secara memadai. 

Keterkaitan antara kehidupan kepartaian yang sehat dan proses 

penyelenggaraan pemilihan tmtun akan dapat menciptakan lmbaga-kmbaga 

perwakilan rakyat yang lebih berkualitas. Untttk merancang keterkaitan 

sistemik antara sistem kepartaim, sistem pemilihan umllm dengan sistem 

konstitusional, seperti tercermin dala~n sistem pemerintahan diperIukan 

aciill~ya itdlidupml iteyariaial yarg marrrpu mmmggung kehgaman.  

Untuk rnewrrjudkan tr~juan kemasyarakatan d m  kenegaraan yang 

k-i-~~n~iiii~ k ~ b = ~ ,  dipphlim admya liehidupan dm sistm kepartaian 

yang sehal dan dewasa, yaitu sistem n~ulti partai sederhana. Dalanl sistan 

rrruiii par iai s d a  ilarra akmr ie'uilr rrruriair diiaicibair ice. j~dsama men* -sinergi 

niisiond. hlekanisrne ini disarnping tidak cenden~ng menampiikan 

monolitisme, juga Am iebih menumbuhkan suasana demokratis yang 

iiiea~~i&bin;;lii pilrtai poiitik dapat berperan secara optimal. Perwujudan 

sistem multi pariai se3erhliira riiiakukiui clengiui ~lieiieiiipic-il pcrsyjymaiiili 

kli&k~titif ctiliipiifi kiiantitztif, Zik d d m  mbentukan partai maupun daim 

penggabungan partai-partai yang ada. 



S e 1 - m m a  mmgmai sym-syarat panbimtukan p-i p01itik dapat 

dilihat ketenhlan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang 

menenhikan hrhwa partai politik didirikan d m  dibentuk oleh sekt~rang- 

kurangnya 50 (linla puluh) orang warga negara Republik [ndonesia yang telah 

b s i a  2 1 (dm ptrluh sah1) tahtm dengan Akta Nutaris. Adapun Akta Notaris 

tersebut hams memuat anggaran dasar dan anggaran n~mah tangga ddisertai 

kepenbmlsm tingkat nasionai. SelmJutnya pilrtai politik tersebtit hanrs 

didaftarkan pada departernen kehaIuman dengan syarat : 

I .  hlaniliki Akta Nutaris pendinan pmai politik yang sesuai dengan 

Undang-Cjndang Dasar Negara Repnblik Indonesia Tahun 1945 dan 

Peratwan Penmdang-undangm. lainnya; 

2. Mernpunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (Iima puluh persen) 

dari jumlah Pruvinsi, 50% ( h a  puluh persen) dari jrmlah 

KabupatenKota pada setiap Provinsi yang bersangkutan, dan 25% (drra 

puluh lima persen) dan' jumlah Kecamatan pada setiap KabuptenKota 

yang baangkutan; 

3. Memiliki naina, lambang, dan tanda garnbar yang tidak mempunyai 

persamaan pada pokoknya atau keselunrhannya dengan narna, lambang 

d m  tmda gmbar partai politik lain; d m  

4. Memptmyai kantor tetap. 

Pengesahan partai poli~ik sebagai badan hukum dilaktlkan oleh Menteri 

Kehakiman selarnbat-lambatnya 30 (tiga pnluh) hari setelah penerimaan 



pmd-' dm pengesahan mebut  akan dhimumkan dalm Ben'ta 

Negara Republik Indonesia (Pasal 3 UU Parpol 2002). 

Keanggotaan partai politik bersifat sr~karela, terbuka dan tidak 

diskriminatif bagi setiap warga negara Republik lntlonesia yang menyetujui 

anggaran dasar dan anggaran n~rnah tangga pa~tai yang bersangkutan serta 

telah berusia 17 (tujuh belas) tahiln atau sitdah/pemah kawin (Pasal 10 UU 

Parpol 2002). Pnnslp keanggotaan nun disknmmasi chmaks~ldkan agar 

demokrasi berdasarkan Pancasila dapat t q u j u d  secara dinamis, sehingga 

setiap partai politik bersifitt twhrika bagi setiap w x g a  negilra Republik 

Indonesia. Dengan den~ikian, keraganlan partai politik tersebi~t tidak rnenjadi 

pemecah belah bangsa, tetapi. justru rnen~d i  pengikat persahlan dan kesah~an 

bangsa. 

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasat 5 ayat ( I )  Undang-Undang 

NORIO~ 12 T&IM 2003 dhent&m bafiwa pesma pemilihan umwn (Pemilu) 

untik rnemilih anggota DPR. DPRD Propinsi d m  DPRD ~ a b u ~ a t e n l ~ o t a  

adalah partai politik. Selanjr~tnya piirtai politik dapat menjadi peserta Pemilu 

apabila memenilhi syarat sebagai berikut : (Pasal 7). 

a. Diakui k M a a n n y a  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahtm 

2002 tentang Partai Politik; 

b. ~Maniliki pengtlnls lengkap s e k m g - k ~ m g n y a  di 213 (dua pertiga) dari 

seluruh jumlah provinsi; 

c. Memiliki palgunis lengkap sekwang-kurmgnya di 213 (dua pertigaa) dari 

jumlah KahupatenIKota di Propinsi sehagaimana dimaksud dalam hiinlf h; 



d. Memihi aiggota sehmmg-kamngnya 3 000 (seribu) m m g  atau sekurang- 

h~rangnya 1/1000 (seperseribu) dari jumlnh pendud~lk pada setiap 

kepengmsan pirrti politik sehgaimana dim;iksud dalam himrf c yang 

dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota partai politik; 

e. Pengurus partai sebagaimana dimakald dalam h u r d  b dm hunlf c hams 

rnempi~nyai kantor tetap; 

f blengajukm narna dm tanda gmbar pirrtai politik kepada KPU 

Guna menmtukan tentang keabsahm syarat-syarat bagi partai politik 

untuk d-xpat menjach pesena Pemilu, KPU melaktlkirr~ pnefilian (verifikasi) 

terhadap keabsahan kelengkapan syarat-syarat vilng diajirkan oleh partai 

politik, verifikisi tersebut ada 2 (dm) macam, y aitu : 

I .  Verifikasi Adn~inistmtiC 

2. Verifikasi Faktual; 

Verifikasi administratif dilakxkan oleh KPU dalam melaksanakan 

pendafiaran pmai politik tlntllk mmjadi peserta Pernil11 dengm tugas : 

1. Menerima berkas pendafiaran; 

2. Mencatat dalam ~egister pendaf im partai politik menjadi p e s d a  Pernilu 

yang melipi~ti : 

a Nama yang meny mpaikan pendaftarm 

b. Nama partai politik 

c. timi, tanggal dan w a h  penerimaan 

d. Alamat dm nomor telepon kantor pengiurls tingkat pilsat partai politik 

3. Mmeriksa swat pendaftarm d m  berkas kelmgkirpan administrasi; 



4. m m M &  m d a  bukti pmerimaan pendaftaran. 

Adapun bukti-bukti atau berkas kelengkapan administrasi yang hams 

ctiserahkm oleh partai politik kepada KPU adalah : 

1. Salinan Surat Menteri Kehakiman d m  HAM tentang Pengesahan Partai 

Pohtik sebagai Badan tlukuun; 

2. Silrat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat 

Pusat berkenaan dengan jumlah kepenem~san Partai Politik di tingkat 

Propins dan dilampiri dengan Surat Keputusan Pimpinan Tingkat Pusat 

M a i  Potilik mengmai pengesahan susunnn penguns Tmgkat Propinsi 

Partai Politik sekilrang-kurangnya di 2/3 jumlah selunlh Propinsi; 

3. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpman Partai Politik Tinghat 

Pusat berkenaan dengm jumlah kepengurusan partai politik ditingkat 

t;&uyilien~Kvia cia1 dilan~piri rieugan Surai Kepuiusai b p i n a n  Pmtai 

Politi'k Tingkat Prisat mengenai pengesahan susunan pengrrus tingkat 

Kabupaten/Kota, sekulrang-kurangnya 213 jumlah Kabupaten/Kota di 

Propinsi dimaksud. 

4. Sural pernyalaan man-iliki nama anggola pmai politik sekwmg- 

kurangnya 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penditduk pada setiap 

kepengunlsan partai politik di KabupatenlKota d m  dilampiri daftar nama 

anggota dan Kartu Tanda Anggota partai politik yang masih berlaku; 

5. Surat keterangan dmisiti kantor let* dan dokumen yang sah; 

6. Nama dan tanda gambar partai politik dengan t r k t m  10 x 10 crn 

berwarna. 



Vaifjkasi adm-inistmtif dilakukm oieb KPU dan hasitnya akan 

diberitahukan kepada partai politik yang b e r ~ a n ~ i t a n .  Kepada partai politik 

yang behun lulus verifikasi administrartif, dibenkan 1 (sritu) kali perbaikan, 

selama-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pembmitahuan dari KPI J .  

Sedangkan verifikasi fakt~al arlalah penetitiiin dm pengecekan 

kebenaran data mengenai : 

I .  Jurnlah dan susiman kepengunisan partai politik di tingkat Propinsi 

k i G e i  mrai keputusan Pimpman Partai Politik Tingkat Pusat 

n~engma~ pe~igwiilul busmaill pmgurus pariai yoiitik iirigkai Frupi~is~ 

sdxrang-kurangnya di 213 Jumlah selun~h prop ins^. 

2. Jumlah dan susunan kqenguiusan partai politik di tingkat Propinsi 

K&p;ata~/Xuia kid--km mmi kqutusan Pmrpman Partai Politik 

?..- 1111gkai Pusat nlmgmxi pengesahan susunan pengums pariai poolitik 

miit #asirpaten/Kota s e k m m g - h m p y a  di 2i3 jumlah 

KabupatenKota di Propinsi yang bersangkutan; 

3. J d a h  anggota partai politik sekurang-kurangnya I OOO o m g  atau IilOOO 

dari jurnlah penduduk pada setiap kepmgmsan partxi poli~ik di 

Kabiipaten/Kota, berdasarkan lampiran Daftar Nama Anggota dm Kartrr 

Tanda Anggota partai poMk yang masih berlaku; 

4. Domisili kantor t e t q  dan dok~tmen yang sah 

Adaywt sebigai plaksana dari verifikasi faktual ini adalah : 

1. KPU Propinsi terhadap susunan kepengun~san d m  domisili kantor tetap 

partai politik di Propinsi yang bersangktrtan; 



2. KPU KahhdenKuta lerhadap mmam k c p z n ~ a m ,  dmisili kanto~ 

tetap dan keanggotaan partai politik di Kabitpaten/Kota yang 

bersangbltan. 

C. Fungsi, Hakdan  Kewajiban Partai Politik 

Sebagai salah satu lembaga demohhsi, partai politik berfilngsi 

mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat, 

mtrryahxkan kqmrmgan masyankat dalam pmbuatan kebijakan negara, 

sena merninta dan men~persiapkan anggola rnasyaraka~ dalanl yenlbuatan 

kebijakan negara, serta rnernbina dan mempersiapkan anggota rnasyaraka~ 

unhlk mengisi jabatan-jabatan politik sesua dengan mekanisme demokrasi. 

Pita; pof~t;h jugs ~.i~r;;~'upiar~ ~&di satu w&-a~it g-wra mqatakan dukungan 

dm tuntulan dalam proses polilik. Semua ,fungsi ini diwujudkm melalui 

pemilihan mum yang disetenggarakan secara demokrabs, jujur dan adil 

dengan mengadakan pem berian dan pemtmgutan suara secara langsimg, 

umum, Mas dm rahasia. Oleh karena itu setiap partai politik berhak ikut 

serta dalam pemiiihan urnum setelah memenuhi syarat keikutsmaan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang 

Pemilihan Umum. 

Negara hams menjamin bahwa setiap warga manpunyai kesempatan 

y m g  w a a  uai& rnempengaruhi kebijakan negara meldui partai potitik dan 

t~6'1jrtdnya asas demokrasi, yaihl satu orang sahl suara. Mengingat 

pemhtukan partai politik menrpakan perwujudan kedalllatan rakyat, bukiln 



pcrwujudzm kekrman ekmomi, maka perk panbatasan m b u  keuangan 

partai politik untrk mencegah penyalahgunaan uang demi kepentingan politik 

(money politics). Keterbukaan partai politik dalam ha1 keuangan menrpakan 

infomasi penting bagi warganegara untuk menilai dan n~en~\~tuskan 

d~lk~mgarmya terhadap pmai politik tersebut. 

Partai politik melalui pelaksanaan fi~ngsi pendidikan politik, sosialisasi 

politik, pemusan dan penyaluran kepentingan serta komunikasi politik 

secara nil akan meningkatkan kesadaran d m  partisipasi politik masyarakat, 

mendukung integrasi dan persattran nasional, mewujudkm kkeadilan, 

menegakkan hukum, mznghormati hak asasi Inanusla. serta rnenjarnln 

tercrptanya stabi lilas keamanan . 

Menurut ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2002 tentang Partai Politik menent~~kan bahwa pa-rtai politik M l n g s i  sebagai 

I .  Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyaraliat luas agar menjadi 

warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dm bernegara; 

2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persahlan dan 

kesatuan bangsa untuli mensejahterakan masyarakat; 

;. Fe, Paigi~iiipuil dajl peQ.&rii- asp&asi .may bat secara 

4. Pam'sipasi politik warga negaq dail 



5. Reknrtmen 'potitik dalam proses pengisim jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan 

gender. 

Adapun yang menjadi hak dari panai politik dapat dilihat dalarrl I'asal 

8 UU Parpol 2002 yang menenttlkan bahwa partai politik b d a k  : 

I .  Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara; 

2. Mengatur dam mengurus nunah tangga organisasi secara mandiri; 

3 Memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda ganlbar partainya 

dari Departemen Kehakrrnan sesrmi dengan peranrran penmdang 

~~ndangan; 

4. Ikut serta dalam pemilihan umurn sesuai dengan ketentuan undang-ttnciarlg 

tentang pernilihan umum; 

5. Mengajukm calon untuk mengisi keanggotaan di lenlbaga perwakilm 

rakyat ; 

6. h~Iengusulkan penggantian antar waktu anggotanya di lembaga penvakilan 

rakyat sesuai dcngan perahrran penmdmg-undangan; dan 

7. Mengusulkan pasangan calon Presiden dm Wakil Presiden sesuai dengm 

peraturan penmdmg-undangan. 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 1 Tahun 2002 tentang Partai Politlk 

menentukan bahwa -partai potitik berkmjiban : 

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dm Peraturan Pentndang-undangan 

laimya; 



2. d m  mempertahanlran keutuhan Kegara Kesman Republlk 

Indonesia; 

3. Bqxubsipasi dalam pembangunan nasional; 

4. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia; 

5. Melakukan pendidikan potitik dan menyaltrrkan aspirasi potiti k; 

6. Menyukseskan penyelenggaraan pemili han umum; 

7. Melakukan pendaftarm d m  memelihara lietertiban data anggota; 

8. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jurnlah 

s~unbangan yang rtiterima, serta terbuka tmnlk diketahui oleh masyirrakat 

dan pemerintah; 

9. Membuat laporan keuangan secara berkala satu tahim sekali kepada 

Komisi Pemihhan Umum setelah &audit oleh -tan pubhk; dan 

10. Mvfenliliki rekening khusus dana k m p q e  pemilihm unnm dan 

me~lyerahkan laporan neiaca keuangan basil audit aktmtan pobtik kepada 

Komisi Pernilihan Umum pal~ng lambat 6 (enarn) billan setelah han 

pernungutan suara. 

D. Pengawasan Terhadap Partai Politik 

Pelaksanaan pengawasan terbadap partai politik menurut kdentuan 

PasaI 23 UU Parpol 2002 meliputi tugas sebagai berikut : 

I .  Melakukan pwelitian secara administratif dan svbstantif terhadap akta 

pendirian dan syarat pendirian partai politik sebagaimana dimaksud da lm 

pasal 2 dan Pasal 5; 



2. ~e lakukan '  pengecekan terhadap kepengurusan partai poljtii ymg 

tercantum dalam akta pendirian partai politik dan kepengun~san 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) humf b; 

3. Melakukan pengecekan terhadap nama, lambang dan tanda gambar partai 

politik sebagaimana h a k s u d  dalam Pasal 19 ayat ( 1  j; 

4. Menerima laporan pen~bahan anggaran dasar d m  anggaran n~mah tangga, 

nama, lambang dan tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal4 dan pergantian atau penggantian kepengun~san partai politik 

sebagaimana h a k s u d  dalam Pasii 1 3 ayat (4 ); 

5. Meminta hasil audit laporan keuangan tahunan partai politik dm hasil 

audit laporan kalangan dana kampanye pemilihan umum sebagaimana 

dimaksud dalani Pasal9 huruf h, huruf 1 dan huruf j; dan 

6.  Melakukan penetitian terhadzp kernungkmzn dilakukarmya pelanggaran 

terhadap larangan-larangan partai politik sebagairnana dimaksud dalam 

Pasal 19 ayat (Z), (3), (4) dan ( 5 ) .  

Adapun lembaga atau institusi yang bertugas melakukan pengawasan 

terhadap partai pobtii, diattu dalam Pasal 24 ayat ( I )  yang menyatakan bahwa 

pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 dilakukan oleh : 

1 .  Departanen Khakiman di dalam melaksanakan tugas pengawasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c d m  huruf 

d; 

2. Komisi Pemilihan Umurn di dalam melaksanakan ttigas pengawasan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal23 hun~f e; dan 



3. Deparrtemeri h l a m  Negeri di ddam mdaksanakm tugas pengawasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 hunlf f. 

Jadi dengm demikian terdapat 3 (tiga) iembaga yang bertugas mdakxlkan 

pengawasan terhadap partai politik dengan pembagian tugas sebagaimana 

diatru dalam Pasal24 tersebut di atas. Lembaga-lernbaga tersebut adalah : 

1. Departemen Kehakiman; 

2.  Komisi Pemilihan Umum; 

3. Departemen Dalatrl Negen 

Satu ha1 yang d~kecualikan dari paigawasan partai politik oleh 

pemerintah adalah pelaksanaan fi~ngsi dan hak partal politik sdagairnana 

dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Parpol-2002. 

E. Asas dan Tujuan Pemiiihan Umum 

Badasarkan ketentuan dalam Pasal 22 E ayat ( I )  Undang-Undang 

Bmr Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pmilihan Umum (Pemilt~) 

dilaksanakan secara langsur~g, urnum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Adapun 

pengertian dari masing-masing asas tersebut adalah : 

1. Langsung 

Rakyat sebagai pemilih mernpunyai hak untuli memberikan suaranya 

secara langsung sestlai dengan kehendak hati nuranirrya, tanpa perantam 

2. h u m  

Pada dasarnya semua warga negnra yang memenuhi persynratan sesuai 

dengan Undang-Undang Pernilu, berhak magikuti Pemilu. Pemilihan 



ymg M a t  umum mengandung malola marjamin kesempatam yang 

berlaku menyelun~h bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi 

berdasarkan suky agama, ras. golongan, jenis kelamin, kedaerahan, 

pekerjaan dan status sosial 

3. Bebas 

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya 

tanpa tekanan dan pdtksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya. 

setiap warga negara dijamin kean~anannya. sehingga dapat memilih sesuai 

kehendak hati nurani d m  keperrhngmya 

4. Rahasia 

Dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak 

akan diketahui oleb pihak manapun dan dengan jdan apapun. Pemih-h 

memberikan suaranya pada swat suara dengan tidak dapat diketahui oleh 

orang lain kepada siapaptm s u m y a  diberikan. 

5. Jujur 

Dalan~ penyelenggaraan Pen~ilu, setiap penyelenggara Penlilu, aparat 

pemerintah, peserta Pemilq pengawas Pemily pemantau Pemilq pen-rilih, 

serta semua pihak yang terkait harus b a i k a p  dan bertindak j~tjur sesuai 

dengan peraturan penmdang-undangan. 

6. Adil 

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu 

mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak 



Adapun' tujuan dari diselenggarakannya Pemilu adalah untuk memilih 

wak11 rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang 

demokratis, h a t  dan memperoleh dukungan rakyat daiarn rangka 

mewijudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945. 

Demokrasi mempercayai bahwa Pemilu memainkan peranan amat vital 

untuk menentukan masa depan bangsa. Sebagaimana tradisi demokrasi, 

Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi membutuhkan pra kondisi yang 

spesifik. Kelembagaan Panilu yang ideal umruk transisi demokrasi berbeda 

dengan kelembagaan Peinilu yang ideal untuk konsolidasi demokrasi, karena 

kebuituhannya berbeda-beda, yang mempertimbangkan berbagai aspek dan 

fungsi.22 

Pada dasarnya, ada tiga tujuan dalarn pemilihan umum, yaitu :" 

Perlama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pernimpin pemerintahan 

dan alternatif kebijakan umum (ptrbiic policy). Dalarn demokrasi, kedaulatan 

rakyat sangat dijunjung tinggi sehingga dikend spirit dari, oleh dan untuk 

rakyat. Dalam sistem demokmi perwakilan (representation democration 

system), rakyat memiliki keda~~latan pen~rh, akan tetapi pelaksanaan dilakukan 

oleh wakil-wakilnya melalui lembaga legislatif atau parlemen. Wakil rakyat 

tidak bisa sembarangan orang, seseorang yang memiliki otoritas ekonomi atau 

otoritas kultural pun tidak layak menjadi wakil rakyat tanpa moralitas, 

integritas dan akuntabilitaq yang memadai. Karma itu diselenggarakan 

22 Joko J. Prihatmoko, 2003, Pemilu 2004 don Kon~oIidc~.rsi Demokro.si. LP21 Press, 
Semaran hlrn. 18-1 9 ' RamIan Surbahi, 1992, M m h o m i  llnu Politik Orasindo, Jakarta, hlrn 18 1 - 1  82 



pemilihan urn& sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian kedaulatan 

kepada orang atau partai. 

Kethra, pemilihan umum juga men~pakan mekanisme memindahkan konflik 

kepentingan (conflict of' interest) dari masyarakat kepada badan-badan 

perwakilan rakyat rnelalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang 

memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesah~an maqyarakat tetap 

terjamin. Manfaat pemilihan umum ini berkaitan dengan asumsi bahwa 

masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan saling 

bertaltangan, dan pertentangan ini se~nestinya diselesakan lnelaluj proses 

musyawarah. Dalam kenyataannya seringkali elite dan partai justn~ 

mendorong terjadinya konflik, seperti saat Presiden Abdumhrnan Wahid 

berseteru dengan DPR berkaitan dengan Bulogate I, yang membawa-bawa 

rakyat ke pusat kekuasaan. Konflik ini disebabkan oleh lernahnya 

pelembagaan politik di tingkat elite, yang mencerminkan kegagalan mereka 

sebagai wakil rakyat. 

Ketign, pemilihan tunurn merupakan sarana memobi lisasi, menggerakkan atau 

menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan 

ikut serta dalam proses politik. Hal yang terakhir ini semakin urgen karma 

belakangan masyarakat mengalami semacam alienasi dari proses pengambilan 

kebijakan (decision making). Atau, ada jarak yang lebar antara proses 

pengambilan kebijakan dan kepentingan elite dengan aspirasi di tingkat akar 

rumput yang setiap saat bisa mendorong ketidakpercayaan (district) terhadap 

partai dan pemerintahan. 



Ketiga hjuan tersebut akan dapat Qcapai jika sistem Pemi3u yang 

dipilih tepat dan fmorahle. Jstilah tepat dan favorable menljuk pada kenyataan 

bahwa tidak ada sistem Pemilu yang ideal untr~k setiap kondisi. Sistem Pemilu 

yang cocok di Jepang dan Philipina, walaupun sama-sama negara kepulauan, 

belum tentu cocok dengan kondisi di Indonesia. Inggris yang dikenal sebagai 

negara asal sistem distrik, kini masyarakatnya mendesak diadakan refaendurn 

untuk menentukan perubahan sistem ~emi lu .~"  

F. Sistem Pemilihan IJmum 

Ranyak penelitian membuktikan bahwa sistem Pemilu memiliki 

pengan~h yang signifikan terhadap watak atau karakter persaingan dalarn 

Pemilu. Pengertian karakter persaingan adalah apakah ciri-ciri yang menonjol 

dari kompetisi dan konsekuensinya Karakter persaingan juga berkaitan 

dengan perilaku politik yang melekat pad partai-partai dan tokoh-t~koh.~' 

Sebagai salah satu mekanisme kelembagaan demokrasi, sistem Pemilu 

merupakan wahana yang dapat dengan mudah dimanipulasi, khususnya oleh 

partai-partai be~ar .*~ Artinya sistem pemilihan bisa dirancang untuk 

memperlancar perilaku politik tertentu, khususnya memenangkan kekuatan 

politik tertentu, dan sebaliknya menciptakan hambatan guna melernahkan 

kekuatan politik lain. Dengan sistem pemilihan tertentti, partai politik yang 

didukung 40% suara bisa meraih kontrol mutlak atas pemerintahan di bawah 

2' Benjulno Theodore, Sisrem Pemilu ideal (Pemihr Indonesia Online) 
*' Joko J .  Prihatmanto, o.~.cir, hlm. 20 
26 Ben Reilly, 1999, Refbrmasi Pemilu di Indonesia, Dalarn Almanati Parpol Indonesia, 

Yqasan API, Jakarta, hlm. 18 



satu sistem. Padaha1 jika dipilih dengan sistem pemilihan lain, ia mungkm 

tidak kan mendapatkan kelcllasaan atau menjadi oposisi. 

Sistem Pemilu juga dapat mempengan~hi jumlah dan uhrran relatif 

partai politik di parlemen. Sistem pemilihan di negara yang menganut sistem 

dua partai tentu berbeda dengan yang menganut millti partai. Dapat dikatakan 

juga bahwa mekanisme regulasi dalarn sistem politik otoriter dan sentralistis 

berbeda dengan sistem dernokrsi yang i~miimnya pembatasan dilahtkan 

dengan memberikan prasyarat minimal. Artinya kebebasan mendinkan partai 

tetap dijamin sepenuhnya (dimensi substansi) tetapi disertai kondisionalitas 

agar kebebasan itu dapat dipertanggunglawabkan, terkontrol dan 

diterjemahkan dalam mekaniqne politik (dimensi prosedural). 

Sistern pemilihan juga menentukan keterpaduan internal dan disiplin 

masing-masing partai. Sebagian sistem mungkin saja mendorong terjadinya 

faksionalisme, dimana beberapa sayap yang berbeda dari satu partai terus 

menenis bertentangan satu dengan lainnya, sementara sistem yang lain 

mungkin dapat mernaksa partai-partai untuk bersatu suara dan menekan 

pembangkangan (disobedience). Kasus pertarna ditunjukkan dengan 

perpecahan PKB dalam SI MPR tahun 200 1 antara kelompok Matori Abdul 

Qalil (PKB Batuttilis) dan kelompok Alwi Shihab (PKB Kuningan), Knbu 

Iramasuka yang dimotori Marwah Daud Ibrahirn dan Akbar Tanjung di  Partai 

GOLKAR. Contoh kasus kedua adalah kemampuan PAN meredam konflik 

faksionalisme karma unsurnya yang beragam.27 



Sebuah ' sistem Pemilu juga bisa Inengarah pada pembentukan koalisi 

atau pemerintahan satu partai dengan kendala dihadapi partai mayoritas. 

Dengan lain kata, sistem pemilihan juga bisa mendorong atau menghalangi 

pembentukan aliansi diantara partai-partai, yang pada gilirannya &an 

rnempengaruhi iklim politik yang lebih 

Meski piin harud siuji secara teoritik dan empirik, kekecewaan yang 

distlarakan parati-partai kecil menyangkut verifikasi terhadap partai, 

keikutsertaan partai dalam Pernilu dan ketentuan elector01 threshold, yang 

tercakup dalam UU Pmilu baru, berkaitan dengan persoalan di atas. 

Demikian pula strateg yang ditempuh partai-partai kecil yang tidak ~nemenuhi 

electoml threshold dengan melakukan penggabungan, yang tent11 saja 

potensial rnelahirkan faksionalisme, juga dipengaruhi oleh sistem pemilihan. 

lahimya banyak partai (242 partai) menjelang Pemilu juga berkaitan dengan 

sistem yang ada. 

Menun~t amandemen keempat UUD 1 945, Majelis Pemusyawaratan 

Rakyat (MPR) memutuskan penggunaan sistem perwakilan bikarneral. 

Pemilih tidak hanya memilih anggota DPR namun juga memilih anggota DPD 

(Dewan Perwakilan Daerah). Tnilah komposisi yang diharapkan benar-benar 

mewakili rakyat Indonesia. DPR adalah wljud keterwakilan gagasan 

(representation of ideas), sedangkan DPD adalah keterwakilan dalam 

kehadiran (representation in presence). 

28 Andrew Reynolds, 2001, Mernncang Sisrem Pemilzhnn Cjmum, dalam Ikrar Nusa 
Bhakti dan Riza Sihbudi, Menjauhi Demnkrasi Kawn Penjahar-Belajar d~lri Kekeliruan N L ~  ura- 
Negara Lain, Mizan, Jakarta, hlm 103 



Sjstem yang digunakan untuk m d h  calon anggota DPD dan DPR 

sangat berbeda, untuk tidak mengatakan bertolak belakang. Calon anggota 

DPD dipilih dengan sistem distrik berwakil bangsa Indonesia saat ini memiliki 

3 1 propinsi. sehingga jumlah kursi DPD yang diperebutkan 134 buah karena 

miming-masing propinsi diwakili 4 kursi. Sedangkan DPR Cjuga DPRD) 

dipilih dengan mengbqnakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. 

Sistem ini adalah gabungan antara sistem proporsional dan distrik. Nuansa 

sistem distrik ditunjukkan dengan jumlah suara yang diperoleh kandidat DPR 

(DPRD) ymg dipitih dengan cara memberikan tanda sebanyak dua kali, yaitu 

untuk partai dan garnbar calon, sedangkan jika hanya menandai xkali dengan 

memilih partai saja berarti pemilihan calon ditentukan partai (nuansa 

proporsional). Nuansa proporsional juga ditunjukkan dari penentuan kursi 

jika ti&& ada calon DPR (DPRD) yang memenuhi bilangan pembagi. Dengan 

demikian abnosfer dan nuansa pemilihan DPR (DPRD) sangat kental dengan 

sistem proporsional. 

Sesuai dengan amandemen ketiga dan keernpat UUD 1945, Indonesia 

juga menganut sistem presidensial. Oleh sebab 1% rakyat mendapat 

kesempatan ilntuk memilih Presiden secara langsimg dalam Pemilu 2004. 

Namun demikian, menjelang pelnksanm terjacti polarisasi mengenai cara 

7'- pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Partai- artai besar, seperti PDI-P 

dan Partai Golkar menghendaki pasangan calon Presjden dan Wakil Presiden 

hanya boleh diajukan oleh partai yang mernperoleh suara dukungan 20% dan 

35%. Ini berarti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dikaitkan dengan 



pemilihan DPR: yang memberi kesan kuatnya sjstem parlementer. Sernentara 

itu para pengarnat dan partai-partai lain memandang pencalonan tidak perlu 

dikaitkan dengan hasil pemilihan DPR, sehingga posisi Presiden kuat dan 

tidak ditentukan oleh DPR, walaupun akhirnya disepakati dengan persyaratan 

yang kompromistis. Sistem pemilihm Presiden &an Wakil Presiden dalarn 

kenyataannya juga menutrrp kemungkinan calon independen, tanpa adanya 

dukungan dari partai politik. 

G .  Pengituran Partai Politik di Indonesia 

Pembentukan, perneliharaan, dan pengembangan partai politik pada 

dasarnya merupakan- salah satu pencerminan hak warga negara untuk 

berkumpul, baerikat, dan rnenyatakan pendapat. Melalui partai politik, 

rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah 

kehidupm dm masa depannya dalam bermasyarakat dm bemegara. Partai 

politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik 

demokrasi. Dengm demikian, penatam kepartaian barus berhrrnpu pada 

kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan. 

dan kebersarnaan. 

Melalui kebebasan yang bertanggung jawab, segenap warga negara 

memihkj hak untuk berkumpul dan baerikat guna mewujudkan cita-ci~a 

politiknya secara nyata. Kesetaraan merupakan prinsip yang memunglunkan 

segenap warga negara berpikir dalam kerangka kesederajatan sekalipiin 

kedudukan, fungsi, dan peran masing-masing berbeda. Kebersamaan 



merupakan wahtna untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sehingga 

segala bentuk tantangan lebih mudah dihadapi. Partai politik dapat mengambil 

peran penting dalarn menumbuhkan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan 

sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu. 

Dt dalam sistem politik demokrasi, kebebasan dan kesetaraan tersebut 

diimplementasikan agar dapat merefleksikan rasa kebersamaan yang 

menjamin terwujudnya cita-cita kemasyarakatan secara utuh. Chsadari bahwa 

proses menuju kehidupan politik yang memberikan peran kepada partai politik 

sebagai aset nasional berlangsung berdasarkan prinsip penlbahan dart 

kesinambtmgan yang maliin lama makin menumbuhkan kedewasaan dan 

tanggungawab berdemdkrasi. Hal mi dapat dicapai melalui penataan 

kehidupan kepartaian, di samping adanya sistem dan proses pelaksanaan 

pemilihan umrm secara memadai. 

Keterkaitan antara kehidupan partai yang sehat dan proses 

penyelenggaraan pemilihan umum akan dapat menciptakan lembaga-lembaga 

perwakilan rakyat yang lebih bakualitas. Untuk merancang keterkaitan 

sistematik antara sistem kepartaian, sistem pemi lihan urnum dengan sistern 

konstitusional, seperti tercennin dalam sistem pernenntahan, diperlukan 

adanya kehidupan kepartaian yang mampu menampung keberagaman. 

Untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan yang 

bemawasan kebangsaan, dipertukan adanya kehidupan dan sistem kepartaian 

yang sehat dan dewasa, yaitil sistem multipartai sederhana. 



Dalam iistem multrpartai sederhana akan lebih mudah dilakukm kerja 

sama menulju sinergi nasional. Mekanisme ini di samping tidak cendenlng 

menampilkan monolitisme, Juga akan lebih menumbuhkan suasana demokratis 

yang memungkinkan partai politik dapat berperan secara optimal. Perwujudan 

sistem multipartai sederhana dilakukan dengan menetapkan persyaratan 

kualitatif atailpun kuantitatif, baik dalam pembentukan partai maupun dalam 

penggabungan partai-partai yang ada. 

Partai politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai kesempatan 

memperjllangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembagalembaga 

negara. dan untuk membentuk pemerintahan. 

Partai politik melalui pelaksanaan fungsi pendidikan politik, sosialisasi 

politik, perumusan dan penyaluran kepentingan serta komunikasi politik 

secara nil akan meningkatkan kesadaran dm partisipasi politik masyarakat, 

merekatkan berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat, mendukumg 

intepasi dan pmatuan nasional, mewujudkan keadilan, menegakkan hokum, 

menghormati hak asasi manusia, serta menjamin terciptanya stabilitas 

keamanan. 

Adapun ketentuan atau persatuan penmdang-i~ndangan yang mengatiu 

tentang partai politik di Indonesia adalah UndangUndang Nomor 31 Tahun 

2002 tentang partai politik. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 L Tahuln 2002 

menentukan bahwa yang dimaksud dengan partai polilik addah organisasi 

politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia 

secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk 



mempquangkan kepentingan anggota, masyarakat, bmgsa, dm negara 

melalui pemilihan umiun. 

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 3 1 Tahun 2002 mengatur 

tentang : 

I .  pembcntil2;an partai politik 

2. asas, ciri dan tujuan partai politik 

3. fungsi, hak dan kewajiban partai politik 

4. keanggotaan d m  kepengurusan partai politik 

5.  lieiiangm partai politik 

6. pcmbubmnn, penggabungan dan pengawasan partai politik 

7. larangan, sanksi dan Peradilan Perkara Partai Politik. 



BAB 111 

PERKEMBANGAN KONSEPSI NEGARA DAN 

MASYARAUT DEMOKRATIS 

Pada saat Athena mencap-ai perkembangan puncak lembaga-lembaga 

dernokratisnya, berbagai peristiwa peperangan yang terjadi menyebabkan rnasa 

depan yang nrram bagi selimn~h negara-kota Yimani. Hingga rneletx~sny a 

peperangan antara liga yang dipimpin Athena berhadapan dengan kon federasi 

yang dipimpin Sparta mernakan waktu rnasa perang selama kurang lebih 27 tahun 

(431-405 SM)". Akibatnya negeri Yunani menjadi sasaran empuk pada abad 

bet-ikutnya bagi raja dan peti~alang d a i  Macedonia, Philip I1 (382-336 SM), dan 

terakhir ekspansionis Romawi yang di kemudian hari menjadi imperium bagi 

negara di dunia. 

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat 

sejak bangsa Romawi, yang sedikit mash kenal kebudayaan Yunani, dikalahkan 

oIeh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki Abad Pertengahan 

(1600-1400). Keberadaan masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur 

sosial yang Feodal (hubungan antara Vasal dan J,ord); yang kehidupan sosial serta 

spit-ituilnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya, sedangkan 

kehidupan politik ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu 

dengan yang lain." 

" Henry J. Schmadt, Filsafat Polink: Kujinn Historis drrri Zamon Yununi Kuno sumpi 
&man M d e r n ,  C k  Pertama, Pustalia Pelajar. Yogyalrarta, 2002, hlm. 45-46. 

3U Miriam Budiardjo, Dasur-Darar Ilmu Politik, Cramediq C t k  Keduabelas, Jakarta, 
1989, hlm. 54 



perkernbangan pemikiran-pemikiran negara dan masyarakat diiringi oleh 

kelahiran gagasan kehidupan negara demokrasi yang mencuat kepermukaan 

melalui beberapa pemikir-pemikir besar dan cukup berpenganih di abad tengah. 

Kelahiran kembali gagasan negara demokrasi sebagai solusi altematif atas 

persoalan kenegaraan. difonnulasikan ulang dalam praktek ketatanegaraan, -saat 

itu, di banyak penjuru daratan Eropa. Dalam ha1 ini, lahimya gagasan unh~k 

bagaimana mernbatasi kekuasaan di s a h ~  sisi. Dan di sisi yang lain eksistensi hak- 

hak rakyat mulai diberikan nlang partisipatif dalam struktur kehidupan bemegara. 

Dalam bagian inilah, akan didisknpsikan gagasan-gagasan secara ulnum 

tentarlg konsep Negara Dmokrasi dalarn perkemhangan diperadaban dunia barat 

dalam abad-abad setelah memasuki zaman pencerahan dan reformasi Gereja. 

Pembagian dalam dua aliran besar, antara pemikir pluralisme dan kaum 

mancisme. Kedua d i m  besar tersebut, pada perkembangannya sangat 

menenhlkan landasan corak konsepsi negara demokrasi kontemporer. Dilengkapi 

pula gagasan negara dmeokrasi yang lahir dari peradaban pemikiran Islam. 

Konsepsi negara demoktasi dalam pemikiran yang dibawa kalangan intelektual 

muslim. Salah satunya datang dari pernimpin pergerakan Islam di Pakistan, adalah 

Sayid Abud A'ia A1 Maududi yang akrab dikenal dengan nama sebutan A1 

Maududi dengan konsepsi negara Teo-Demokrasinya. 



A. Konsepsi ~ a k a r a k a t  dan Negara Demokrasi Era Pemikiran Kontrak 

Sosial 

Perkembangan konsepsi negara demokrasi lahir bersarnaan dengan 

pergeseran-pergeseran atas pandangan negara hukum klasik ke arah 

pandangan negara hukum modem. Dimana pertumbuhan negara-negara 

nasional Eropa Barat, konsep hukum klasik mulai mengalami modifikasi, 

menuju ke apa yang disebut sebagai positivisasi norma. Berseiringan dengan 

ma raknya ideologi liberalisme pada akhir abad ke-17 hingga abad ke-18. 

Dilatan dengan gagasan untuk mendudukan rakyat dalam kesamaan derajat 

sehagai pemegang keda~rlatim tertinggi dalam penciptaan hukrlm nasional. 

Sejak saat itulah hukum tidak lag sebagai norma moral yang hadir di lr~ar 

ituasa manusia Hukum mulai I & i  sebagai bagian dari national order lalu 

mdai dikonsepkan dan diteorikan sebagai norrna yang dibuat atas kuasa 

mmusia-mmusia sendiri. Ditandai dengan pergeseran ketatanegaraan 

Monarkhi memas~iki babakan bentuk ketatanegaraan modem yang disebut 

Republik. Lebih jaih penelusuran melalui jejak-jejak beberapa pemikir 

kontrak sosial, seperti Thomas Hobbes (1 588- 1679); John Locke ( 1632-1 704) 

bersama Montesqieu ( 1689- 1 755); dan J.J. Rousseau ( 1  7 12- 1 778) mewakili 

lahirnya pemikiran konsepsi masyarakat dan negara demokrasi dalarn fase 

sejarah perubahan di semenanjung daratan Eropa. 

I. Thomas Hobbes; Perjanjian Negara 

Thomas Hobbes (1588-1679) kelahiran lnggris, di Malmesbu~ry 

dari keluarga seorang pendeta. Pemikiran Hobbes tentang negara dan 

hukum dapat dijumpai dalam dua buah karya terkenalnya, yaitu : De Cive, 



I 642 (tenthg warganegara) dan Leviathan or the matter, j?om and power 

of a commonweallh, ecclesiastical and civil, 165 1 (leviathan, pokok, 

bentuk dan kekuasaan suatu hidup bersama, baik gereja maupun ~ i ~ i l ) . ~ '  

Dalam pemikiran Hobbes, memulai dengan menguraikan tentang 

manusia d m i a h  : bahwa manusia tidaklah sej& semula berhakekat sosial. 

Menurut Hobbes, sebelum negara didirikan, manusia hidup dalam keadaan 

alamiah, di bawah naungan ius naturale (hukurn alarn), dan di sana 

terdapat kemerdekaan seluas-luasnya untuk bertindak. Oleh karena situasi 

asli alamiah ini belum terdapat norma-norma hidup bersama, maka semua 

orang mempunyai hak atas semua yang ada disekitarnya. Situasi manusia 

alamiah ini (temyata) melahirkm perang; semua orang melawan semua 

G T Z ; : : ! ~  (hellum omnium contra o.m?e.s) guna merebu t apa yang dianggap 

haknya. Situasi alamiah ini juga ditandai dengan adanya kecurigaan dan 

keangkuhan hati individu-individu yang saling menyerang, sehingga 

manusia sengala bagi manusia lainnya (homo homini lupus). 

Dari situasi manusia alamiah lama-kelamaan, -atas perkembangan 

akal manusia-, membuat semua orang mulai sadar akan keunhmgan unh~k 

mengamankan hidupnya dengan menciptakan suatu aturan hidup bersama 

bagi semua orang, termasuk hidup berkelompok. Untuk mencapai 

keteraturan hidup, semua orang hams menyerahkan hak-hak asli mereka 

atas segala-galanya, sepenuhnya. Bagi Hobbes, kontrak-kontrak 

menciptakan hak yang sesungguhnya pada manusia. Selama tuntutan 

sosial bel~un tertuang dalam suatu kontrak tidak terdapat hak pada 

" Theo Huijbers. Filsafbr H@wn Dalarn Linrnsnn Sejurah, Kanisius, Ctk Keduabelas, 
Yogyakarta, 2000, him. 63 



manusia. T'mtutan-tuntutan ini hanya menghimbau kepada kerelaan atau 

kemurahan hati orang lain.32 Kontrak sosial yang dimaksud Hobbes adalah 

persetujuan manusia satu dengan yang lain dalam suatu kelompok untuk 

membenh~k silatu hidup bersama yang teratur. Proses awal kontrak sosial 

Hobbes mengandung prinsip d m  pe rmaan  demokratis (iiantara orang 

dalam melahkan kontrak sebagai tujuan pemhentukan masyarakat. Hal 

ini, didasarkan atas prinsip kebebasan alarniah yang dirniliki setiap 

manusia dalam anggota masyarakat. 

Pandangan kontrak sosial ini juga men-jadi asal-usulnya konsepsi 

masyarakat sipil Hobbes-pra negara. Kontrak sosial antar manusia satu 

dengan yang lain mendorong keht~tuhan akan adanya st~ato penegiikan 

kontrak sosial yang lebih tegs.  Guna menjamin kontrak sosial, 

masyarakat mtdai membutuhkan kekuasaan h ~ a t  yang menjamin 

keberadaan kontrak sosial dapat ditegakkan. Kebutuhan ini rnelahirkan 

gagasan kekuasaan yang kuat di luar masyarakat sipil. Sehingga, 

kekuasaan yang kuat lahir atas suatu "perjanjian negara" yang tertuang di 

dalam benh~k /ex nal~~rulisi.~ (penmdang-undangan dam) mulai banyak 

dipikirkan oleh semua orang, tega. Hobbes. Menilnlt pandangan Hobbes, 

hanya satu kekuasaan yang kuat dapat mampu rnengakhiri pertarungan 

antara manusia satu dengan manusia lain. Hal ini pula menjadi h g s i  dan 

tujuan keberadaan negara Hobbes. Hematnya, kekuasaan uegara adalah 

ilntilk menjamin para pihak yang bersepakat dalam rnasyarakat sipil dapat 

terjamin hak-haknya dan menjalankan kewajibannya masing-masing. 



Kekuasaan 'itu sendiri diciptakan dengan suatu perjanjian untuk mentaati 

seseorang atau beberapa orang, meskipun tidak semua orang menyetujui 

keputusan itu. Kata Hobbes; 

Saya menyerahkan hak saya untuk memerintah diri saya sendiri 
kepada si penguasa atau suatu majelis, dengan syarat, bahwa tiap 
orang lain akan berbuat demikian j ~ ~ a . ' ~  

Keberadaan kekuasaan raja ataupun majelis dengan cara 

pengangkatan atau dipilih oleh setiap masyarakat atas dasar adanya proses 

perjanjian. Pandangan atas kekuasaan kuat, Hobbes, oleh negara sangat 

dilatarbzlakangi keadaan perang sar~dara ymg tents berkecmbitk di tanah 

aimya. Inggis. Dalm prakteknyit, konsep negitra Hobbes lebih banyak 

dipraktekkan oleh Charles II, yang men~pakan .saiah seorang muridnya. 

Sehinggz, konsepsi negara hionarchi P,b:eiut mendapat penghargaan 

tinggi dari Hobbes. Sedangkan konsepsi gereja dan negara dalam 

pandangan Hobbes, diartikan bahwa gereja menjadi satu dengan negara 

dan sang daulat menjadi kepala gereja-negara dengan kekuasaan tak 

t ~ r b a t a s . ~  Argumentasi Hobbcs didasarkan atas kcpcntingan yang sama 

antara gereja dan negara yang bertujuan mewujudkan adanya kedamaian di 

dalarn masyarakat. Sehingga, Sang Raja (penguasa) merupakan pelaksana 

bag, terwujudnya kedamaian dan kearnanan dalam masyarakat. 

" J .J .  Von Schrnid, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentong N e w  don H u h  : dnri Pinto 
.s~7mpni khnr. Pernbangunan, Ck .  Keenam. Jakarta 1988, hlm. 137 
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2. John ~ o c k e  dan Montesqieu; Negara yang Terbatas 

John Locke (1 632-1 704) dilahirkan di sekitar Bristol sebagai 

putera seorang sarjana hukum. John Locke, filsuf yang terkenal sebagai 

perintis ernpinsme modem ini membentuk intelektualitasnya di London 

d m  Oxford. Dalam pandangan tentang negara dan hukum, Locke menjadi 

terkenal ten~tama dalam ka~yanya; Two Tre.stise,v on Civil Government 

(dua karang tentang pemerintahan sipil) pada tahun 1690 dan Ea~y  

('oncernirlg Human lIniier.v/nniiing (karangan mengenai pengem.an 

manusia), 1672. 

Dalatn l*:.vsuy ( hncerning H~rmun I inder.vtunJing, l,ocke 

berpandangan sama dengan Hobbes, bertitik tolak dari pandangan atas 

keberadaan manusia alamiah. Locke mengakui, bahwa keadaan alamiah 

manusia itu memang mendahului negara, akan tetapi ini belurn berarti 

bahwa keadaan ini tanpa aturan-aturan ke masyarakat. Disitu pun telah ada 

perdamaian d m  aka1 seperti dalam negara.35 Dalam keadaan alamiah, 

manusia bebas untuk menentukan dirinya dan menggi~nakan hak miliknya 

dengan tidak tergantung dari kehendak orang lain. Termasuk didalamnya 

hak-hak alarniah yang dimiliki manusia sebagai manusia. Hak-hak ini 

alamiah yang dimaksud ialah hak untuk hidup, hak kemerdekaan dan hak 

memiliki. Semua manusia memiliki hak dasar yang sarna untuk 

memperg~nakan hak-hak tersebut bagi kepentingan masing-masing. Locke 

beranggapan, setiap orang akan menyerahkan hak-hak alamiahnya kepada 

masyarakat. -dan bahkan kepada negara-, tetapi tidak semua. Dan' sinilah, 

35 Ibid, hlm. 151 



kontrak sos~al antara manusia satu dengan manusia lain berlangsung guna 

membentuk aturan ke masyarakat bersania, yang selanjutnya disebut /ex 

natt~mlrs. Bagi Locke, keteraturan masyarakat akan kontrak sosial atas 

dasar harapan akan adanya jaminan milik masing-masing manusia ih~lah 

setiap orang mernbentuk masyarakat politik, yaihl sistem sosial 

kemasyarakatan. 

Apabila orang mengindahkan secara timbal balik undang-undang 

alamiah ini, maka tercapailah suatu keadaan alam yang sama sekali tidak 

men~pakan keadaan perang yang tenls menenls. seperti yang dibayangkan 

Hobbes. Akan tetapi bag  Locke, perang akan timbul, baik dalarn keadaan 

alarniah maupun dalam negara. Bilarnana orang dengan kekerasan 

membayahakan hidup, kemerdekaan atau hak mi'iimya ma~ in~- rnas ing .~~  

DI zaman modem, konsepsi Locke tentang hak-hak alarniah 

manusia dalam kontrak sosial masyarakat ini menjadi gagasan awal prinsip 

HAM (Hak-hak Asasi Manusia) bagi setiap warga negara" Dari konsep 

hak alamiah manusia dalam masyarakat ini, Locke mengernhangkannya ke 

dalarn konsepsi negara. Menurut Locke, keberadaan negara diperlukan 

karena kelemahan dan kejahatan dari banyak orang. Negara diciptakan 

karena suatu "perjanjian negara", antara rakyat dengan penguasa. Locke 

berargumentasi, hahwa pada mulanya manusia alamiah itu tidak 

mempunyai milik, tetapi kemudian ia telah memperoleh sebagai hasil dari 

tenaga dan cucur keringat yang telah dikeluarkannya untuk memperoleh 

36 I,oc(li't . ,  Mrn. 151-152 
" Arief Budiman, Teori Negara: Negara. k-ehasaan dan Ideologi, Gramedia, Ctli. 

Ketiga, Jakarta, 2002, hlm. 34 



sesuatu. ~ a l a m  keadaan alami manusia telah bisa mempunyai hak milik 

berdasarkan tenaga yang dikeluarkan, tetapi nikmat atas milik iht tidak 

terjamin karena hak tersebut mudah dilanggar oleh orang lain. Locke 

berangkat dari pendapat Hobbes tentang manusia alamiah, sehingga 

manusia serigala bagi manusia lain. Sayangnya Locke tidak lnenerangkan 

teori nilai urnum berdasarkan atas tenaga, secara jelas mengapa sesuahl 

benda, -masi h dalam keadaan alamiah-, sudah mempimy ai nilai milik 

walaupun belum diketuarkan tenaga untuk memperolehnya. Di lain pihak, 

Locke telah melihat dalam masalah milik ini menjadi unsur-itnsitr penting 

yarlg memberikan petlgan~h pada sikap seseorang dalam berpolitik. Ti~juan 

didirikannya negara ialah untuk melindungi hak milik, hak hidi~p serta 

kebebasan, baik terhadap bahaya dari dalam maupun dari luar. Kata 

Locke: 

. . . hjuan pokok dan utama rnanusia untuk baatu membentuk 
negara dan menempatkan diri mereka di bawah sat11 pemerintahan, 
adalah tntuk melindungi milik mereka.38 

Karena setiap anggota masyarakat memberikan hak-hak alarniah 

kepada negara, tetapi tidak semuanya Dengan demikian, Locke secara 

tegas menolak konsepsi negara Monarchi-Ah.~olutisme yang digagas 

Hobbes. Argumentasi ini pula membuat Locke mendpaat mtuka Charles 

11, karena dianggap sebagai pembangkang dan pengkhianat dari 

pemerintahan Monarchi-Absolutisme. Sejak itu, Locke mengasingkan diri 



ke negeri ~ e l a n d a  dan di sana terus menerus hidup berpindah-pindah, 

karena takut akan diserahkan kepada pemerintah negerinya, Inggris. 

Lebih Jauh, Locke mengllas model kekuasaan negara yang ideal. 

Dalam dua naskah bukunya yang terkenal 7 w o  7i-c>.~1isr.v on Civil 

Governmenr (dua karang tentang pemerintahan sipil), tahum 1689 dan 

1690. Kekuasaan negara oleh I-ocke digambarkan dengan adanya 

pembagian kekuasaan, meliputi; kekuasaan eksekutif, legislatif dan 

federatif Locke menganggap dengan adanya pembagian kekuasaan 

negara, maka negara tidak akan ~nengarnbil hak-hak alarniah setiap 

manusia (warganegara) secara mntlak. Tetapi kekuawan negara lebih 

diartikan sebagai perlindungan dan jaminan atas pengakuan keberadaan 

hak-hak tersebut. 

Berbeda halnya dengan Hobbes, kekuasaan majelis (Iegislat~j), 

bagi Locke, terdiri dari wakil-wakil rakyat dan memiliki kekuasaan 

mernbuat pen~ndang-undangan sekalips (majelis) h~nduk pada 

perundang-undangan yang dibuatnya sendiri. Karena kekuasaan 

perundang-undangan adalah kekuasaan tertinggi ddam negara yang 

merupakan pemyataan kehendak umum. Sedangkan prinsip pembatasan 

keh~asaan majelis meliputi : bahwa ia (majelis) tidak boleh bertindak 

sewenang-wenang terhadap hidup dan nasib setiap orang yang bersekutu 

(warganegara), llarus berindak adil dan untuk kepentingan mum, tidak 

boieh menyita milik orang tanpa persetujuan atau izin orang tersebut, 



termaksud masalah pajak, dan tidak boleh menyerahkan hak legislatif yang 

diperoleh dari masyarakat kepada pihak lain.39 

Bagi Locke, kekuasaan eksekutif terpisah dari legislatif. 

Kedudukan kekuasaan eksekutif ini bergantung pada badan legislatif, 

sebab kekuasaan badan eksekutif diambil (semacarn mandataris) dari 

badan legislatif tetapi kekuasaan badan legslatif tunduk pada kektasaan 

rakyat sebagai pemegang kekuasaan (kedaiilatan) temngg. 

Konsekuensinya bila badan legislatif berganti, maka badan eksekutif 

berganti pula. Disamping itu, menurut Locke kekuasaan eksekutif 

rne~nili ki hak preograti f. hak yang tidak berdasarkan pada suatu undang- 

undang, malah kadang-kadang hak ini berlawanan dengan undang-undang. 

Akan tetapi, Locke menegaskan, (asalkan) hak tersebut tidak berlawanan 

dengan kepentingan masyarakat atau kebaikan mum. 

Uraian Locke tentang kekuasaan federatif Menurutnya, kekuasaan 

federatif berwenang unhk menyatakan perang dan damai, membuat 

perjanjian dan persekutuan, serta apa pun yang diperlukan dalam 

hubungan dengan pihak-pihak luar negeri. Konsep kekuasaan federatif 

tidak secara mutlak dikerntikakan oleh Locke, yang jelas kekuasaan ini 

juga tnndiik kepada kekuasaan legislatif. Sayangnya, Locke tidak begih~ 

tegas dan jelas mernisahkan keberadaan kekuasaan eksekutif dan federatif. 

Keberadaan kedua kekuasaan ini hampir bersatu, "kurang mungkin untuk 



dipisahkan dan untuk diserahkan pada tangan orang-orang yang berbeda 

pada waktu yang sama", jelas ~ o c k e . ~ '  

Konsepsi pembagian kekuasaan negara Locke, menjadi salah sat11 

bagian lahir kembalinya konsepsi negara demokrasi. setelah lama 

peradaban (negara) demoh~asi klasik di Yunani kuno lenyap. Dalan studi 

ketatanegaraan modern, konsepsi negara demokrasi 1,ocke menlpakan 

cikal bakal lahimya sistem pemerintahan parlementer. Lepas dari itu, 

pemikiran Locke tentang kekuasaan negara terkait erat dengan 

perkembangan sosial masyardtat y a ~ g  sedalg berubah. Hal ill1 ditandai 

dengan adanya pergeseran serta penlhahan politik ketatanegaraan yang 

didasarkan atas pembagian kekuatan-kekuatan sosial yang saling 

mengirnbangi, Antara kekuasaan legislatif dan eksekutif, digambarkan 

dengan dua kekuasaan sosial utana terbagi secara seimbang, antara : 

bojuasi (atau kekuatan ekonomis kelas menengah), dan raja (kekuatan 

ekonomi utama kelas feodal). Pada prakteknya, kekuatan raja masih sangat 

besar, karena itu sistem ketatanegaraan ini dikenal juga dengan istilah 

monarki konsrirtl.viona1 atau monarki parlemen1er.4' Konsepsi negara 

demokrasi (terbatas) Locke diilhami oleh peristiwa revolusi sosial yang 

terjadi pada tahun 1683, di Inggris. 

Di kemudian hari, konsep pembagian kekuasaan John Locke 

dikembangkan oleh Montesqieu dalam ajaran 'rrias Polirica. Montesqieu 

(1689-1753, narna aslinya Charles Secondat, Baron de Labrede et de 

Jbid. hlm 122 
41 Arif Budiman, op.cir, hlm. 35 



~ o n t e s q i e ; ~  lahir dari keluarga bangsawan yang berada di kota Bordeaux, 

negara Perancis. Montesqieu adalah sarjana hukum dan men~pakan salah 

seorang pemikir negara dan hukirm dari Perancis. Karyanya yang terkenal 

/le l '/~.spn/ c/u.s I>or.v (Semangat Hukum) 1748. yang ditulisnya setelah 

mengadakan pqalanan keliling Eropa, terutana lnggris dimala ia 

menetap selarna dua t a h ~ n . ~ *  

Seperti halnya konsepsi pembagian kekuasaan Locke, Montesqieu 

beranggapan penting pula membagi dan membatasi kekuasaan negara. 

Agar kenlerdekaan bagi hak dasar rakyat (setiap warga ~negara) dapat 

dijamin keberadaannya. Ikmikian ~ ~ n g k a p  Montesqieu : 

Apabila kekuasaan legslatif dan eksekutif disatukan dalam tangan 
orang yang sama atau dalarn watu dewan, kebebasan pun tidak ada 
lagi; oleh sebab kekhawatiran akan bahwa kepala negara atau senat 
akan mernbuat hukum tirani, dan menjalankannya dengan cara 
tirani pula.J' 

Dalam kekuasaan legislati flah, rakyat dapat menyal urkan 

kekuasaannya. Montesqieu menekankan perlunya prosedur atlaan hukurn 

yang rnenetapkan tata cara untuk melaksanakan hak pilih bagi 

keanggotaan legislatif. Pandangan Montesqieu ini m e n m i n k a n  sebagai 

nilai firndamental dalam demokrasi. Hak pilih rakyat tentulah hams 

bersifat m u m ;  dan ini mesti dilihat sebagai h u h m  yang filndarnental 

dalam demokrasi. Hak pilih rakyat tentulah hams bersifat umum; dan ini 

mesti dilihat sebagai hukum yang fundamental dari dernokrzsi, tegas 

Montesqieu. Sayangnya tentang hak pilih rakyat, Montesqieu terkesan 

" Deliar Noer, opcir. hlrn. 135 
43 Henry J. Schmandt, op.cif. hlm. 374 



dislaimindi. "Kelas rendah hendaknya diarahkan oleh mereka yang 

berada pada tingkatan lebih tingg, dan dibatasi sewajarnya oleh 

kesungguhan hati pribadi utama7', tegas ~ o n t e s ~ i e u . ~  Di satu sisi ia 

menjelaskan persarnaan hak-hak setiap warga negara atas hak dipilih 

d a l m  perwakilan legislatif, dan pada lain ha1 Montesqieti memandang 

perlu untuk membenkan pengakuan lebih (hak eksklusif) bagi golongan 

bangsawan dengan menempatkan perwakilan tersendiri bagi mereka. 

Pendapatnya ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial Montesqieu yang 

memang merupakan seorang anak yang berasal dari kelriarga bangsawan 

yang berada." 

Terlepas dari semrla ito, Montesqieri menyempumakan konsepsi 

Locke dengan gagasan kekuasaan yudikatif. Montesqieu bxmgkat dari 

pandangan : 

. . . tidak ada kebebasan blla kekuasaan yudikatif tidak terpisah dari 
legislatif dm eksekutif Bila kekuasaan yl~dikatif disatukm dengan 
legislatif, hidrrp dan kebebasan warga berada da lm kontrol sesuka 
kekuasaan itu, sebab hakim adalah pembrrat hr~kum (legislator) itti 
sendiri. Bila disattikan dengan kekuasaan eksekutif, hakim 
mungkm bertindak dengan kekerasan dan tekanan. Maka semuanya 
akan hancur, apabila orang atau badan yang sarna, apakah ia terdiri 
dari orang-orang bangsawan atau rakyat biasa melaksanakan ketiga 
kekua-saan itu, yaitu membuat hukum melaksanakannya dan 
r n ~ m ~ a d i l i . ~ ~  

Kekuasaan yudikatif men~pakan filngsi penyeimbang yang 

menjalani otor-itas hukurn. sehingga, tidaklah penting apakah 

keseimbangan ini dicapai dengan cara-cara struktural atau organisasional. 

SJ Deliar Noer, op.cit, hlm. 142 
45 Deliar Noer, ihid, him. 135- 136 
-16 Deliar Noer, ibid, hlm. !47 



Bagi Montesqieu pemisahan konstitusional kekuasaan merupakan metode 

terbaik menghindari penyimpangan otoritas." Argumentasi ini pula 

akhirnya rnengantarkan pandangan pernikiran Montesqieu tentang konsep 

negara Republik. Kata Montesqieu : 

Konsep negara republik ini dihubungkannya erat dengan 
demokrasi, rakyat berpegang pada kebajikan, dan baginya adalah 
kej~jiiran, patriotisme, dan kecintaan terhadap persamaan. 
Persmaan ini sangat penting, karena kelanj~ltannya adalah 
perasaan sama bahagia, sama mempunyai harapan yang sama. 
Persarnaan akan membatasi keinginan perorangan, kebahagiaan itu 
sendiri ." 

Konsep negara demolcrasi yang dikonstruksi Montesqieu dalan 

ajaran trias polirica sangat herpengan~h dalam sistem politik modern 

sekarang, ten~tama di Amerika Serikat. Tetapi, pemisahan (mutlak dari) 

ketiga kekuasaan ini mernang tidak pernah dijalankan secara mumi. Selalu 

terjadi saling tindak antara ketiganya. Misalnya, tugas hakim tidak hanya 

menjalankan hukum dan ~mdang-imdang, tetapi dalam kenyataannya para 

hakim juga menciptakan hukum. Atau pemerintah yang seringkali 

membuat undang-undang melalui berbagai macarn peraturan yang 

Umumnya, di kalangan ahli ht~kum tata negara, ajaran !rias polirica 

sangat akrab dikenal dalam praktek ketatanegaraan yang menganut sistem 

pemerintahan presidensil. Namun di dalam kesimpulan atas praktek politik 

ketatanegaraan suatu negara atau per-ode rezim berkuasa, terkadang trias 

polirica Montesqieu cenderung mengarah pada sistem parlementer dan 

" Hanry J. Schmandt, opcit, hlm. 376 
a Deliar Noer, op.cir. hlm. 138 
49 Arief Budiman, opcir, hlrn. 36 



disebut sebagai Quasi Parlrnenter. Begitu juga sebaliknya jika (lihat 

kembali konsepsi kekuasaan negara Locke) cenden~ng rnengarah ke 

presidensil disebut sebagai Quu.~i-Pre.viim.vil. 

3. .I..l. Rousseau; Negara sebagai Kehendak Umum 

Jean Jacques Rousseau ( 1 7 1 2- 1 778) yang dikerlal sebagai bapak 

gerakan romatltik yang mulai muncul di Eropa pada urnulnnya dalarn abad 

ke-18. Salah seorang pemikir negara dan hukum berkebangsaan Swis. 

Lahir di Jenewa berasal dari seor-ang tukang arloji. Ia adalah seorang yang 

gugup, tak memiliki paldinan hati, telah banyak berkelana setelah 

rnenerirna pendidikan yang tidak teratar, bun~k dari tanpa rnendapatkan 

sekolah yang cukup."' 

Dalarn bukunya Lhr contrnr socinl ozr principles dtr droit po1itic;tre 

(tentang kontrak sosial atau prinsip-prinsip hukum politik), 1762. Konsep 

negara menunlt Rousseau memiliki kesamaan titik pangkal dengan konsep 

FIobbes dan Locke, keadaan alarniah manusia mengawali keberadaan 

terbentuknya suatu negara Akan tetapi, bag Rousseau manusia yang 

tinggal dalam keadaan alamiah itu tidak baik, tidak buruk, tidak egois dan 

tidak altruis. Ia (manusia) hidup dengan poios dan rnencintai din secara 

spontan. Ia bebas dari segala wewenang orang lain dan karena it11 secara 

hakiki sama kedudukannya, inilah suatu kebebasan asli yang dimiliki 

manusia. 

J.J .  Von Schm~d, opcif, him. 171 



~ u a k  ketika manusia yang memilib kebebasan asli itu membentuk 

suatu hidup bersama-sama orang lain yang juga memiliki kebebasan yang 

sama. Hal ini teqadi melalui slam kontrak, oleh Rousseau disebut cnntmt 

vocrnl. Kemungkinan besar melalui kontrak semacam itu orang akan 

kehilangan kebebasannya, tetapi menurut Rousseau itu tidak akan terjadi. 

Kebebasan asli dapat dipertahankan, jikalau kontrak tersebut memenlrhi 

satu sprat, bahwa semua orang masing-rnasing bersama segala harta 

bendanya menyerahkan diri kepada masyarakat. Bila ha1 ini terjadi maka 

sesudah diadakan kontrak sernua orang akan bebas lag. sebab apa yang 

telah diserahkan orang kepada ~nasyarakat akan kembali kepada mereka 

untuk digunakan demi perkembangan mereka rnasing-masing. 

Bagi Rousseau, manusia alarniah melalui kontrak sosial ia masi~k 

masyarakat sipil. Dalam situasi aslinya manusia sebenamya belum 

memiliki hak-hak yang sungguh-sungguh. Meniuut Rousseau, huhrm 

alam baru ada pada setiap orang-orang yang telah memasuki bentuk sittlasi 

masyarakat sipil. melalui kontrak sosial manusia menerima pengesahan 

dari hak-haknya sebagai manusia, baik secara moral mairpim secara 

yuridis." 

Konsepsi asal mttasal masyarakat sipil Rousseau berbeda dengan 

Hobbes, Rousseau menganologikan masyarakat sipil ke dalarn sistem 

keluarga dimana kecintaan di bapak kepada sang anak yang merupakan 

upah bagi pemeliharaannya Sedangkan dalam konteks negara, ha1 ini 



adalah kegkmaran untuk memerintah rakyat, terhadap siapa raja tak berasa 

cintai.'* Bag Rousseau, kontrak sosial yang membanglutkan masyarakat 

sipil berasd dari kehendak semua orang yang ingin mewujudkan cita-cita 

individualnya. Tetapi sesudah timbulnya masyarakat baru cita-cita urnum, 

yang bc~asal dari suatu kehendak bam, yaitu kehendak umum (vok)nre 

Each of u.s p.1t.s his pervon and all his power in common under Ole 
strpreme direction qf the general will; and in cr hoc3, we receive 
each member as an invisible part qf a whole.53 (setiap kita 
lnenetnpatkan orangnya dm sernita kekuasaannya berdasarlian 
pada kepemimpinan tertinggi dari kehendak umum; dan dalarn 
suatu badan kita rnenerima setiap anggota sebagai SUahl bagian 
yang tak terpisahlian dari keselt~n~hannya). 

tiepercayaan kepada kehendak umum itillah yang menjadi basis 

bagi konsepsi negara Rousseau. Bagi Rousseau, undang-undang haruslah 

merupakan ungkapan kehendak mum. Mengenai sumber kekuasaan 

undang-undang Rousseau memililii kesarnaan pandangan dengan 

Montesqieu. Akan tetapi secara jelas Roi~sseau rnenolak konsepsi 

pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Pandangan negara Rousseau 

terdapat pertentangan. Di satu pihak, kebebasan tiap-tiap pribadi 

ditonjolkan, di lain pihak kelcliasaan negara di tekan. Yang terakhir, 

disebabkan oleh negaralah kehendak umum (polonte generale) terwtljud. 

Akan tetapi, atas nama kehendak mum, hak-hak pribadi dikorbankan. 

Berbeda dengan Locke dan Montesqieu, Rousseau menganggap 

tidak perlu kekua-saan perwakilan (legislatif), karena kehendak sebagai 

5Z J.J. Von Schrnid, up.cit, hlm. 173 
'3 Martin Comoy, The State and Poiirical Theory, Princeton University Press. N e ~ v  

Jersey, 1984, hlm. 21 



kedaulatan 'rakyat tidak dapat diwakili dan dibagi-bagi. Rakyat sendiri 

hams berkumpill dan menyatakan kehendaknya melalui perundangan yang 

diputuskanny a. Bagi Roi~sseau pemerintahan sebagai penyelenggara 

negara hanya sekedar panitia yang bertugas melaksanakan keputusan 

rakyat sehari-hari. Dengan demikian, Rousseau mengkonstruksi sistem 

demokrasi d alam kehidupan negara. Rous.seau membay angkan seb~tah 

sistem dimana negara besar terbagi menjadi banyak negara kecil yang 

berdaulat yang disatukan demi persatuan bersarna dalarn jenis federasi. 

Negara federasi ini dilapisi dengan keberadaan ahlran, di~nana kursi 

pernerintahan digilirkan secara periodik pada wilayah negara secwa 

bergantian.% Sehingga melalui produk hukum sebagai replasi kebijakan 

pemerintahan sehari-hari adalah deklarasi dari kehendak umurn dirnana 

rakyat hams ikut serta secara sends-sendiri. 

Rousseau tampak lebih sadar dengan kelernahan konsep kontrak 

sosial. Agar kehendak umum tetap t q a g a  dan tidak temodai oleh 

kepentingan-kepentingan pnbadi dan kelompok, Rousseau mengajukan 

pendidikan sebagai terapi bagi masyarakat. Seiain itu, rasionalitas 

hndamental serta kehendak baik dari manusia adalah dasar intuk 

mencapai keseimbangan dan kepentingan sosial mengatasi kepentingan 

individu. Jika manusia sadar akan hal ini mereka akan mernilih untuk 

bebas dan menjamin tak bakal ada kelebihan kemakrnuran pada suatu 

SJ Henr)-- J .  Xchmandt, op.cif, him. 402 



kelompok 'serta kemiskinan pada kelompok yang lain. Jika tidak, tirani 

akan memegang kekuasaan, tegas ~ o u s s e a u . ~ ~  

B. Konsepsi Masyarakat dan Negara Demokratis dalam Pandangan 

Marxisme 

Keberhasilan pemikir-pemikir kontrak sosial dalam menjelaskan 

keberadaan manusia dan masyarakat. Pada akhirnya melahirkan gagasan untuk 

rnembagi kekuasaan negara secara konstitusional. Gejala ini melanda Eropa 

khususnya lnggris dan Prancis. Sernentara itu, konsepsi pembagian kekuasaarl 

negara juga lehih ceriden~ng didorong adanya keinginaii merespon penlhahan 

sosial masyarakat yang ditandai lahirnya berbagai gejolak sosial bersifat 

ekonomis. Memasilki abad ke-20, liberalisasi tatanan ekonomi yang 

menyangkut ha1 kepemilikan dan distribusi ekonomi melahirkan majinalisasi 

sebagian golongan masyarakat dalam negara 

Tersebarnya luasnya paham sosialisme dibanyak belah Eropa, 

menyebabkan pergeseran d o h n  atas keberadaan kekuasaan negara pun 

berubah. lnilah perkembangan format negara termodifikasi dengan gagaqan 

negara kesejahteraan (welfire state). Dengan deinikian gagasan demokrasi 

menjadi diperluas memasuki demokratisasi di wilayah kehidupan sosial 

ekonomi ma~yarakat .~~ Kritik tatanan sosial politik di dalam struktur 

kehidupan negara, pasca revolusi industri, ternyata memunculkan kesenjangan 

masyaritkat. Hingga akhirnyq kritik yang dilakukan secara radikal datang dari 

55 Martin Comoy. op.cir, hlm. 23 
5 % i r i ~  Budiarjo, op.cit, hlm. 59 



kaum marxisi& yang dalarn bagian h i  diskripsi gagasan-gagasan dari Karl 

Marx (1 81 8-1 883, V.I. Lenin (1 870-1 924), dan Antonio Gramsci. Mereka 

mengajukan suatu konsepsi masyarakat sosialis sebagai solusi persoalan 

kenegaraan. Pemikirari akan masyarakat dan negara sosialis adalah bentuk 

sistem politik semi deniokratis di satu sisi, dan demokratisasi dalarn wdayah 

sosial ekonomi sebagai sisi lain dari perkembangan konsepsi negara 

demokrasi. 

1. Karl  M a n ;  Masyara kat tan pa Keias 

KNI Marx (181 8-1883) lahir di kota Trier, perbatasan harat 

Jennan. krasal dari keluarga rahib Yahudi terkemuka, ayahr~ya berprofesi 

sebagai pengacara --pegawai negeri (notaris). .~endidikan tinggi Man< 

d~mulai dengan studi ilmu huktun di kota Trier, gelar Doktor didapatnya 

dari Universitas Jena atas disertai tentmg filsafat "On the diflerence 

between the natz~ral p h o p  of Democritz~s and Fpin~n~s", ketertarikan 

Marx kepada pemikiran-pedran filsafat materialisme ~ t n a n i . "  

M m  dikenal sebagai peletak dasar ajaran sosialisme ilmiah 

(scient~fic sociaIi.~m), yang berbasis sistem filsafat moterioIisme-hi.viori.~ 

dan materiali.~me-dialekrika den gan berpusat pada kajian ilrmah atas 

keberadaan hukum-hukum perkembangan di dalarn masyarakat. Paham 

inilah yang membedakan studi sosialismeS8 sebelurnnya. Selain itu 

kerangka pemikiran Karl Marx, dilepas begitu saja dari narna-nama filsuf 

57 Frans Magnis-Suseno. Pemikiran K d  Man; Dari Sosialisme Utopis ke Per.sc?livihan 
Revisionisme, Gramedia Pustaka, Ctk. Kelima, 201 ,  Jakarta, hlm. 46-47 

58 Para Pemikir Sosialis scperti: Asint-Simon, Robert Owen, Prondhon, d m  lain-lainn).& 
telah gagid menje lash  tatanan sosial rnasyaraliat Eropa yang timpang d m  ygal dalam 
membangun (elisperimentasi) masyardat sosialisme, periksa Frans Magnis-Suseno. ibrd hlm. 14- 
44 



terkenal, . ~ e o r ~ e  Wilhelrn Fredrich Hegel (1 770-1 83 1 ) dan Ludwig 

Feurbech (1 804-1 872). 

berbeda halrlya dengan pandangan para pemilor kontrak sosial 

(Thomas Hobbes. J. I .ocke dan J.J. Rosseau), bahwasanya pernbenttlkan 

suatu masyarakat -ataupun pada tingkatan negara- lahir karena adanya 

kontrak-kontrak sosial diantara manusia alamiah. Manun~t Man, cara 

manusia memenuh kebutuhannya menjadi pondasi masyarakat. Manusia 

pertarna-tama hams mempilnyai makanan, minuman, pakaian dan tempat 

tinggal sebelum rnereka terlibat dalarn masalah-masalah; politik, ilmu, seni 

dan agama. Pemhent~~kan sarana unhlk memenl~hi kehutuhan pokok sangat 

mendesak, olah karenanya. menjadi pondasi yang diatasnya; institi~si 

sosial (masyarakat dan negara) dan ide-ide dibangun.j9 

Dalam konsepsi Muterialisme Historis, M m  menguraikan 

pandangannya tentang masyarakat. Menimt Marx, hubungan sosial antar 

orang (interaksi hub~lngan sosial) tergantung dari hubungan sosial 

ekonomis. Berangkat dari penelitian Marx atas penyebab ketirnpangan 

sosial yang memusat pada struktur sosial dalam sejarah masyarakat Eropa. 

Ketimpangan sosial dalam kehidupan sosial ekonomi yang meliputi 

ketidakadilan penguasaan alat produksi dan distribusi kekayaan, sehingga 

membuat Marx (berani) mengkntik secara keras keberadaan struktur sosial 

negara, pasca revolusi industri. Dengan konsepsi materialisme historis 

digunakan Marx itntuk merekonstruksi konsepsi masyarakat, mulai dari 

59 Henry J. Schmandt, op cir, hlm. 51 6 



(masyarakat) komune primitif hingga masyarakat kapitalisme.60 Marx 

mendisknpsikan fase sejarah masyarakat dalam fase sejarah 

perkembangan sistem ekonomi politik. Bagi Marx, sejarah manusia dalam 

pembenh~kan negara mctnperlihatkan empat tingkatan hubungan produksi; 

hubungan produksi berdasarkan perhambaan, feodalisme, kapitalisme dan 

akhirnya htrbtmgan produksi sosialisme. Dalam tingkatan-tingkatan 

produksi ini, kelas pemilik menindas kelas yang tidak berpunya.6' 

Marx memperdalam pandangannya tentang sistem masyarakat dan 

negara di bawah kapitalisme, dengan menggunakan metode filsafat 

rna~erialisme dralektika.'" Mcnurut Marx, di dalam sistcrn masyarakat 

kapitalisrne, terjadi pertentangan antara kelas proletu dengan kelas 

Borjuasi.. Sehingga negara 63, menurut Marx, bukaniah lembaga di atas 

masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih, melain kan 

merupakan alat dalam tangan kelas-kelas atas guna rnengarnankan 

kepentingan ekonomi mereka. Negara hanya berfi~ngsi menjustifikasi 

60 Miriam Budiaqo. op.cit. hlrn. 81-82 
61 Deliar Noer, op.cir, hlm. 20 1 . 

62 Sistem filsafat Hegel. yakni metode tesis, antitesis dan sintesis. Digunakan Hegcl 
sebagai penjelasan abslral; yang hmya dalam lam pikran manusia berfungsi sebagai penjelasan 
atas halrekat keberadaan roh yang menggerakkan sejarah peradaban mmusia Yang disempumakan 
Marx menjadi metode yang mengkaji sesuatu yang ada dalam alam kenyataan, lihat Miriam 
Budiardjo, op.cit, hlm. 78 dan juga Deliar Noer, ;bidd hlm. 199-200. 

63 Kritik M a n  atas konsep negara Hegel, dalam salah satu karya yang berjudul Cririyue 
of Hegel's Philosophy of Right. Hegel berpandangan bahwa negara addah pemvjudan ide yang 
tertinggi. realitas tertinggi ahu suatu penvujudan ide yang universal. Penvujudan ide tertinggi 
tersebut berlangsung dalam sejarah yang merupalran rangkaian dialelitilia Proses sejarah alran 
berujung ketika dijelmdannya ide tertingy dan universal itu ke dalarn kenyataan yaitu 
terbentulrnya sebuah masyardat yang ideal. sebagai tujuan akhir negara Sama hdnya dengan 
pandangan Rousseau, bagi Hegel bentuli negara mempdan penjelmaan ide yang tinggi dan 
universal berdasarkan liehendak umum (general will). Keinginan negara adalah lieinginan mum 
untuli liebailian semua orang. Karena itulah negara hams dipatuhi. Konsep negara Hegel ini pada 
Ahirnya dijadikan basis pembenaran untuk mendudukkan negara dalarn posisi yang kuat dan 
menganggap berkedudukan netral terhadap seluruh lielas sosial yang ada dalam masyardat, lihat 
Anef Budiman, op.cir, hlm., 3-4 



kaurn kapjtalis dalam mempertahankan keberlangsungan praktek 

penindasan serta eksploitasi terhadap kaum proletariat. Menurut Marx, hak 

dan keadilan dalarn negara ini adalah sekedar ucapan penghias bibir dan 

pihak yang berkuasa." 

bsarnping itu Marx juga mengkritik keras keberadaan lembaga 

agama (gereja). Dimana konsep (negara) teokrasi sebagai duet kekuasaan 

negara dan agama, ternyata menambah n~mitnya permasalahan sosial- 

politik Eropa kala itu. Dukungan otoritas agama menjadikan kabur 

pennasalahan ma~dasar di dalam masyarakat Eropa. Sebaiknya rrlenunlt 

Man "hnitik surga henbenlhah menjadi kritik dunia, kritik agama menjadi 

kritik hukum, kntik teologi rnenjadi kntik politik".6j 

Akhirnya, Marx sampai pada kesimpulan bahwasanya sejarah 

manusia adalah sejarah pertentangan antara 2 (dua) kelas utamab6 : kelas 

budak dengan pemilik budak dalam masyarakat perbudakan; kelas 

penggarap tanah dengan tuan tanah dalarn sistem masyarakat feodal; dan 

kelas buruh (proletar) dengan majlkan (bo juasi) dalarn masyarakat 

kapital is. Dan' penyimpul an Marx ini, sejarah ~nanusia (masyarakat) 

mengarah ke bentuk masyarakat komunis dan sekaligus akhir dari sejarah 

tunat manusja, dimana tidak ada lagi kelas sosial dalam masyarakat. 

Akibat terjadinya proletarisasi masyarakat secara massif dalarn 

struktur sosial masyarakat kapitalis. Marx bersama sahabatnya (Engels) 

6" Deliar Noer, op.cir, hlm. 202, dan utuk gmbaran yang s m a  lihat Hemy J. Schn~andt, 
op.c~t, hlm. 527 

65 Frans Magnis-Suseno, op.ci/. hlm. 73 
66 Miriam Budiardjo, op.cir, hlm. 82 



menganjurkan pada kawn proletar unhk melakukan perebutan kekuasaan 

negara, dengan jalan revolusi. Sebab, dari revolusi inilah peralihan 

kekuasaan pemerintahan borjuasi kepada pemerintahan diktator-proletar 

menghasilkan konsepsi negara soisalis. Bentuk pemerintahan diktaktor 

prolefur semata-mata menjadi alat kekuasaan kaum proletar untuk 

menghilangkan kelas bo juis. Bagi Marx dan Engels, keberadaan negara 

han~s  memperluas kekuasaannya pada semua bidang kehidupan manusia 

dengan tujuan membebaskan manusia dari prasangka keagamaan, moral, 

budaya masa larnpau dan terutama pernusatan alat-alat produksi serta 

pengahlran dismbtlsi hasil prodi~ksi ekonomi seca& merata (kepada 

rakyat) oleh negara. Bag  Marx d& Engel, negara -setelah revolusi 

proletar- berfuogsi sebagai (pemilik satu-satunya) pengaturan penggunaan 

alat-alat produksi dan pendistribusian hasil-hasil produksi ekonomi 

berjalan secara demokratis didasarkan atas prinsip ". . . dari setiap orang 

mentm~t kemarnpuannya, untuk setiap orang menurut kebuh~hannya". 

Dari sini, Marx membayangkan konsep demokrasi pekerja selarna 

periode transisi dimana sistem pemerintahan diktator dijalankan oleh kawn 

proletariat. Dalam (famlet) manrfesto-komunis, Marx dan Engels 

menyatakan bahwa langkah awal dalam revolusi kelas bunlh adalah 

membawa proletariat pada posisi kekuasaan dan pembentukan demokrasi 

-terutama dalarn persoalan membangun hubungan sosial produksi 

ekonomi masyarakat sosialis-komunis. Konsepsi demokrasi yang terlihat 

masih abstrak ini didapatkan Marx sendin, diilhami dengan praktek 



pembentukb demokrasi yang lahir dari revolusi Paris Comrnzrne 1870, 

karena para pemimpinnya dipilih dengan suara demokratis dan 

bertangbmng jawab kepada sernua 

2. Vladimir llyich 1,enin; Pemerintahnn Diktaktor-Proletar 

Salah m r a n g  penenls M a n  yang berhasil mempraktekan ajaran 

Karl Marx adalah Lenin (1 870- 1883), narna lengkapnya Vladimir Ilyivch 

Ulyanov, lahir di Simbirsk. Rusia sebagai anak ketiga dari lima bersaudara 

keluarga Ulyanov. Ayahnya. Ilya Nikolaevich Ulyanov adalah seorang 

pegawai negeri yang hekeqa sehagai pengawas sekolah liberal Simhirsk. 

Tahun 1886, kakak tertua laki-lah Lenin, Alexander Ulyanov (akrab 

dipanggil Sasha), ditangkap dan dijatuhi hukuman mati atas keterlibatan 

dalam rencana panbunuhan Tsar. Sejak peristiwa Sasha, kehidupan Lenin 

bersama dengan saudara-saudaranya beserta ibun ya mengalami ketakutan 

atas pengawasan dari pemerintahan Tsar. Tahun 1887, Lenin masuk 

Fakultas Hukum di Universitas Kazan. Sejak dibangku kuliah, Lenin aktif 

terlibat dalan setiap demonstrasi. Aktivitas politik Lenin muda, membuat 

ia dikeluarkan dari sekolah dan hidip dalam pengasingan di desa 

Kokusj kino, ~ a z a n . ~ '  Di Samara, Lenin melanjutkan dan mempersiapkan 

untuk menyelesaikan studinya. Tahun 1891, ia lulus ujian Sarjana Hukum 

dengan nilai gemilang di Universitas St. Petersburg dan di tahun yang 

sarna, Lenin berhasil menerjernahkan Manifesto Partai Komunis ke dalarn 

" Hendry I. Schmandt, op. cir, hlm. 528 
Edy Haqadi, Lenin: Pikiron 77nclakan Jan iJcapon. Komunitas Studi Untuk 

Perubahan, Ctk. Perlama, 2000, Jaliarta, hlrn. 29-3 1 



bahasa ~ u s i a .  Setelah lulus, ia p in  melanjutkan aktivitas politik 

mengorganisir kelompok-kelompok Marxis dn daerah Samaria dan 

bergabumg dengan kelompok-kelompok M m i s  Petersburg yang telah 

maju terlebih dahulu kesadaran politiknya 

Kontri busi gagasan (orisinal ) Lcnin bagi perkembangan konsep 

masyarakat dan negara demokratis, yakni ide partai pelopor dan 

pemerintahan d~krafor prolefar dalam prinsip sentralisme demokra.si. 

Tertuang secara lengkap dalam salah satu karya buku terkenalnya State 

und Kmolufion, ymg ia tulis menjelmg revolusi Oktober 19 17. Lenin 

mengem hangkan doktnn Man dan Engels tentang kekuasaan (negara ). 

konsepsi pemerintahan "diktator proletariat" dengan memulai rekonstn~ksi 

kekuasaan negara di dalam sistem kapitalisme. Lebih jauh, Lenin 

mengungkapkan, katanya : 

The state is the prodztcr and the manlfesfarion of the 
irreconcilability of clms an fog on ism.^. The .tinre  arise.^ when, 
where and to rhe extent that c/a.v.v antagoni.~ms objectiveij cannof 
he recortcikccl." (Negara adalah hasil dan pemujudan dari tidak 
terdamaikannya pertentangan kelas. Negara itu muncul ketika, 
dimana dan pada tingkatan itu secara objektif pertentangan kelas 
tak dapat didamaikan). 

Men i n ~ t  Idenin, kekuasaan negara dalam tangan borjuasi tam pi1 

sebagai lembaga yang ben~paya untuk meredam setiap aksi-aksi 

perlawanan dari kelas proletariat dan negara hanyalah befingsi menjaga 

dan menjamin setiap kepentingan (kepemilikan modal) kaum borjuasi. 

Lebih jauh ingkap Lenin dalarn hllisannya : 

69 V.I. Lenin. The Slate and Revolution, 2" Edition. Foreign Languages Publishing 
House, Moscow, 1918, hlm. 12 



I f  the state is the product of the irreconcilability of class 
antagonism, rf it is a power standing above society und 
'increasingly alienating it selffrom i f  : then ... than liberation ofthe 
oppre.v.ved c1a.v.v is impo.v.sihle not only without a violent revolzltion, 
brrl ul.so withorrt the destnrcrion of the crppnraru.s of state power 
which hers created by nrling class crrtd which i v  /he embodiment of' 
this trlirn~tion.'~ (Jika negara adalah hasil dari tak terdamaikannya 
pertentangan klas, jika ia adalah siratu kekuasaan yang berdiri di 
atas darl 'secara meningkat nlengasingkan dirinya dari 
masyarakat7, maka.. . pembebasan kelas tertindas adalah mutlak 
jika ia tanpa sebuah revolusi kekera.san, atau tanpa penghancuran 
aparatus kekuasaan negara yang telah diciptakan kelas penglasa 
dan yang telah mewujudkan alienasi itu). 

Menurut Lenin, kaum proletar haruslah merebut kekuasaan negara 

dari tangan bo quasi. dengan jalan revolusi. Revolusi sebagai langkah 

perehdan kek~~asaan negara dari tangan horjuasi, dan ha1 ini dilakukan di 

bawah kepemimpinan suattr partai. Singkamya, Lenin mengkonsepkan 

partai yang terdiri dari satuan kader-kader yang berpikiran dan bertindak 

maju dari kelas buruh. Untuk keperluan revolusi proletar, pada tahapan 

perebutan kekuasaan negara, Lenin menganjurkan pentingnya perselclituan 

revolusioner diantara kelas bunrh dan kaum tani sebagai kekratan pokok 

untuk menggulingkan pemetintahan Tsar. Untidc menyatukan dua 

kekuatan pokok tersebut dan menyelesaikan revolusi selanjutnya, Lenin 

mengkonsepsikan keberadaan peran dan firngsi suatu partai proletar dan 

terkolaborasi dalam pernerintahan diktator proletar (pasca revohlsi politik), 

sebagai media untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tetap di bawah 

kendali kelas proletar. Di tahun pertarna pasca revolusi 1917, Lenin 

merekonstruksi ulang peran dan fungsi kekuasaan negara, kekuatan 



bersenjata, birokrasi, dan terutama ~ u m a ~ '  Sistern politik ketatanegaraan 

R~isia rnengaut sistern partai hinggal dalarn negara. 

Pada fase ini, menunit Lenin -dengan rneilgr~tip pandangan Marx 

tentang perjuangan kelas- dalam masalah (percbutan kekuasaan) negara 

dan revoltai sosialis, rnengarah pada pengakuan atas kekuasaan diktator 

proletar. sebuah kekuasaan yang tidak dibagikan kepada siapapun, dan 

langsung bersandar pada kekriatan massa bersenjata. Proletariat 

memerlukan kekuasaan negara untuk lnenindas perlawanan kelas 

penghisap yang rnasih tersisa. Selain itu, berfi~ngsi sebagai kepemimpinan 

ma.- rakyat yailg has-kaum tani, hoj~rasi kecil. kalim semi proletar- 

dalam pekerjaan menormalkan ekonomi sosia~is.~'. Dari sinilah masa awal 

mulanya konstruksi demokrasi Lenin. 

Konsepsi demokrasi Lenin yang lahir sebelurn revolusi Oktober, 

menyangkut 2 (dua) ha1 pokok; Pertama, gagasan dernokrtatis dalam si kap 

dan tindakan partai. Hal ini dilarldaskan prinsip sentral~sme demokrasi. 

Kecfztn, sebagai wadah kepemimpinan fiont perjuangan demokratik 

nasional (di Rusia) bag, barisan revolusioner kelas bunlh dan kaum tani 

dalam rnerebrit dan mengg~ilingkan keh~asaan dari tangan kelas bo quasi. 

Dernokrasi pada tahap ini, menunit Lenin, bersifat dernokrasi untuk 

mayoritas rakyat dan penindasan dengan kekerasan terhadap kelas 

penghisap dan penindasan, dengan jalan menyingkirkan rnereka dari 

" Duma adalah sebuah lembaga penvalrilan -raln;at Rusia- yang dibentuk dari hai l  
revolusi bojuasi 1%)5, sewaklu masa pemerintahan Krensk? naik berkuasa menggantikan 
pemerintahan Tasr. 

" Edy Haryadi, op.ci~,  hlm. 124 



demokrasi.' Menurut Lenin dernokrasi ini sudah merupakan perbaikan 

terhadap demokrasi bo juasi -sebenamya tidak rnempunyai hak 

demokratis- yang menunit Lenin menrpakan demokrasi untuk minoritas 

terhadap mayoritas.'? 

Konsepsi de~nokrasi dalarn sistem pemerintal~an diktaktor proletar 

pada tahun-tahan pertarna pa.sca revolusi 191 7- dikenal sebutan demokrasi 

rakyat. Konsepsi demolirasi rakyat memiliki 2 ciri-ciri7': pertarna, suatu 

wadah front persatuan (ztnitedjrmt) yang merupakan landasan kerja sama 

dari partai kornunis dengan golongan lainnya dalam masyarakat, dimana 

partai kornunis herperan dan berfungsi sebagai penguasa; dan kdua, 

penggunaan beberapa lembaga pemerintahan dari negara yang lama. 

Sedangkan konsepsi Lenin tentang demokrasi sosial-ekonomi, 

mengacu pada fungsi dan peran pemerintahan Drkfakfor Prolefar. Seperti 

halnya Marx dan Engel, bagi Lenin negara -setelah revolusi proletar- 

berfbngsi sebagai (penguasa satu-satunya yang sah) pengaturan75 atas 

penggunaan alat-alat produksi dan pendistribusian hasil-hasil prodiksi 

ekonomi yang berjalan secara demokratis didasarkan atas prinsip ". . . dari 

setiap orang menunit kernampuannya, unh~k setiap orang rnenurut 

kebutthannya". Secara berangsiu-angwir keberadaan insittisi kekuasaan 

" Miriam Budardjo. op.cir, hlm. 86 
74 Miriam Budiardjo, ibid, hlrn. 90, dan untuli uraian yang sama lihat Hew J .  Schrnandt, 

op.cir, hlm. 550-55 1 
75 Salah satu Cungsi dan peranan UUD yang dilahwkan oleh kekuasaan rezim 

pemerintahan dilitaktor-dihd-tor -pasta perebutan liekuasaan- sebagai landasan hukum bagi 
pengaturan penggunaan dat-alat proddsi. Seperti hanya yang diliatakan Andrei Y. Vydhidlry 
ddarn bukunya The Law qj' Sovier Srure. Uraian ringkas tentang peran dan fungsi konstitusi yang 
berlaku di berbagai negara-negara di bawah keliuasaan reiirn komunis. lihat Ni'matul Huda Teori 
clan Hukum Konstirusi, dalam Diktat pelendcap bahan kuliah mahasiswa S-I, Fakuhas Hukum 
Universitas Islam Indonesia Yogakarta, 1997, hlrn. 20-2 1 



negara melayu dm lenyap digantikan oleh kekuasm ko~nunal 

m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~  

3. Antonio Gramsci; Kekuasaan Hegemoni Negara 

Antonio Gramsci ( 189 1 - 1937) dilahirkan di ko~a  kecil Ales pula11 

Sardinia. Rerasal dari keluarga kelas bawah, ayahnya hekeja sebagai 

panitera di Ghilarza. Sejak kecil, ia menderita cacat hrlang belakang dan 

beranjak dewasa tubuhnya bungkuk sehingga membuatnya sulit untuk 

berjdan tegak. Panikiran awalnya banyak dipenganlhi oleh filsof idialis 

Reneddetto Croce akan tetapi di ketn~idian hari, Grarnsci rnengkritis 

filsafat Corce. Selanjutnya, pandangan-pandangannya banyak dipenganlhi 

oleh Palmiro Togliatti -sosok pemuda beraliran Komunis- yang ia kenal 

sejak awal masuk kuliah di Universitas Kota Turin, Itdia. Grarnsci adalah 

salah seorang pernikir tentang negara asal ltalia berhaluan neo-mamis. 

Karya-karyanya tentang negara dan masyarakat banyak tertuang dalam 

essai-essai berbenh~k surat-surat yang tersuslrn dalam Qzrademi atau 

Prison Noreboob yang ia tulis selarna dalam penjara, di masa 

pemerintahan fasis ltalis ~ u s s o t i n i . ~  

Gramsci berkeyakinan bahwa kehidupan masyarakat ditentukan 

oleh situasi sosial-ekonomi. Tetapi situasi sosial-ekonomi masyarakat 

76 Pembahasan yang lenghap mengenai ha1 ini lihat Henry J. Schmandf ibid, hlm. 529- 
530 dm 555 

Mansow Fakih. "Grmci  di Irulonesia", dalam Roger Simon (Pengantar). Gagasan- 
Gagasan Politik Gramsci, INSlST & Pustaka Pelajar, Ctk. Pertama, Yogyalrarta, 1Y!, hlm. is-siii 



(akan) sena'ntiasa dipengaruhi oleh unsur-unsur keb~da~aan.~ '  Hal inilah 

yang diuraikan Gramsci tentang bagaimana hubungan dialektis antara 

situasi sosial-ekonomi dengan kebudayaan yang selalt~ mengalami 

pergeseran dan perkembangannya dalam setiap periode sejarah masyarakat 

(dan negara). 

Gramsci mendifinisikan negara dengan dua pokok batasan. 

Yertama, negara diartikan dalam pengertian terbatas. Dimana negara 

sebagai sumber kekuasaan yang dilakukan sebagian golongan masyarakat 

politik yang memiliki hubungan korelasi kekuasaan satu dengan yang 

lainnya. Dalarn prespektif hukum ketatanegaraan, tmnpak dalam pola 

hubungan antar kelembagaan-kelembagaan negara sattl dengan lainnya. 

Oleh Gramsci, gambaran tersebut disebut sebagai realitas masyarakat 

politik; dan Kedua, negara diartikan dengan diperluas. Bagi Gramscj, 

selain keberadaan masyarakat politik terdapat pula kelompok masyarakat 

sipil. Gramsci mengartikannya sebagai perki~mptilan atail organjsasi 

swasta (private) semisal; kelompok profesional,. agamawan, kelompok 

sosial non politik lainnya Konsepsi masyarakat sipil ini sendiri tidaklah 

terlalu tegas -diartikan apakah- berhubungan secara langsung terhadap 

sumber-sumber kekuasaan negara. Akan tetapi, keberadaan masyarakat ini 

mampu mempengaruhi arah sifat dan watak dari kekuasaan negara yang 

tampak dalam setiap kebijakan-kebijakan panerintahan sehari-hari. 



Dari' kedua katub kelompok masyarakat inilah, penjel asan Gramsci 

atas relasi kekuasaan negara melahirkan konsepsi hegemoni negara. 

Konsepsi hegemoni negara Gramsci ini dikenal bekeja dalarn pola 

hubungan antara masyarakat sipil dengan masyarakat politik. Ciugkapnya 

mengenai unsur-unsur negara 

I/  should he remark /ha/ /he general nation of /he state inclzides 
elements which need /o he r~fkrred hack /n the nalion of civil 
sociery (in the .ven.ve that one migl~/ . v q  /hat .%tare -- political 
sociery . civil sociery, in o/her  word^ hegemony protected by the 
armotrr of' ~orrcion.'~ (haruslah dicatat bahwa . pandan gan umum 
tentang negara mencakup unsur-urlsur yang harus dirujuk ulang 
pada pandangan tentang masyarakat sipil (dalarn pengertian iili 
orang akan mengatakan bahwa negara = masyarakat politik + 
mayarakat sipil, atau dalam kata lain, hegemoni yailg dilindilngi 
oleh kekerasan bersenjata). 

Pendefinisian negara tersebut, membawa Grarnsci pada kesimpulan 

ten tang pertarungan hegemoni dalam arena sosial masyarakat si pi I. Dari 

sinilah beberapa gagasan Grarnsci tentang konsepsi demokrasi, lebih 

mungkin terjadi di dalam hubungan sosiai masyarakat sipii. Ragi Gramsci 

kekuasaan hegemoni men~pakan kekuasaan dari satu kelompok 

masyarakat yang diterima atau dianggap sah oieh kelompok-keiornpok 

masyarakat lainnya.80 

Lebih jauh, pandangan demokrasi Gramsci terdapat dalam 

gagasannya tentang nasional kerakyatan. Gramsci mencontohkannya 

dalam kepemimpinan gerakan pekeqa di tengah gerakan-gerakan sosial 

lainnya. Jikalau kelas bunlh ingin meraih kemenangan hegemonik, mereka 

79 Antonio Gramsci, Selection From The Prison Notehookr, dalam Quintin Hoare dan 
Nowell Smith (ed), lntemasional Publisher, New York, 1976, hlm. 262-263 

Arief Budiman, op.cit, hlm. 72-73 



perlu terus membangun jaringan aliansi dengan guakan-gerakan sosial 

lain; dan proses pembangunan aliansi ini merupakan bagian terpenting dari 

apa yang disebut Grarnsci sebagai perang posisi. Dalam pendekatan 

hukum ketatanegaraan, arti pemg posisi Gramsci adalah arena 

pertanlngan dan persaingan oleh kekuatan-kekuatan sosial-politik pada 

tingkatan infiastruktur politik n ~ ~ a r a . ~ '  Selanjutnya, dalam aliansi 

menganut prinsip-prinsip kemerdekaan yang dimiliki oleh masing-masing 

gerakan dan prinsip partisipatif dimana masing-masing bisa rnemberikan 

sumbang tersendiri dalam proses menuju masy~akat sosialis baru.'? 

Dan pandangan Gramsci ini, melahirkan perkembangan teori 

Marxsian dalam mm~judkan masyarakat sosialisme, tidak han~s melalui 

jalur revolusi. Sehingga, umumnya interprestasi atas pemikiran Grarnsci, 

berpandangan bahwa sosialisrne dapat diwujudkan melalui jalur-jalur 

demokratis. Argumentasi yang dibangun adalah berdasarkan kemenangan 

pemerintahan Alvador Alende, Chili, dalam kompetisi Pernilu. 

C. Konsepsi Teo-Demokrasi Sayid Abul A'la At Maududi 

Adalah Al Ma~idudi ( 1 903/ 132 1 H- 1 974), narna lengkapnya Sayid 

Abul A'la A1 ~ a u d u d i . ' ~  Salah seorang ularna dan pemikir kenegaraan 

Muslim yang cukup berpengaruh atas kebanglutan peradaban Islam modem di 

- - 

'' Untuk contoh gambaran mum mengenai kekuatan-kekuatan sosial politik dalam 
tineJat insfrastuhtur dan suprastdtur politili negara lihat Dahlan Thaib, op.cir, hlm. 36-37 

82 Roger Simon, op.cit, hlm. 60 
83 Biograi Maududi ini dirangkurn penulis dari Achmad Imam Ghorali. Konsepsi 

Kedaulatan Dalam Pemerintahan Islam : Stud Pemilaran & w i d  Abul A 'la A1 Maududi. F H  UII, 
Skripsi S1, Yo~aliarta, 1998, hlm. 37-47 



abad-abad 19-ah. Maududi yang berasal dari keluarga Muslim India di kota 

Delhi, daerah Dakka. Ayah Maududi memiliki hubungan khusus dengan 

Bahadzur Syah Zaha, penguasa terakhir dinasti Mughol. Sedangkan ibu 

Maududi, seorang abdi dalam pemerintahan Nizan Hyderabad. 

Sejak kecil, mendapatkan pendidikan dari ayahnya dalam kultur syarif 

dan ditopang dengan sistem pendidikan klasik. Pendidikan tinggi Maududi di 

Dar Ul-ulum, Universitas terkemuka di India. Namun, ia tidak dapat 

menyelesaikan studinya dan hanya bertahan selama 6 bulan, karena mahalnya 

biaya pendidikan. Di tahwl 19 18, Maududi rajin menulis artikel-artikel dalainl 

surat kabar Islam terkemuka yang berbaha5a Urdu. Dua tahun kernudian, ia 

diangkat menjadi editor Taj terbitan Jabalpore. Tahun 192 1 hingga 1928. ia 

mernimpin 2 (dua) surat kabar yang diterbitkan oleh .Jam'iyat Ulama Hind 

Muslim dan Al 'Jam 'iyat. Di akhir karir jurnalistik, mente jemahkan sejurnlah 

buku-buku berasal dari bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Dan' kegiatan ini, 

Maududi terdorong untt~k menyusum secara teoritis bangunan intelekh~alnya 

secara sistematis. Karya terkenalnya Al-jihad Fil Islam (perang suci dalam 

Islam) merupakan sketsa kasar gagasan Maududi tentang persoalan 

kemasyarakatan dan kenegaraan. Secara khusus konsepsi negara dan 

masyarakat (Islam) Mai~dudi tertuang dalam banyak karya terkenalnya The 

Islamic law and  onst st it zit ion (sistern politik Islam). Tahun 1938, Maududi 

aktif membangun komunitas muslim Dar Al-Islam di Punjab. Di tahun 

berikutnya, 1 94 1 ,  Maududi mendirikan .lama 'at Islam, sebuah organisasi yang 



menyertai gerakan perjuangan Maududi sebagai upaya tm~sformasi sosial 

masyarakat yang ia cita-citakan. 

Bagi Mai~dudi, selun~h isi dan kegiatan alam semesta tunduk pada 

pengaturan yang maha kuasa, demikian pula kegiatan kehidupan bemegwa. 

Tak ada semua itu di luar k e h e n d a k - ~ ~ a . ~  Sehingga, menurut hifaududi. 

konstn~ksi sistem sosial-politik dalmn Islam dilandasi pada 3 (tiga) prinsip 

umum, yakni : Talihid (mengesakan Tuhan), Ki .~a lah  Kern.~rtlan, dan Khilafbh. 

Konsepsi negara Islam ~ a u d u d i ~ ~  menekankan moralitas, bagi 

Maududi, tidak hanya sekedar bertuj uan un ti& ~neilgad~ninistrasikai 

kehidupan sosial politik semata-mata, juga tidak dimaksttdkan untttk 

melaksanakan keingnan bersama dari sekelompok orang-orang yang 

diistimewakan. Pemaknaan negara Maududi lebih ditekankan pada keberadaan 

kekuasaan negara yang berasal dari tuntutan Nash. Lebih jauh Maududi 

menguraikan tujuan kekuasaan dalam negara Islam, ialah : 

. . . untuk menegakkan, mempertahankan dan mengembangkan 
kebenaran-kebenaran dimana pencipta alam sernesta ini berkeinginan 
agar kehidupan manusia dhiasi dan kejahatan-kejahatan dimana dalam 
kehidupan manusia selalu ada dan dibenci oleh Allah, hams dicegah 
dan diba~mi.'~ 

Sedangkan konsepsi kedaulatan, Maududi bertitik tolak dari 

pengkntisannya atas konsep kedaulatan negara hirkum modem. Kedaulatan 

Saqid Abul A'la A1 Maududi, Menuju Pengerfinn lslnm, Tej .  Amiruddin Djamil. 
Mij.an, Bandung, 1984, hlm. 12- 13 

'' Pandangan negara (Islam) Maududi ini dilatari pemaharnan dan reflehinya, pada (1) 
Nash-nash atau penyelaman pada m a h a  ajaran Islam itu sendiri; (2) Tradisi politik masa silam, 
terutarna semasa format mearaka t  (negara) Madinah; (3) benturan-benturan pernikiran yang 
tejadi di kalangan para pemikir muslim tentang negarx d m  (4) Praktek politik modem yang sarat 
terwamai oleh arus dominasi pernikiran barat. lihat Achmad imam Ghozali. op.cir. hlm. I 6 1 - 1 62 

86 Sayid Abul A'la A1 Maududi Dnsnr-Dasnr Islam, Tej .  Achsin Muhammad, Pustaka 
Bandung. 1984, hlm. 48 



negara hukum modern ditafsirkan sebagai ; kedaulatan yang memiliki hak yang 

tidak dapat diganggu gugat untuk memaksakan perintah-perintahnya kepada 

r a l ~ ~ a t . * ~  Sehingga, hukum (hanya) terlahir melalui kehendak kedaulatan serta 

menempatkan semua rakyat negara di bawah kewajiban untuk menaatinya. 

Tetapi bukanlah hukum yang mengikat kedaulatan itu sendiri, negara adalah 

otoritas mutlak, lanjut Maududi. Dalam Al-Qur'an menekankan kebenaran 

mendasarkan kedai~latan milik Allah dan hanya milik Allah saja, tegas 

Maududi. Lebih jauh dernikian uraian Maududi : 

Konsep kedaulatan berdasarkan Al-Qur'an cukup sederhana, Tuhatn 
adalah pencipta dam semesta. Dia adalah pemelihara dan penbwasa 
sejati. KehendakNya-lah yang dominan di kosmos dan sekelilinbmya. 
Karena semua makhluk adalah milik-Nya dan perintah-Nya juga hams 
ditegakkan dan ditaati dalam masyarakat manusia. Dalarn kedaulatan 
sejati dan kehendak-Nya hams berkedudukan sebagai undang- 
~ n d a . . ~ . ~ ~  

Secara konseptusional bangunan kedaulatan dalam pernerintahan Islam 

diwujudkan oleh suatu keputusan yang dibuat secara sadar oleh komunitas 

muslim yang merdeka. Sementara ihl, kedudukan khilafah dan otonominya 

diletakkan di bawah pengawasan Tuhan yang terpedoman secara operasional 

pada ketentuan Syari'at. Maiurut Maududi, ha1 ini ditegaskan dalarn QS Al- 

Maaidah 5 : 44, 45 dan 47, orang-orang (penguasa) yang memuhlskan segala 

sesuatunya tidak menunlt apa yang dih~h~rkan Allah, maka mereka i h ~  adalah 

kafir (ayat 44), a!zalim (ayat 45) dan fasik (ayat 47). Ketiga ayat inilah sebagai 

parameter beriman atau tidaknya penguasa.8%aududi menambahkan, hal ini 

Sayid Abd A'la Al Maududi, Sistem Politik ;.dam, Mizan, Ctk. Keernpat, Bandung 
1995, hlm. 236 

88 Ibid, hlm. 189 
89 Achmad Imam Ghozali, Op.cir, hlm. 1741 75 



pula sebagai pkmbenar atas keberadaan kedaulatan Tuhan secara ~ i e  jzlre. 

Ekspresi kedaulatan Tuhan secara nyata di bumi terwujud dalam konsep 

khilqfah yang terkandung dalam Al-Qur'an. Konsep tersebut mernakrokan 

adanya pendelegasian wewenang dan sifat wewenang tersebut tidak melekat. 

Dengan merujuk pada sebuah had it^,^ kekuasaan yang ada di dunia ini 

men~pakan refleksi dari kedaulatan Tuhan, lanjut Maududi. 

Sehingga konsepsi kedaulatan Tuhan dan kekhilafan manusia, 

menimbulkan implikasi bahwa manusia hams mengikuti hukum yang telah 

ditun~nkan Tuhan (Sytlri bf ) dalarn proses kehidupan bernegara. Semen t ara 

itu, peran serta rahyat (manusia) tergamhar dalam penjela5annya tentang 

doktnn kekhilafah demokratik. Di dalam Islam kebebam manusia dibatasi 

oleh apa yang dinamakan dengan hudzrd (wewenang membatasi) Allah. Suatu 

batas yang telah ditetapkan Al-Qur'an. Ke-hudud-an Allah ini mencakup 

dalam berbagai segi kehidupan sosial, termasuk kedaulatan rakyat yang 

diajarkan Islam sebagai kedaulatan yang terbatas. Keterbatasan ini lahir dari 

nonna-nonna atau nilai-nilai (syari'at) yang hams dipatuhi. Dari sinilah 

kemudian Maududi melengkapi pemaknaannya terhadap Teo-demokrasi. 

Bertolak pada kekuasaan ht~ciud Allah, hagi Maududi manusia agar dapat 

dilatih untuk menjalankan kehidupan yang serba seirnbang dan tidak berleblh- 

lebihan. Tulis Maududi : 

Pembatasan-pembatasan itu dirnaksudkan untuk ~nemberikan tata 
rangka yang has, sehingga manusia bebas untuk mernbuat peraturan- 
peraturan, menentukan sendiri urusan-urusannya dan menyusun hukurn 

90 Hadits tersebut; Sutanlraja adalah bayangan Allah. Sultan dalarn bahasa ab diartikan 
wewenang dan kekuasaan". Bulian dalam istilah harfiahnya; orang atau pemegang kekuasaan. lihat 
Achrnad Imam Ghozali, ibid, hlm. 175 



serta peiaturan-peraturan tambahan untuk dirinya sendiri. Pembatasan- 
pembatasan itu tidak boleh dilampaui dan bilamana dilakukannya juga 
seluruh rangka kehidupannya akan memenuhi kegagalan.9' 

Berkaitan dengan konsepsi khilafah, Maududi mengrraikannya dengan 

merujuk pada S. An-Nur ayat 55, dalarn Al-Qur'an memunculkan 2 (dua) hal 

Fundamental; pertama, bahwa Islam mengenal istilah khilafah atau wali dan 

bukanlah kelcl~a-saan tertinggi dalam negam sehingga setiap orang yang 

memegang kekuasaan dan menjalankan pernerintahan hams sesuai dengan 

hukum Allah tidak boleh tidak haruslah merupakan wakil dari Allah dan tidak 

diperkenankan untuk menjalankan sesuatu kekuasaan, kecuali yang lelall 

diserahkan kepadanya; dan kedua, bahwa kekrasaan unh~k rnernerintah dunia 

dijanjikan kepada seltmrh umat Islam. 

Konsepsi Teo-demokrasi ~ a u d u d i ~ '  memiliki 3 (tiga) pijakan; 

teokrasi, demokrasi ilahi dan khilafah demokratik. Bahwa secara jelas teo- 

demokrasi memiliki falsafah dan organisasi yang berbeda dengan konsepsi 

demokrasi barat sekuler. Secara falsafah, kekuasaan manusia (rakyat) versus 

kekuasaan Tuhan dalam arena kekuasaan negara Islam menyusun bangun 

negaranya atas landasan kedaulatan Allah dan wakil Allah (khilafah) di atas 

bumi. Narna yang lebih tepat untuk pemerintahan Islam ialah "kerajaan Allah" 

(kingdom of God), teocracy, hemat Maududi. 

Dapatlah disirnpukan, bahwa semua urnat manusia adalah surnber 

daya untuk jabatan khilafah, kepala negara (pernerintahan). Khilafah yang 

dikarunia Allah kepada umat manusia adalah wakil rakyat dan bukanlah 

91 Sayid Abul A'la A1 Maududi, Teori Politik Islam, tej .  Adnan Syamri, Median 
DAw& Jaliartq 1985, hlm. 54-59 

'' Achmad Imam Ghozali, op.cit, hlrn. 179 



merupakan suah golongan yang terbatas. Lebih jauh konsepsi kekuasaan 

khilafah Maududi, adalah : 

. . . diberikan kepada sekelompok orang atau selun~h masyarakat yang 
bersedia melaksanakan syarat-syarat kekhilafan. yaiti~ setelah 
menyetujui prinsip-prinsip tauhid dan risalah kerasulan Muhammad 
SAW. Masyarakat secara keseluruhan memikul tanggung jawab 
tentang kekllilafahan dan setiap orang dari masyarakat tersebut ikut 
serta mengambil bagan dalam kekhilafahan Allah. lnilah titik tolak 
dimana demoh~asi dalam Islam dimulaiY3 

Adapiln konsepsi teokrasi Islam ialah teokrasi dibangun tidaklah 

dikuasai oleh sekelompok keagamaan manapun kecuali seluruh masyarakat 

Islam dari segala kelompok. Seltuuh penduduk rnuslim menyelenggarakan 

pemerintahan sejalan dengan kitabullah dan praktek Rasulullah. Dengan 

demikian Maududi menyebutnya dengan demokrasi illahi. Kedaulatan yang 

terbatas di bawah pengawasan dan penguasaan Tuhan. Pemerintahan dalam 

sistem ini dibentuk oleh kemauan bersama kaum musliln yang mempumyai 

hak, termaksud hak untuk me~necatn~a.~" 

Model pemerintahan Islam pada kekhilafahan rakyat (khilafah 

demokratdc) merupakan wewenang yang telah diberikan kepada masyarakat 

d m  negaranya. Wewenang itu dapat diperluas dalam batas-batas yang 

diperkenankan oleh Tuhan sendiri. Sehingga pemerintahan sernacam ini hanya 

dapat dibenfi~k atas perkenaan selun~h masyarakat muslim atau sebagian besar 

mereka dan akan tetap berkuasa sepanjang pemerintahan tersebut masih 

memperoleh kepercayaan seluruh atau sebagian masyarakat muslim sendiri. 

93 Ibid, hlm. 183 
ar Ihid, hlrn. 180-1 81 



Secara singkaf konstruksi Teo-Demoktasi dalam negara Islam, menurut 

Maududi adalah : 

. . . diwujudkan oleh suahl kepuhlsan yang dibuat secara sadar dari suahl 
bangsa yang secara politis merdeka, untuk menyerahkan otonominya 
seraya meletakkan kedudukan khilafah di bawah pengawasan-Nya, dan 
bekerja sesuai dengan perintah-perintah dan petunjuk yang telah 
diberikan oleh kitab Allah dan Sunnah ~ a s u l - ~ ~ a . ~ '  

Ragi Maududi kehendak umum merniliki batasan, ha1 ini berdasarkan 

ketmian Syari'at Allah SWT dan Sunnah Rasul-Nya yang bersifat final dan 

permanen. Sehingga, Maududi berkeyakinan, hal tersebut dapat 

mengendalikan kehidupan masyarakat agar selalu berada pada haluan yang 

benar, kectlali kaum muslim pada suah~ bangsa memisahkan diri pada Syari'at 

D. Konsepsi Masyarakat dan Negara Demoht i s  di Indonesia 

Reformasi pada ranah tatanan politik ketatanegaraan Indonesia, akan 

menyangkut pula dengan agenda reformasi kekuasaan negara.97 Menurut 

rumusan kekuasaan dan Robert M. Mac Iver, 7'he power as ihe capacity io 

control ihe behavior of the either direct4 bv fiat or indirectly by munipuluiion 

of' available  mean.^.'^ (Dalam terjemahan bcbasnya : kekuasaan sebagai 

kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara 

langsung dengan memberi perintah maupun secara tidak langsung dengan 

95 Sayid Abul A'la Al Maududi, Ajaran-Ajaran AI Qur tenrang Ekonomi don Polirik, 
dalam Haidar Bagir Pew), Esai-Esai A1 Qur'an M i m .  bandung. 19845, hlm. 92 

% Achmad Imam Ghozali, op.cir, hlm 185-1 86 
97 Di dalam pengertianqa yang sangat luas, kekuasaan itu ada pada aspek kehidupan 

rnqarakat seperti orang ma terhadap an&-an*& ketua perkumpulan terhadap anggota- 
anggotanya, atasan dalarn sistem b i r o h i  terhadap balvahannya dalam lembaga eksekutif. 
legislatif. lembaga eksekutif d m  sebag-a Periksa Moh. Kusnadi dan Bintan R Saragih. Zlnlu 
Negara (edisi revisi), Gaya Media Pratarna, Ctk. Keempat, Jakarta 2000. hlm. 1 15 

98 R. M. Mac Iver, m e  Web ofGovernmen~, The Mac Millan Co, London, 1961, hlm, 87 



mempergunakai segala alat dan cara yang tersedia). Sehingga kalau diteliti 

secara rnendalam, rumusan kekuasaan dalam negara dari Mac Iver lebih 

menunjukkan teori piramida kek~asaan.'~ 

Pandangan yang senada juga datang dari Salman Luthan, ia 

mengemukakan bahwa kekuasaan adalah kemampi~an seseorang atau 

kelompok untuk rnernpengaruhi orang atau kelornpok lain agar nielakt~kan apa 

yang diingnkan orang atau kelompok pertama. Analisa pada bagan ini akan 

mernbatasi lingkup konsepsi kekuasaan (dalam) negara yaih~ berkaitan dengan 

otoritas negara sebagai suatu badan yang d i k  wewenang oleh masyarakat 

guna mengatur kehidupannya secara tertib dan damai.'"' Sccara berurutan 

kekuasaan .%perti ini lebih akrab dikenal sebagai kekuasaan politik. 

Lalu seperti apakah arah dan hjuan reformasi bag kekuasaan negara 

yang diinginkan? Pengalaman di dalam ketatanegaraan Orde Baru, praktek 

kekuasaan yang terpusat, tanpa ada tradisi kontrol atas kekuasaan negara - 

khususnya yang dilakukan eksekutif. Telah nyata hanya rnelahirkan kekuasaan 

negara yang bercorak diktaktor-otoritarian. Sungguh pun konh-ol ataq 

kebiasaan telah dirniliki, baik secara kelernbagaan dan institusional pada 

suprastruktur politik ketatanegaraan, selayaknya di dalam negara-negara 

dernokrasi-seperti : Konstitusi, MPR, DPR dan Pers. Tetapi karakteristik 

tatanan sistem politik ketatanegaraan bersifat otoritarian yang dibangun oleh 

rezim orde bani tidaklah memunglunkan bagi keberadaan lernbaga dan 

99 Penjelasan singka! dan jelas mengenai teori piramida kekuasaan di dalam struktur 
negara lihat Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Grarnedia Ctk. Keduabelas, 
Jakarta, 1989, hlrn. 36 

1w Salman Luthan, "Dialekrika Huhun Jan Kekunsaan", Artikel pada Jirrnol HCJKUM, 
edisi No. 14 Vol. 7-2000, him. 87, dan untuk pendapat yang sama persis rnengnai konsepsi 
liekuasaan lihat Miriam Budiardjo, op.cit, hlrn 35 



institusi pengontrol d m  pengawasan untuk terjadinya fimgsi dan peran 

kontrol, apalagi melakukan pengawasan terhadap kekuasaan negara tersebut. 

Kenyataan ini dibenarkan dalam analisa tentang hubungan hukum dan 

kekuasaan yang dikemukakan oIeh Hendardi. Menurutnya hukum sebagai alat 

penguasa berarti hukum yang mengabdi pada kepentingan penguasa. Penguasa 

sangat ditmtungkan oleh kondisi hukum yang ada, karena berbagai tindakan 

dan kebijakan pengtlasa dapat dibenarkan oleh hukum yang memang 

dici ptakan untuk kepentingan penguasa (Orde Baru). ''I 

Demokratisasi kekuasaan yang terjadi dalarn masa-masa reformasi 

ketatanegaraan Indonesia mendorong untuk teqadinya perkernbangan dan 

pen~bahan atas konsep kekuasaan negara. perkernbangan dan penlbahan 

konsep kekuasaan dalam era reformasi akan dianalisis (kembali) melalui sudut 

pendekatan suprastruktur dan infi-astruktur politik ketatanegaraan Indonesia. 

Pada bagian penulisan ini, penggunaan sudut pandang pada lingkup 

perkembangan subsistem politik huktun ketatanegaraan dalam implementasi 

gagasan pembatasan kekuasaan. Konkretnya, pergeseran seputar mekanisme 

peran dan hngsi lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara berdasarkan 

theoretische staatwissenschajt. '"' 
Diawali dengan kemunculan era transisi yang ditandai dengan 

bangkitnya kekuasaan gerakan massa aksi, khususnya aksi protes mahasiswa. 

Berdampak bagi lumpuhnya kekuasaan peran dan fimgsi DPR/MPR dalan 

lo' Hendardi, Hukurn ... ., op.cir, dan pembahasan yang lebih jauh tentang keliuasaan dan 
hulium lihat Moh. Mahhd MD, Mengefektijhn Kontrol Hukum ntm Kekua~'nnn", Mike1 pada 
Jurnal HIIKIIM, Edisi Nomor 14 Vol. 7-2000, Nm. 8 

' 02  Uraian mengenai konsep teori ini lihai Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, op.cir, 
hlm. 38 



rnelaksanakan persidangan pertanggunglawaban Presiden Soeharto, secara 

politis. Berdasarkan praktek tersebut, reformasi konsep kehrasaan MPR 

menjadi salah satti kebirtuhan. Di dalam masa-masa reformasi, MPR didorong 

untuk memulai peran aktif guna bejalannya proses pembangunan arah 

demokratisasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dua peristiwa 

ketatanegaraan yang sangat mempenganrhi hali tas b a g  perkembangan dan 

penibahan kekuasaan MPR, sepanjang kunm waktu 1998-2002 khususnya 

pasca Pemilu 1999; 1 )  penyelenggaraan SI (Sidang Istimewa) di pertengahan 

tahun 2002 dalam meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahmati 

Wahid beserta peraiihan kekuasaan kepada Megawah Soekamoputri; 2 )  

Kepeloporan secara terlembaga at as kewenangan menibah dan mengesahkan 

smap tahapan proses amandemen 1945. Ditinjau berdasarkan pasal 1 ayat (2) 

UUD 19451°3, Fugsi kekuasaan MPR mencakup ketentuan pada pasal 3, pasal 

6 ayat (2) dan pasal 37 UUD 1945, tentmg penetapan GBHN, memilih 

Presiden d m  Wakil Presiden, serta penibahan UUD 1945. 

Dt masa-masa reformasi, konsep kekuasaan MPR mengalami gagasan 

pengurangan fungsi dan peranannya dalarn konstelasi ketatanegaraan 

Indonesia di masa depan. Hal ini disebabkan, lahirnya gagasan pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dalam -tahapan proses- Pemiht. 

Ditarnbah lagi munculnya gagasan pembentuk komisi konstitusi yang bertugas 

melakukan penyusunan (setiap) draf rancangan pembahan (bagi) UUD 1945. 

Menurut pendapat Bagir Manan, MPR menjalankan sistem badan perwakilan 

'03 Mengacu pada UUD 1945 Naskah sebelum Amandernen 



dua kamar (bikameral) yang terdiri dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat dan 

 DUD''^ (Dewan Utusan Daerah). Leblh jauh Bagir Manan mengemukakan 4 

(empat) perrimbangan konsepsi sistem dua kamar bagi lembaga MPR, 

yaitu'05; Pertarna. mengacu ajaran Montesqieu, sistem dua kamar merupakan 

(implernentasi) mekanisme checks and balance antara kamar-kamar dalarn 

satu badan perwakilan; Kedua, penyederhanaan sistem badan perwakilan; 

Kerigrr, wakil daerah menjadi bagian penting dari pelaksanaan fi~ngsi 

parlemen (membentuk undang-undang, mengawasi pemerintahan, menetapkan 

APBN dan lain-lainnya); Keempar, sehingga sistem dua kamar &an lebih 

(ldipandang) prod~tktif. Perubahan sistern d l ~ a  kamar dalam lembaga MPR 

berdampak ben~bahnya filngsi kekuasaan MPR itu sendiri, yang hanya 

mencaicup kekuasaan berdasarkan pasal3 ayat (2) jo pasal 9 ayat (3) jo pasal 

7A dan pasal 37 UUD 1945, mengenai pemberhentian PresidenfWakil 

Presiden dan melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta berwenang 

secara institusional untuk melakukan perubahan UUD 1945.'~ Bsamping itu, 

reformasi pada mekanisme reknlitmen keanggotaan akan mempengaruhi sifat 

dari kekuasaan MPR, terjadi dalam kerangka demokratisasi yang lebih luas 

dengan menghilangkan mekanisme pengangkatan dan penunjukkan bagi 

sebagian keanggotaan MPR Sehingga kekuasaan lembaga tertinggi negara 

berlakulu7 dengan menganut sistem demokrasi perwakilan yang diterapkan 

secara murni. Artinya, seluruh keanggotaan MPR merupakan hasil pilihan 

IN btilah resrninya menurut konstitusi adalah DPD (Dewan Pemakilan Daerah) 
105 Bagir Manan, Menuju Sisrem Dua Kamnr, Republilia, 8 Juni 2000 
'06 Penjabaran secara lengkap mengenai kewenangan MPR sebagai fungsi legislatif lihat 

B a y  Manan, ihid 
lo' Lihat pasd 2 e a t  (1) UUD 1945 Amandemen ke 4 



rakyat secara lingsung dalam mekanisme Pemilu. Secara otomatis, reformasi 

kehla.saan pada konsepsi kelembagaan perwakrlan, juga terjadi bagi lembaga 

tinggi negara yang disebut DPRIDPRD. 

Jikalau konsep kekuasaan parlemen (DPEUDPRD) yang berdasarkan 

pasal 20 UUD 1945"'~, secara tegas dan jelas hanya menyangkut kekuasaan 

legalisasi atas rancangan ondang-undang dari Presiden. Maka,. berbagai 

dinamika sosial politik [ndonesia yang melatarbelakanginya di masa 

reforrnasi. Kekuasaan parlemen (DPR) mengalami perkembangan dan 

perubahan yang diperluas, secara jelas mernbedakan dengan peran dan hmgsi 

kek11a.saan M PR. Perluasan kekua.saan sebagai kerangka pem berdayaan 

lembaga DPR lebih menggambarkan arahan wah kecendenlngan praktek 

ketatanegaraan yang menganut sistem demokrasi parlernenter. Seperti hanya 

diuraikan Bagir Manan, DPR dan DUD baik secara sendiri-sendiri maupun 

bersamaan berhakio9; 1) Mengajukan rancangan undang-undang; 2) Meminta 

keterangan (hak interpelasi); 3) Melakukan penyelidikan (hak angket); 4) 

.Melakukan perubahan atas rancangan perundang-undangan; dan 5) 

Mengajukan pennyatam pendapat, dan lain-lain hal yang diatur dalarn undang 

undang. Akan tetapi ironisnya, dalam masa upaya melakukan penlbahan 

h~alitas kehiasaan DPR melahirkan slkap d m  perilaku tidak demokratis yang 

ditunjukkan dalam benh~k kekerasan fisik diantara anggota DPR, hal ini 

mempakan preseden demokrasi yang sangat memalukan."" Sementara ihl 

'08 Naskah Asli sebelurn Amandemen 
Io9 Bagir Manan, op.cij, dan pasal 20 ayat (I), pasal 20A dan pasal 21 UUD 1945 hasil 

Amandernen 
"' Berita Utama, Memairkan, Baku Hanjam di STMPH, Kornpas, 2 November 2001 



konsepsi kekuasaan parlemen (DPFUDPRD), berdasarkan UUD 1945 hasil 

amandemen, meliputi konsep kekuasaan pengontrol, terlihat dal am fkngsi 

kontrol DPR dan DPRD terhadap setiap garis kebijakan publik dari eksekutif 

melalui hak memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang."' 

Selain sifat kekrlasaan legislatif DPR atas perundang-rmdangan, pasal 20 ayat 

(1 ), konsep kekuasaan pengawasan yang dimiliki parlemen terhadap k i n q a  

eksekntif, baik di tingkat pusat matrptm di tingkat daerah. Konsep kekuasaan 

pengawasan sendiri, membagi struktur wewenang kelembagaan parlemen 

menjadi 2 (dua) bagan inlayah kewenangan, yakni; I'errramu, kekuasaarl 

pengawasan oleh DPR (Dewan Penvakilan Rakyat) terhadap k i n q a  

pemerintahan negara (pusat); dan K e h a ,  -kekuasaan pengawasan oleh DPD 

(Dewan Penvakilan Daerah) atas kinerja pemerintahan daerah, pasd 23 D ayat 

Perubahan struktur kekuasaan dalam konteks paham pembagian 

kekuasaan, jrlga te jadi pula pada penlbahan stnrktur kehiasaan eksekutif 

Jikdau di masa rezim Orde Baru kekuasaan eksekutif lebih dominan terhadap 

lembaga-lembaga tinggi negara yang lain dan terpusat hanya kepada Presiden. 

Konsep kelcllasaan eksekutif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara 

(seringkali) menyebabkan keberadaan kekuasaan pemerintahan daerah tidak 

"' Terdapat kerancuan Pasal 20 a p t  (5) yang memberikan hak legislasi kepada DPR 
terlalu dominan bagi suatu rancangan perundang-undangan yang berasal dari eksekutif Sehinaa 
sering melah i rh  konflik terselubung antara ehekutif dan legislatif Contoh kasus rancangan UU 
Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2002, perbedaan sikap politik sangat tarnpak. Satu sisi, eksekutif 
berubah sikap meniadi populis dengan menolak pengesahan berlakunya UUK atas d a a r  
pertimbangan perkembangan sosial-politik. Di sisi lain DPR secara konstitusional malahan 
bersikap konservatif dengan melegalisasi UUK. tanpa melihat perkembangan sosial-politik yang 
te jadi kala itu. 



memiliki otoritas kekuasaan di dal am sistern pemerintahan. Walaupun pasal 

18 UUD 1945 sebagai pijakan konsep kekuasaan yang mengahlr tentang 

pembagian kewenangm antara pusat d m  daerah. Dalarn era reformasi, upaya 

melakukan reformasi bag model pola hubungan kekuasaan pemerintahan 

yang sentralisasi menjadi model pola hubungan desentralisasi. Menun~t 

penjelam Jimly Asshiddiqie, desentralisasi dalam sistem negara kesah~an, 

pada pokoknya berkisar pada soal pernbagian yang adil dalam kewenangan 

antara pusat dan daerah.'12 Sehingga pola hubungan kekuasaan yang 

menganut asas desentralisasi yang lahir dan kemudian diatur dalaln UU NO. 

22 Tahun 1999 jo I l I l  NO 25 Tahun 1999. Perubahan pola hi~bu~iga~i  ini 

men~pakan upaya rnembangun demokratisasi pada tataran partisipatif yang 

dirnulai dari tingkat lokd. Dalam arti, partispatif lebih luas diberikan b a g  

daerah untuk terlibat dalam perencanaan d m  proses pelaksanaan 

pembangunan yang berkelanjutan. Jikalau terjadi perbedaan pendapat diantara 

pemenntahan negara (pusat) dengan pemerintah daerah seperti salah sahlnya 

mengenai rancangan produk hukum Perda (perahuan daerah) dengan 

peraturan perundang-undangan setingkat di atas Perda, maka perbedaan 

pendapat tersebut diselesaikan oleh Mahkarnah Agung. 

Penibahan dan pergeseran konsep kekuasaan, baik yang terjadi di 

dalam lembaga legislatif maupun sistem pemerintahan dapat ditinjau dengan 

menggunakan konsepsi pembagian kekuasaan. Konsep pembagan kekuasaan 

dengan pendekatan secara horizontal terjadi dalarn hubungan kekuasaan antara 

112 Jim)!, Asshiddiqie. Federalisme.. . . op. cit 



legislati f (DPR)' dengan pemerintahan negara dan DPD dengan pemerintahan 

daerah. Sedangkan konsep pembagan kekuasaan secara vertikal, di satu sisi 

terjadi pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan pusat dengan 

pemerintahan daerah dan disisi yang lain, pembagian kekuasaan di dalarn 

struktur kewenangan DPR dan DPRD. Berangkat dari pendekatan inilah, 

bahwa perkembangan dan pen~bahan konsepsi kekuasaan dalam lembaga- 

lembaga tingg negara akan tebih menojolkan peran dan fi~ngsi kekuasaan 

yang dimiliki oleh Lembaga eksekutif dan Legislatif. Agar kekuasaan diantara 

kedua lembaga negara tersebut tidak menimbulkan lahirnya sistem demokrasi 

parlmentenan mumi. Dan tentunya diantara kedua leinbaga tinggi tersebut 

tidak selalu akan menimbulkan kris~s konstitusional, sewaktll-wakhl. 

Reformasi kekuasaan-masih ddam kerangka demokratisasi- terjadi 

pula pada kelembagaan yudikatif, sebagai lembaga tinggi negara yang 

berperan penting ~mtuk terciptanya kepastian hukum dalam konsep 

ketatanegaraan Indonesia demokratis. Pengembangan atas pen~bahan konsep 

kekuasaan lembaga yudikatif (Mahkamah Agung) ddam era reformasi 

menyangkut keberadaan peran dan hngsi penegakan hukurn. Berangkat dari 

gagasan tentang pemberdayaan sistem hukum nasional melalui pelaksanaan 

lembaga peradilan yang mandiri dalarn lingkungan kelembagaan MA 

(Mahkamah Agung), ditandai dengan merevisi beberapa menteri dalam UU 

NO. 14 Tahun 1985 tentang MA. Reformasi dalam sttuktur kelembagaan 

yudikatif mengalami penlbahan yang berkaitan dengan rekruitmen para 

hakim, masalah administrasi dan organismi termasuk masdah finansial 



menjadi keweriangan intern lembaga yudikatif. Dengan demikian, menurut 

pendapat Dahlan Thaib, Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif yang 

mempunyai otonomi tersendiri. Dalam artian, kekuasaan yudikatif lepas dari 

kontrol eksekutif dan ~egislatif."~ Konsepsi kekuasaan dalarn konteks peran 

yrdikatif tenltarna sebagai penegakan hukum bagi tennljudnya konsep negara 

huhrm yang berda.sarkan TJI .ID 1 945. Diorientasikan sebagai perwujudan 

d a h  satrl instnlmen penegakan rtlle of law di dalam bangunan kehidupan 

bernegara Indonesia yang demokratis. Perubahan lembaga MA, mencakup; 

/'ertamo, kewenangan dalam melahlkan judicial rwitrw terhadap seh.ap 

pmduk undar~g-:-ur,dang hingga produk hukum pelaksana -yang tidak sesilai 

dengan UUD 1 945. Fungsi kelembagaan judtcial review mencakup kekuasaan 
..- 

yudikatif sebagai iembaga satu-satunya yang berwenang dalam memutus 

sdap perkara perselisihan diantara lembaga-lembaga tinggdtertinggi negara 

berdasarkan konstitusi. Kewenangan hak uji materiil Mahkamah Konstitusi 

atas produk hukum ketatanegaraan terh~ang dalam pasal24 C ayat (1) dan (2) 

amandemen UUD 1945. Salah satu contoh kasus ketatanegaraan yang terjadi 

yang melatari, ialah fatwa MA atas konfiik Dekrit Presiden Abdurrahman 

Wahid dan legalitas ataq pelaksanaan SI MPR 2002; Kedzta, independensi dan 

kemandirian lembaga-lembaga peradilan atas kekuasaan di  lrlar UUD 1945. 

Hal ini merupakan penegakan dan kepastian hukurn baik secara publik dan 

privat dalam ranah pengaturan ketertiban bagi kehidupan sosial masyarakat. 

Perubahan peran ini diharapkan dapat dirasakan atas asas persamaan hukurn 

113 H .  Dahlan Thaib, "Independmi don Peran Mahknmh Agung (Knjian dari sudut 
tJl~ndangan Yiuidi.~ Ke~atanepruun)" Artikel pada .lwnal HIJK(JM, edisi NO. 14 Vol. 7-2000. 
hlm. 130-131 



bagi setiap orahg dan warga negara. Selain 2 (dua) ha1 mendasar di atas, 

menurut pendapat Mulyana W. Kusumah berpandangan ada enam ha1 yang 

hams dilakukan dalam konteks perbaikan lembaga MA, yaitu"4: 1 )  Pelantikan 

Ketua dan para Hakim Agung dilakukan oleh Presiden sebgai kepala negara 

berdasarkan hasil penunjukkan yang dilakukan DPR; 2) Dibenhtknya legal 

collncil committee yang akan menyeleksi para hakim agung berdasarkan 

penilaian kredibilitas, integntas dm moralitas hnggi; 3) Optimalisasi firngsi 

Mahkamah A w g ,  selain fimgsi penegakan hukum disertai pula peran jttdicinl 

review bwna menbwji penmdang-undangan; 4) Pernbenahan dalam stnlktur 

organisasi, administrasi, kepustakaan, mutasi dan promosi; 5) Adanya 

lembaga eksaminasi (pengawasan) yang bersifat internal grna meninjau 

kapasitas dan kapabilitas hakirn dalam memutus setiap perkara serta adanya 

proses auditing kekayaan hakim agung yang dilakukan setiap tahun; 6) Revisi 

kebijakan dan perundangan yang memungkinkan berbagai perubahan dalam 

konteks pembenahan munugemen! Ju.rtic system dalam sistem peradilan. 

Sedangkan demokratisasi kekuasaan yang menyangkut tujuan 

penciptaan pemerintahan yang bersih (clean government) d a i  tindakan 

konlpsi anggaran keuangan negara, diserahkan kepada lembaga BPK (Badan 

Pemeriksa Keuangan). Secara stnrktur kelembagaan BPK diperluas hingga 

ketingkatan pemerintahan daerah. Pergeseran peran kekuasaan pemeriksaan 

keuangan dilakukan bersama legislatif (DPR). Sedangkan 

pertanggungjawahan hasil laporan atas pemeriksaan dilakukan kepada MPR. 

'IJ Mulyana W. Kusurnah. RqfOrma.si Hukum di M n h k m h  Agung, Kornpas. 25 Olrtober 
1999 



Sejak rkformasi ketatanegaraan dilegal-formalkan melalui Tap MPR 

No. X/MPR/1998, hingga lahimya UUD 1945 hasil amandemen. Pada 

perkembangan, mengalmi pen~bahan konsep kekuasaan kelembagaan pada 

suprashlktur politik ketatanegaraan. sehingga melahirkan perubahan stniktur 

kelernbagaan-kelembagaan negara, baik penghapusan lembaga DPA (Dewan 

Pertimhangan Ag~ng)  dari upaya pemherian peran judicial review Mahkamah 

Agttng melalui lembaga Mahkarnah Konstih~si. Sebagai catatan, asas c:hec:k.v 

nnci hnlrncz, khusus DPR atas eksekutif dan DPD atas pemerintah daerah 

mengarah pada sistem demokrasi quast parlemen. Dimaria, peristiwa 

ketatanegaraan yang tqadi  dalarn pelak.sanaan rnemorandum ke 1 DPR hingga 

penyelenggaraan Sf MPR 2002, menjadi catatan akan kekaburan sistem 

pemerintahan dalam politik ketatanegaraan Indonesia di masa transisional. 

Dengan demikim menurut Sri Soemantri, Indonesia menganut sistem 

pemerintahan presidensiil tidak murni, dengan ciri-ciri 'I5; 1) Presiden kepala 

eksekutif yang memimpin kabinet yang semuanya diangkat dan bertanggttng 

jawab kepadanya, pasal 17 ayat ( I ) ,  (2) dan (3); 2) Presiden manegang 

kekuasam pemerintah menunlt UUD dan dibanh~ satu orang Wakil Presiden, 

pasal 4 ayat (1) dan (2); 3) Pasal 4 dan 17 menilnjukkan bahwa sistem 

pemerintahan ini juga menganut sistem parlementer dengan maksud 

pemerintahan dalam arti sempit yakni perdana menteri dan menteri-menteri 

lainnya; 4) Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan 

dalam hubungan ini ia tidak dapat dijatuhkan badan legislatif, narnun 

'I5 Sri Soemantri. St.rrem Pemerin~ahon RI Menurur UUD 1945. Media Indonesia, 5 
Agustus 200 1 



kenyataannya ddarn S1 kemarin Gus Dur dijatuhkan DPR; dan 5) Sebagai 

imbangnya, Presiden tidak dapat atau tidak mempinyai wewenang 

membubarkan badan legislatif 

Terlepas dan uraian di atas, reforrnasi sebagai upaya demokratissi 

dalam konteks penlbahan d m  pergeseran konsep kekuasaan dalam 

wprastnikhir politik ketata~iegaraan Tndonesia sangatlah ditentukan 

keberadaan efektifitasnya dengan sejauhmana keberadaan kekuasaan rakyat 

pada tingkat intiastruktur berperan dan betfungsi secara efekhf Seperti yang 

dipaparkan Salman Luthan, bahwa ketidakseimbangan kekuasaan negara d m  

niasyarakat dapat tnendorong tqadinya kekuasaan negara hegemonik di mana 

negara sangat kuat dan masyarakat sangat lemah sehingga tercipta pola 

hubungan dominatif dan eksploitatlf l 6  Sehingga, upaya mendorong lahimya 

konsepsi kekuasaan pada tingkatan inii-astruktur politik ketatanegaraan 

Indonesia merupakan gelombang demokratisasi yang diarahkan untuk gagasan 

ideal membang~n sistern politik Indonesia yang demokratis. Idealnya, relasi 

konsep kekuasaan antara negara dengan rakyat yang dibangun secara 

seirnbang merupakan salah satu ciri khas urnum dari konseptualisasi negara 

demokratis yang terimplementasi ke dalam ketatanegaraan yang berlaku 

berdasarkan semangat konstih~sionalisme di dalam nilai-nilai UUD 1945. 

Keberadaan perangkat-perangkat legal formal, seperti pengakuan HAM bagi 

setiap warganegara melalui UU No. 39 Tahun 1999, kebebasan Pers melalui 

1111 No. 40 Tahun 1999, dan kebeba-san berserikat melalui UIJ No. 9 Tahun 

'I6 Salman Lutharn Dialektika ... , opxit: him. 87 



1998. Yang kesemuanya berfungsi dan peran sebagai pembatasan terhadap 

kekuasaan negara atas dasar keberadaan hak-hak sipil dan politik rakyat. Hak- 

hak sipil dan politik sebagai sebuah konsep kekuasaan dapat dilihat dari 

berbagai peristiwa penetangan ataupun sikap mempengaruhi kebijakan publik 

yang diputuskan oleh negara. Namun, yang terpenting adalah bagaimana 

herhagi konsepsi keh~asaan rakyat tersehut dapat memiliki dan diakui dalam 

sistern ketatanegaraan pasca amandernen U U D  1945. Sebab, di dalam 

konsepsi negara demokrasi. salah satunya mengsyaratkan adanya partisipasi 

rnasyarakat dalarn kehidupan negara. 



BAB 1V 

K A , W  YURIDIS PERANAN PARTAI POLITIK DALAM PROSES 

DEMOKRATISASI DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG 

NOMOR 31 TAHUN 2002 

A. Peranan Partai Politik Dalam Proses Demokrasi 

I .  Partai Politik Dalam Pemilu Tahun 1999 

Banyaknya partai politik yang mendafiarkan din untuk mengikuti 

Pemilu 1999 merupakan bahan kajian yang culcup menarilc disimak. Para 

tokoh di negara kita begitu bersemangat mendinkan partai politik. 

Femomena ini dianggap sebuah perJalanan sejarah yang wajar, setelah tiga 

puluh dua tahum dikumgkung dalam rezim tiran. Ketika tirani tersebut 

berhasil dilumpuhkan, rakyat meresponnya dengan beragarn. Salah 

satunya adalah berlomba-lomba mendinkan partai politik sampai 

berjurnlah ratusan. 

Diselenggarakannya Pemilu 1999, dengan sendirinya telah 

mengafirmasi hasil-hasil yang diperoleh pada Pemilu 1997, yang 

semestinya berlaku sampai 5 tahun sesudahnya. Hasil-hasil yang dimaksud 

di antitmnya melipi~ti status keanggotaan parlernen (DPRIMPR) m p i u  

sukses kepemimpinan nasional. Sebeltunnya menyelenggarakan pemiIu, 

pemerintah transisi terlebih dahulu mengajukan Rancangan Undang- 

undang yang rnengatur ketentuan Partai Politik, RUU tentang Pernilu dan 

RL7U Susduk MPR, DPR dan DPRD. 



Drama politik Indonesia pasca lengsernya Soeharto kembali 

dimulai setelah UU No.211999 disahkan. Tercatat, sekitar 14 1 partai 

politik yang mendaftarkan din di Departemen Kehakiman dan HAM. 

Banyaknya jumlah partai politik yang mendaftarkan diri memang tepat 

seusai dengan prediksi banyak pihak. Syarat yang ditetapkan untuk 

pembenhrkan partai politik relatif mudah. Dalam Pasal 2 TJU No.211999 

tersebut diatur sebagai berikut : 

1. Sekiwang-kutanya 50 orang warga negara Republik Indonesia yang 

telah berusia 2 1 tahun dapat membentuk partai politik. 

3. Panai politik yang dibenh~k sebagaimana dimaksud ayat 1 hams 

memenuhi syarat di antaranya : 

a. Mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dari Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dalam anggaran dasar partai. 

b. Asas atau ciri, aspirasi dan program partai politik tidak 

bertentangan dengan Pancasila. 

c. Keanggotaa partai politik bersifat terbuka intuk setiap warga 

negara Republik [ndonesia yang telah mempunyai hak pilih. 

d. Partai politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang 

sarna dengan larnbang negara asing, bendera Negara Kesah~an 

Republik Indonesia merah putih, bendera kebangsaan negara asing, 

gambar perorangan dan nama, serta lambang partai lain yang telah 

d a .  



Tapi syarat-syarat yang ada di atas sekiranya tampak lebih berat, 

mengingat adanya syarat tambahan imh~k mernbentuk partai politik, yai h~ 

sekurang-kuranya memptlnyai kepengun~san pada lima propinsi dan 3 

propinsi dalam masing-masing propinsi yang dimaksud."' 

Sesudah dilakukan proses verifikasi, 48 partai politik dinyatakan 

lr~lr~s seleksi untuk mengikuti Pernilu. Rerikut daftar partai politik yang 

menjadi kontestan pada Pernilt~ 1999 : 

Tabel 4. I .  
Parpol Kontestan Pemilu 1999 

Nama Partai 
PDlP 
Golkar 
PPP 
PKB 
PAN 
PBB 
Partai Keadilan 
PKP 
PNU 
PDKB 
PBI 
PDI 
PP 
PDR 
PSII 
PNI Front Marhaenis 
PNI Massa Marhaenis 
IPKI 
PKU 
Masyumi 
PKD 
PNI Supeni 
Krisna 

Nama Partai 
PU I 
PAY 
Partai Republik 
Partai MKGR 
PlB 
Partai SUN1 
PCD 
PSII 1905 
Masyumi Baru 
PNBI 
PUDl 
PBN 
PKM 
PND 

' PAD1 
PRD 
PPI 
PID 
M~trba 
SPSI 
PUMI 
PSP 
P A N  

1 24 1 Partai KAMI ( 48 1 PILAR 

"' Fadillah Putra, 2003, Parrai PoI~tik d m  KebgaGan Publik Pustaka Pelajar, 
Yogyakarla, hlm. 19 



Jika di tinjau dari segi pelaksanaannya, Pemi lu 1 999 terrnasuk 

kategon sejarah pemilu di Indonesia yang dilaksanakan dengan persiapan 

paling singkat, yakni cuma 13 bulan. Tenhlnya dengan persiapan yang 

singkat tersebut banyak kekurangan terdapat di sana-sini. Di antaranya 

adalah faktor keamanan dan draft UU Pemilu yang masih pro kontra. Tapi 

meskipun secara umum terdapat kekurangm di mana-mana, Pernilu 1999 

tetap dapat dilaksanakan sesliai jadwal, yakni tanggal 17 Juni 1999. Justn~ 

kekhawatiran terhadap situasi yang kurang kondusif pasca pemilihan 

ternyata t~dak terbukti. Peristiwa kerusuhan-kerusuhan kecil mernang 

teqadi, namun 1111 tidak terlalu rnenggang@l proks pengarnhilan suara 

yang dilakukan di beberapa daerah. 

Tapi itu bukan berarti Pemilu 1999 berjaian lancar-lancar saja. 

Pada saat penyerahan hasil penghitungan suara, 27 partai politik menolak 

menandatangani berita acara Pemilu dengan alasan Pemilu 1999 masih 

belum memenuhi prinsip kejujuran dan keadilan sebagai asas trtamanya. 

Sikap menolak tersebut ditunjukkan dalarn sebuah agenda rapat pleno 

yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ke-27 partai tersebut 

adalah PK, PNII, PBI, PDI, Masyumi, PNI Supeni, Krisna, Partai KAMI, 

PKD, PAY, Partai MKGR, PIB, Partai SUNI, PNBI, PLIDI, PBN, PKM, 

PND, PADI, PRD, PPI, PID, Mirba, SPSI, PUMI, PSP, dan PAM (Pultra, 

2003: 388). Karena terdapat penolakan, dokumen rapat KPU kemudian 

diserahkan oleh pimpinan KPTl kepada Presiden. Dari Presiden, hasil rapat 

KPU diserahkan kepada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panwaslu 



selanjutn y a  diberi tanggung jawab untuk memeriksa keberatan y ang 

diajukan oleh 27 partai tadi. Hasilnya, Panwaslu ternyata menetapkan 

bahwa Pemilihan Umum sudah sah. Alasan yang dipakai oleh KPU adalah 

keberatan tidak disertai dengan biikti-bukti lapangan yang valid. 

Pada tahap beriktltnya Panitia Pemilihan Indonesia (PDI) langsung 

melakukan acara pembangian kl~rsi. Sekali lagi masih terjadi masalah, 

khususnya pada penjatahan kursi yang tersisa. Kelompok partai-partai 

Islam yang melakukan stemhus accord menolak karena hanya 

mendapatkan 40 kursi. Menunlt 8 kelo~npok partai Islam tersebut, ~nereka 

scmcstinya berhak atas 58 kursi dari 120 kursi sisa. ' '' 
Perbedaan kepentingan yang berlangsung' alot di h~buh PPI 

akhirnya dilirnpahkan kepada KPU. Dari KPU diambil kesepakatan 

menawarkan dua opsi. Pertama, pernbagian kursi dihitung berdasarkan 

suara stemhus accord. Kedua, pembagian kursi dilakukan tanpa memopsi 

pertama dan 43 suara mendukung opsi kedua. Sementara itu, 8 partai 

rnelakt~kan aksi walk out. Setelah permasalahan mulai clear, KPU 

mengembalikan berkas acara kepada PPI. Pada I September 1999, jatah 

kursi dibacakan. Berikut daftar 5 besar perolehan suara pada Pemilu 1999: 

1 .  PDIP meraih 35.689.073 st~ara (33,7% dengan perolehan 153 h s i )  

2. GoLkar meraih 23.74 1.758 suara (22,44% dengan perolehan 120 kursi) 

3. PKB meraih 13.336.982 suara ( 1  2,61% dengan perolehan 5 1 kursi) 

4. PPP meraih 1 1.329.905 suara (l0,71% dengan perolehan 58 kursi) 



5. PAN mkaib 7.528.956 suara (7,12% dengan perolehan 34 kursi). 

Dari statistik di atas, secara ah~mulati f partai besar memperol eh 

jatah sebanyak 417 kursi DPR atau 90,26% dari 462 kursi yang 

diperebutkan (Putra 2003: 90-1). Terpilih sebagai ketua DPR adalah 

Ketua Umum Partai Golkar, Ir. Akbar Tanjung. Jabatan pimpinan MPR 

dipegang oleh Prof. Dr. Amien Rais dari PAN. 

Setelah proses pembagian kursi selesai, babak selanjumya adalah 

pemilihan Presiden dan Wapres. Melalui koalisi yang digalang oleh Amin 

Rais, dengan gerakan poros tengahnya KH. Abdurrahman Wahid (Gus 

Dur) dari PKR terpilih menjadi Presiden Indonesia ke-4 mengungguli 

Megawati Soekamoputn' yang dicalonkan PDIP. Pada tahap pemilihan 

Wapres, giliran Megawati yang menang atas kandidat l m y a ,  Hamzah 

Haz, ypng dicalonkan PPP. 

Namun belum lagi mernasuki paruh periode jabatan, Presiden Gus 

Dur dijah~hkan melalui Sidang lstimewa yang kontroversial. Sebagai 

penggantiny a, Megawati secara aklamasi menjadi Presiden menggantikan 

Gus Dur. Sedangkan Wapres dijabat oleh Hamzah Haz, setelah menang 

dalam pemilihan dari calon Partai Golkar, Ir. Akbar Tanjung. 

Benkutnya, euforia Pemilihan Umum 1999 sadah berlalu. Partai- 

partai besar kernbali berpikir menghadapi pernilihan umum berikutnya 

pada 2004. Namin yang terjadi ji~stru tidak berjalan sesuai d e n w  

keinginan maqing-masing partai. Sebagai partai lama, minimal peserta 



pemilu 1999, soliditas internal yang seharusnya dipertahankan malah tidak 

terwujud. Hampir sernua partai besar mengalami konflik internal. 

Suasana internal Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan jugs tidak 

dapat terhindar dari konflik. Salah satu contoh. DPP PDIP "tergoyang" 

saat ditinggal Eros Jarot yang membentuk partai sendiri, PNBK. Pun 

demikian dengan yang telah dilakukan oleh Dimyati Hartono yang 

mendinkan PITA. Tidak hanya ihl, Kwik Kian Gie berkali-kali 

melontarkan pernyataan yang justru menyudutkan wibawa partainya 

sendiri. Menunlt tokoh ymg terakhir ini, PDIP adalah partai yang paling 

banyak rnelanggengkan praktik-praktik KKN. Tidak jelas rnengapa Kwik 

Kian Gie berkomentar demikian. Narnt~n setidaknya, tersirat bibit-bibit 

perpecahan d~ tubuh PDIP. Dan siapa pun pasti membuka mata dengan 

kesaksian Kwik tersebut, terlepas statemennya itu faktual atau guruan 

belaka. 

Sebagai partai pemenang pemilu kedua, Golkar juga tak hiput dari 

deraan konflik internal. Akbar Tanjung didakwa dan lantas menjadi 

terpidana kasus penyalahgunaan dana non budgeter Bulog. Karena itu 

suara-suara sumbang dari pejabat teras DPP Golkar, misalnya Marwah 

&]ah Ibrahim, mulai bermunculan. Kebanyakan dari mereka menunhlt 

Akbar Tanjung mengundtukan diii dari jabatan Ketua Umum Golkar, 

sekaligus non-akti f sebagai pimpinan DPR. Tapi sebagian pendukung 

setiap Akbat Tanjung malah berpendapat sebaliknya. Konflik pun semakin 



keras dan tajam. Bahkan, Marwah Daud lbrahim sempat akan di p e a t  dari 

Partai Golkar. 

Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Wapres Hamzah Haz piin 

mengalami hal yang sama. Karena tidak puas dengan beberapa kebijakan 

partai, yang pada era reformasi ini kembali berlambang kars'bah, KH 

7ainuddin MZ dan pendukungnya keluar d m  mendirikan PPP Reformasi. 

Secara matematis, konflik di tubuh PPP, yang mengakibatkan Zaini~ddin 

membentuk PPP Reformasi itu dengan sendirinya akan menggring 

penggkut yang bersangkutan agar tidak la@ memilih PPP p~mpinan 

Ham7ah Haq tapi PPP reforrnasi bent~rkannya. 

Partai Kebangkitan Bangsa.--(PKB) juga dilanda kemelut pasca 

pelaksanaan Sidang Istimewa yang melengserkan Gus Dur Juii 2001. 

Karena hadir dalam Sidang Istimewa tersebut, Matori Abdul Jalil 

dinyatakan melanggar keputusan DPP PKB yang sebelumnya melarang 

anggota dewan dari fiaksinya agar tidak hadir. Matori Abdul Jalil, yang 

sebenarnya adalah Ketua Umum Dewan Tanfidz, dipecat. Posisinya 

digantikan oleh mantan Menlu era Gus Diu, Alwi Shihab. Konflik di 

hbuh PKB sendiri sempat melahirkan dua kubu, yang sama-sama 

mengaku PKB yang sah. PI(B versi Bah~hllis pimpinan Matori dan versi 

Kuningan yang pro Alwi, pro Gus Dur yang memecat Matori. Konflik ini 

selesai setelah PKB Gus Dur dinyatakan menang di pengadilan dalam 

gugatan yang diajukan oleh Matori. 



Koriflik d m  perpecahan dalam tubuh partai, juga terjadi pada partai 

besar lainnya. PAN pavqelaksanaan kongres di Yogyakarta pada 

pertengahan Febn~ari 2001 ditinggalkan oleh 16 penplnls pusat "non- 

Muhammadiyah yang dimoton oleh Faisal Basri. Beruntung konflik 

tersebut tidak terlalu mengganggu soliditas partainya. 

Demikian pula Partai Rulan Bintang (PRR). Partai yang 

mentpakan perpanjangan tangan kelompok Masyumi ini, mengalami 

perrnasalahan yang hampir mirip seperti apa yang dialami oleh PKB, yakni 

munculnya dua ktrbu yang sarna-sama mengklaim sebagai pengums PBR 

yang sah. Ketika itu, tlartono hlardjono dan Ytt.ml lhya Mahendra 

berseteru tentang sah dan tidaknya pelaksanaan mtiktamar yang dilakukan 

oleh partai tersebut. Puncaknya, Hartono Mardjono menyatakan k e l w  dan 

memilih bergabung bersama Fraksi-Perserikatan Daulah Ummah, yang 

merupakan gabungan dari beberapa partai Islam kecil. 

Agaknya, fenomena perpecahan dalam internal parpol adalah 

sesuatu yang hams terjadi di era transisi. Demikian pula dengan yang 

terjadi pada parpol-parpol di Indonesia menghadapi Pemilu 2004. Mereka 

hams dihadapkan pada gesekan politik yang terjadi dalam parlemen antara 

sesarna parpol di satu sisi, di sisi lain mereka juga dipusingkan dengan 

persiapan bagairnana memenangkan Pemilu 2004. Apalagi dalam pemilu 

tersebut, presiden dan wakilnya akan dipilih secara Iangsung oleh rakyat 

(direct president election). 



Akhimya baik parpol lama atau parpol barn saling berebut 

men gintip peluang agar calonnya bisa memenangkan paaingan. PDIP 

yang kembali mencalonkan Megawati, tampaknya melalui langkahnya 

dengan memasang kader-kadernya menjadi kepala daerah. Tercatat di 

beberapa tempat, seperti Jawa Timur dan Bali, PDIP sukses menaikkan 

para kadernya menjadi gubernur, meski sempat diwarnai isu money politic 

dalarn proses pemilihannya. 

Partai Golkar melahirkan wacana baru dengan menggelar konvensi 

calon presiden. Mereka mengadaka11 konsevensi penjaringan caloil 

presiden yang akan direkomendasikan b a a i n g  dengan kandidat presiden 

lainnya. PAN telah sekitar 2 tahunan membentuk tim sukses guna 

memuluskan jalan Amin Rais menuju ke Istana Merdeka. PKB, melaiui 

restu para kyai, kernbali mencalonkan Gus Dur. Restu kyai, bagi PKB 

sendiri, adalah suatu keharusan. Tidak hanya pada wilayah moral, namun 

pada tataran yang sifatnya politis sekalipun. 

Saat ini adalah harapan mereka untuk banglut kembah dan 

mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan mereka yang tercecer, termasuk 

menghimpun kekuatan Katholik, Protestan dan para barisan sakit hati. 

Karena itu bukan sesuahl yang aneh kalau mereka, kelompok PNI 

abangan, Katholik dan Protestan berusaha menghitung kembali kekuatan- 

kekuatannya terdulu. Tapi PDI sejak Pemilu 1987 merupakan PDI baru 

yang telah diramu oleh kekuatan Katholik sehingga muncul menjadi 

kekuatan yang sangat mengejutkan. Sejak saat ihllah negara sangat hati- 



hati denganSPDI. Karean itu PDI Perjuangan bukan lagi seperti PNI lama. 

PDT Perjuangan juga men~pakan gejala partai baru sejak zaman Orde Baru. 

Sementara itu kekuatan militer yang selama 32 tahun menjadi inti 

kekuatan negara mulai kebingungan. Selama 6 kali Pemilu Orde Baru 

mereka berada di balik Golkar. Tatkala format kekuatan negara mulai 

bergeser dari negara ke parpol, maka militer sangat kesulitan untok 

bemain politik model "injak kaki". Sangat kelihatan kalai~ militer ragu- 

ragu terhadap kekuatan Golkar. 

DI sisi lain, konstelasi globak kekuatan politik s e m a w  inild~ 

yanag tampak dari 48 parpol yang diperbolehkan menjadi kontestan 

Pemilu 1999. Wajah lain dari 49 parpol peserta ~ & i l u  1999 adalah 

munculnya kembali gejala politik aliran. Munglun banyak terjadi variasi 

jika dibandingkan dengan gejala politik aliran pada 1950 d m  1960-an. 

Tetapi dasar-dasar primordialnya relati f masih tampak. Gejala ihl semakin 

kentara tatkala pemilu telah usai. Hasil perolehan suara fantastis di PDI-P, 

sekitar 36-40%, d m  perdebatan tentang calon presiden menumjukkan 

varian kul tural masi h terasa, meskipun polannya sedikit berbeda. Pola 

konfliknya semakin kompleks dan memenuhi pola literal. Di kr~tub lain 

muna~ l  parpol berdasarkan kebangsaan, Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDI-P). Sedangkan PAN, PKB, dan PUDI mengambil posisi 

di tengah antara agama, kebangsaan, d m  kelas. 

Dari semua parpol peserta pemilu, 15 parpol memiliki asal-usul 

yang bisa ditelr~st~ri sampai ke partai angkatan pertama sebelum tahun 



1950an, 8 'parpol bisa dianggap memilih hubungan emosional dengan 

parpol terdahulu yang tidak dengan sendirinya memegang mandat untuk 

melmjutkan parpol ihl. Selebihnya sekitar 52% adalah parpol baru dari 

angkatan baru dengan pemikiran politik baru.'19 

Munculnya Partai Demokrat sebagai pendatang baru dalam Pemilu 

2004 memang mengejutkan banyak pihak. Sarnpai-sampai Sekjen PDT 

Perjuangan, Soetjipto membuat pernyataan bahwa kemenangan Partai 

Demokrat disokong oleh sebuah operasi militer. '*' Narnun terlepas akan 

ha1 itu, PD dalarn pemilu kali memang menjadi partai fenomenal 

bersama-sarna dengan PKS seperti yang telah diulas di atas. 

Selanjutnya, akan menarik jika menghubungkan konfigi~rasi partai- 

partai politik yang mendudukkan wakilnya di parlernen dengan 

konfigurasi partai-partai yang mengusung wakilnya dalam pilpres 

mendatang. Dalam hemat penulis, partai-partai yang berhasil 

mendudukkan walul-wakilnya di kursi DPR pada pernil11 kali ini tidak 

secara otomatis-relasional menguimkan calonnya di pilpres nanti. Walau 

terhitung mudah bagi partai-partai yang ada di DPR untuk mengusung 

capres dan cawapres, sebab pada Pemilu 2004 ini partai yang memperoleh 

3% suara nasional langsimg dapat mencalonkan kadernya. Peta politik 

2004 kali jelas mengalami dinarmka yang luar biasa dan jelas 

membedakan dengan peta politik 1999 lalu. 

'I9 Kompas 1 W. P n m i  Policik I n h e s i n :  1deolog.i. Stmregi Jan Progmrn. 
'20 Jawa Pos, 3 Mei 2004 



D a l h  pemilu 1999 lalu, dapat dibaca bahwa terjadi fiagmentasi 

politik antara kelompok Islam yang digalang poros tengah, dan kelompok 

nasionalis yang dirnotori oleh PDI Pquangan. Kini peta itu lebih a i r ,  

fiagmentasi dua kutub Islam dan nasionalis tidak lagi stabil, yang tejadi 

justru sebaliknya. Sebagai catatan penting mulai dari 1999 hingga Pernilu 

2004 koalisi partai-partai masih sangat labil. Tak ada satu kekuatan politik 

yang membangun dasar koalisinya berdasar kepentingan strategs bangsa. 

Dalarn analisis yang dikemukakan oleh Indria Samego (LIPI), dalam 

demokrasi yang menang pemilu diasumsikan mewakili rakyat, apapun 

platform yang dibuat oleh partai pemenang panilt~. tlal ini akan berakibat 

pada sulitnya koalisis partai berdasarkan pertimbangan platfarm semataI2'. 

Bahkan William Liddle, pengamat politik dari Universitas Ohio 

menyatakan bahwa partai-partai saat ini talc ada yang memiliki platform, 

bahkan partai yang berkuasapun tak punya platform yang jelas.'22 

Dari tengara yang dikemt~kakan oleh kedua peneliti di atas, maka 

kecenderungan koalisi partai-partai polit*, baik dalam parlemen maupun 

dalam pilpres mendatang akan diwarnai oleh kepentingan-kepentingan 

pragmatisme plitik atat1 kekuasaan. Cairnya komunikasi dan 

kemunglunan koalisi antarpartai saat ini memang kabar menggembirakan 

bagi suburnya iklim dernokrasi yang sedang ingin dibangun, artinya 

koalisi bukan didasarkan pada ekslusivitas ideologi seperti pada perjalanan 

politik selepas Pemilu 1999 lalu. Narnun, di satu sisi cairnya koalisi politik 

12' Kompas, 15 April 2004 
'" Ibid 



juga mengkhawatirkan, sebab orientasi kekuasaan dan pembagian "harta 

negara" oleh partai menjadi terbuka sedemikian lebar. Hal juga berakibat 

pada bunllcnya pendidikan dan sosialisasi politik yang han~s dilakukm 

kepada basis politik mereka. Koalisi pragmatis sernacarn ini sudah 

mungkin akan terjadi, sebab kebiasaan masyarakat Indonesia selama ini 

belum menerima partai atau seseorang berdasarkan ide atau gaga$an 

besarnya yang applicable bagi pembangunan bangsa, namun lebih karena 

pertimbangan pragmatisme. 

Karena pertimbangan pra~natisme politi k ini pula, maka ii~tensitas 

koalisi akan berjalan seha instan tian cepat dinamikanya. Koalisi partai 

politik yang ada di DPR bahkan DPRD sangat mungkin berbeda dengan 

koalisi yang ada pada jajaran eksekutif Eskdasi yang terbentuk pada 

pilpres nanti diperkirakan peluangnya akan melibatkan mesin-mesin 

politik yang banyak, terlebih jika sampai terjadi p~itaran pilpres yang 

kedua. Hemat penulis, koalisi yang terbangm dalam Iingktmgan eksekrltif 

agaknya dapat bertahan lebih lama jika dibandingkan dengan di parlemen, 

walau keduanya sama-sarna bersifat pragmatis. Koalisi dilingkungan di 

parlernen diperklrakan lebih singkat sebab dinamika di pwlemen 

berlangsung sangat cepat, dan kepentingan-kepentingan koalisi di dasar 

pada target-target jangka pendek yang terkait dengan otoritas legislasi, 

pengesahan jabatan di jajaran pejabat negara, atau kepen tingan- 

kepentingan jangka pendek lainnya Sementara, koalisi-koalisi di 

lingkungm eksekutif diperkirakan akan berjalan lebih lama, sebab ini 



menyangkut faktor pembagian rezeki secara proporsional dari partai-partai 

yang berkoalisi. Artinya jika sampai dalam paruh perjalanan ada sebuah 

partai politik yang mudur dari koalisi tersebut, maka partai yang 

bersangkutan diperkirakan tidak dapat menikrnati "kue kekuasaan" 

sepenuhnya. Jadi untuk membaca koalisi di parlemen agaknya terlarnpau 

sulit, mengingat pertimbangan-pertimbangan sesaat di atas. Tstilah 

populernya adalah tak ada kawan abadi, yang abadi hanyalah kepentingan. 

2. Partai Politik Dalam Pemilu Tahun 2004 

Pemilu 2004 dipastikan akan diramaikan oleh partai-partai ban] 

atau sering juga disebut dengan parati-partai kecil. Sebanyak 242 partai 

telah mendafiarkan diri di Departemen Kehakirnan dan HAM. Maraknya 

pendirian parati-partai baru sempat menirnbulkan kritik karma mereka 

tidak menawarkan hal-ha1 baru. Banyak yang menduga, orientasi pendirian 

partai-partai tersebut hanyalah kekuasaan, bukan idealisme. 

Dalarn ha1 relasi ideologis, partai-partai baru itu dapat 

diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu 

Kelompok pertama, partai-partai yang mengharapkan dan menggarap baqis 

pemilih yang sarna dengan partai-partai besar. Kelompok ini 

mempertahankan simbol-simbol politik aliran, kedudukan strategis partai 

dipegang oleh orang-orang lama, tidak kritis atau toleran terhadap 



kebijakan-Bebijakan parlemen dan pemerintah, serta jarang melontarkan 

isue-isue strategis. 

Kelompok kedua, partai-partai yang menggarap basis pemilih ban1 secara 

rasional, mengikuti jejak Partai Keadilan dan PRD dalam Pemilu 1999. 

Ciri kelompok ini, posisi strategis partai diisi orang-orang baru atau ~nuda, 

sangat vokal dan kriti s terhadap keputusan-keputusan parlemen dan 

pemerintah. Wacana dan isue-isue strategis tenls dilontarkan. 

Kelompok ketiga, "bermuka dua" menggarap basis masa lalu sekaligus 

membidik pemilih generasi baru. Cirinya. selain mengandalkan simbol- 

simbol masa lalu, kelompok ~ n i  kritis dan vokal terhadap keputwsan- 

keputusan parlemen dan senng meluncurkan wacana dan isue-isue 

strategis. 

Maraknya partai-partai baru atau partai-partai kecil, menimbulkan 

kritk dan sekaligus kekhawatiran. Sebenarnya ha1 itu sangat wajar karena 

jumlah partai yang berlimpah akan membuat bingung masyarakat. Para 

kritikus menuduh bahwa motivasi pendirian parai-partai baru lebih 

disebabkan oleh godaan mendapatkan kekuasaan daripada sebagai upaya 

memperbaiki bangsa atau membangun dernokrasi. Namun demikian kritik 

semacarn ini tidak sepenuhnya benar jika diperiksa latar belakangnya. 

Dalarn kaitan itu, partai-partai baru dapat dikelompokkan menjadi 

2 (dua) jenis, yaitu kelompok idealis dan kelompok oportunitis. 

Kelompok pertama, adalah partai-partai yang didirikan oleh tokoh-tokoh 

politik baru dan lama yang dikenal memiliki kredibilitas, integritas, 



idealisme dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang kuat atau 

bahkan sangat kuat, seperti PPIB, PNBK, PDK, Partai Pelopor dan 

sebagainya. Motivasi mereka mendirikan partai memang tidak secara 

langsung berkatan dengan semua itu, tetapi karena kecewa dengan 

perilaku elite dalam lima tahun terakhir. Dengan demikian kekuasaan tidak 

serta merta men~pakan hjuan utama walaupun tidak mungkin dihindari. 

Jumlah kelompok ini sangat kecil dibandingkan selun~h jumlah partai- 

partai baru. 

Kelompok Kedua, adalah partai-partai oportunitis yang didirikal oleh 

orang-orang lama, baik yang gagal dalam Pemilu 1999 atau berasal dari 

kekuatan Orde  ban^, yang. memiliki daya dukung finansial yang kuat. 

Kelompok ini lebih tepat disebut kelompok petualang atau pialang politik 

karena kiprah kernasyarakatannya selama ini tidak jelas yang berbanding 

lurus dengan kredibilitas, integritas dan komitmen terhadap demokrasi. 

Dibandingkan dengan kelompok oporhlnitis, kelompok idealis 

jumlahnya sangat terbatas. Karena tokoh-tokohnya sangat populer 

merniliki integritas dan kornitmen terhadap perbaikan bangsa secara 

menyeluruh, kelompok partai-partai idealis dianggap sebagai kompetitor 

partai-partai yang telah menduduki h ~ r s i  parlemen. Isue-isue yang mereka 

lontarkan pada umumnya sangat strategis dan sustansial, yang setiap saat 

sernakin menipiskan kepercayaan masyarakat terhadap elite politik dan 

politisi-politisi yang menginduk ke partai pemenang Pemilu 1999. Mereka 

jugs cukup menarik bagi kalangan berpendidikan d m  kelas menengah 



yang melek informasi. Tetapi mereka juga tidak menolak menggarap 

pemilih tradisional partai-partai besar. Ditengah kekecewaan publik yang 

semakin eksesif, partai-partai idealis ini mempunyai potensi besar unh~k 

bersaing dalam Pemilu 2004. 

Kalaupun harus ada kritik terhadap partai-partai barn, harusnya 

diletakkan dalam kerangka pembangunan sistem kepartaian. Menunit 

Ramlan Surbakti, Undang-Undang Kepartaian hams memil~ki sejumlah 

parameter, yang antara lain menjamin terwujudnya suatu sistem kepartaian 

pluralislne moderat, yaitu jumlah partai politik tidak terlalu banyak, tetapi 

juga tidak terlalu sedikit sesulai dengan kemajemuikan aspiraqi politik 

(kemajemukan ideologi politik) bangsa Indonesia, dan jarak ideologi antar 

partai tidak terlalu jauh sehingga memungkinkan para pemimpin d m  

aktivisnya mencapai kesepakatan un tuk mewujudkan ci ta-cita bersarna 

sebagai bangsaIz4 

Dalam konteks ini, partai-partai bani yang menampilkan atau 

memiliki ideologi yang telah lekat dengan partai-partai lama, semestinya 

menyadari posisinya untuk bisa bergabumg atau menggabungkan 

pendukungnya. Kegoisan dan kepentingan jangka pendek telah mendorong 

mereka yang memiliki ideologi sama menduikan partai sendiri-sendiri. 

Pendeknya "dosa" partai-partai baru, khususnya yang memililu ideologi 

sama dengan partai lama, terletak pada kenyataan bahwa mereka tidak bisa 

menenma ideologi sebagai perekat kepartaian yang menyernbinyikan 

- - 

'" Ramlan Surbalrti, 2002, dalam Maruto MD dan Anwari WMK, Rgfixnmsr Poli~rk don 
Kekuatan Masyarakat. Kendala d m  Peluclng Menuju Demokrasi. LP3ES, Jakarta hlm. 42 



kepentingah jangka pendek. Ideologi bagi partai adalah lem perekat untuk 

membangun partai dan mempejuangkan kepentingan warga. Secara 

teoritis dibenarkan, dan bahkan dianjtukan, mereka yang memiliki 

ideologis sama bergabung dengan partai-partai yang lebih dahulu telah 

berkernbang dengan ideologi tersebut. 

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginput-an berbagai 

kebutuhan, hintutan d m  kepentingan melaltli wakil-wakil kelompok yang 

masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tunhltan dan kebutuhan 

kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembt~atan kebijakan 

publik. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputi~san dapat bersifat 

menolong masyarakat d m  bisa pula dinilai sebagai kebijakan yang jnstru 

menyulitkan masyarakat. 

Dalarn konteks artikulasi kepentingan ini, maka pembahasan di 

Indonesia tidak bisa lepas dari konteks segmentasi kekuatan politik yang 

tersebar di masyarakat. Pertama tenh~ sebagai negara dengan penduduk 

Islam sebagai kekuatan politik. Selama rezim Soeharto berkuasa telah 

teqadi perubahan penting di sektor masyarakat. Masyarakat Islam secara 

gradual, baik yang di desa maupun yang di kota mengalami perubahan 

sosio ekonomi. Sedikit demi sedikit mereka hmbt~h, baik di bidang 

ekonomi, budaya, sosial maupun politik. Tidak heran kalau jumM 

masyarakat Islam yang bersekolah semakin banyak. Bdtkan peledakan 

sarjana muslim (S 1 ,  S2 dan S3) terjadi selama 10 tahun terakhir. 



M a s h y a  mereka dengan deras di sektor non-agama menyebabkan 

tumbihnya birokrasi dan negara yang adaptif terhadap nilai keagamaan. 

Birokrat Indonesia di tingkat provinsi ke bawah di mman Orde Lama 

adalah orang nhcrngon, yang afiliasi politiknya ke PNI. Kemudian sejak 

Orde Baru mereka Jigolkarkun. Setclah anak-anak lslam yang bersekolah 

sernakin meluas dan maa~k  ke birokrat maka sejak awal 1990 birokxat 

Indonesia mulai ben~bah. Nilai Islam mulai berkernbang pesat. Sedangkan 

anak ketun~nan nhangan inulai pensiun. 

Dalam batas-balas tertentu, faktor ini pula yang menyebabkan 

terjadi "ketegaiigan politik" pri~nordial (Islarn lawan Katolik, Islam 

modern lawan lslam tradisional) sejak awal 1990an. Ketentiian-ketentuan 

di luar Islam sangat terusik sekali dengan berkembang pesatnya orang- 

orang Islam ini. Hampir setiap pembahasan RUU yang dilemparkan 

dikupas dalam konteks kon flik primordial. 

Persaingan politik primordial ini berlangsiing tenis sepanjang 10 

tahun terakhir di bawah proses pembangunan ekonomi yang kaku. 

Kekuatan Islam yang telah mengalami semacam pencerahan akibat 

diskursus terus menerus di perguruan tinggi, baik dalam negeri maipun 

luar negeri, menyebabkan mereka mulai rasional imttik memahami 

hubungan antara politik dan Islam di satu sisi dan di sisi lain antara 

hubungan umat dan negara. 

Akibatnya banyak di antara kelompok Islam merujuk kembali nilai 

d m  kek~ratan politik lslam di .laman Orde Lama, tetapi selalu mengalami 



kesulitan iirgensi, aktualisasi dan faktualisasi. Hal ini yang bjsa 

menjelaskan mengapa anak cucu, keponakan dan sepupu Masyumi tidak 

lagi berdiri dalam suattt norma yang ketat seperti dulu. Di antara mereka 

langstmg mendirikan parpol bernuansa seperti Masyumi, tetapi tak bisa 

sebesar Masyumi. Justru dl antara mereka ikut mendirikan partai yang 

heterogen, nasionalis, ada aspek Islam-nya, progresif, dan universal 

semacarn PAN (Partai Amanat Nasional). 

Karena itu PAN adalah gejala dari komunitas Islam modern yang 

terihat dalam perubahan sosio-ekonomi, kultural dan politik yang telah 

ben~bah sehingga tak mungkin lagi melahirkan Masylmi sepcrti jlaman 

demokrasi parlementer. PAN menjadi sangat cepat besar dan memperoleh 

banyak simpati karena komunitas Islam yang ada di sana sedang 

mengalami perubahan. Justm PBB, Masyurnj, d m  Masyumi Baru yang 

dianggap sebagai simbol (atau diharapkan sebagai harapan 

berkembangnya Masyumi lama) kekuatan politik Islam lama yang h ~ a t ,  

tetapi tidak memperoleh sambutan besar di mata masyarakat. 

Karena itu PAN sangat jauh diidentikkan dengan Masyumi Banl. 

Begitu pula PBB, Masyumi, dan Masyumi Baru bukan dengan sendirinya 

adalah jelrnaan kernbali Masyumi dulu. Mereka semua adalah gejala 

kekuatan Islam baru yang sangat berbeda dengan kekuatan Islam lama. 

Begitu pula nilai-nilai dan PKB sangat berbeda dengan nilai dan 

kecenderungan partai NU zarnan demokrasi parlementer. Apalagi NU 

dalarn penganlh Gus Dur. "NU Gus Dur7' sangat modern, pragmatis dan 



progresif Dan kekuatan itulah yang sedang ada dalam PKB yang diback- 

ztp oleh lautan komunitas NU lama. 

Di samping pembahasan yang sangat kental pada segrnentasi 

kekuatan Islam di atas, di Indonesia sebenarnya terdapat pula kekuatan 

abangan, dari kalangan PNI sejak rezim Soeharto dipinggirkan. Akibamya 

selama 32 tahm mereka banyak bergerak di luar birokrat, meskipun 

sebenarnya kelompoknya masih banyak di birokrat negara (yang sudah 

cfrgolknrkan). Pengalaman dan peqalanan di luar negara itu yang 

menyebabkan mereka mempunyai harapan besar dengan tumbangnya 

Soeharto Rukan suatu kebetulan kalau mereka hanyak herperan dalam 

proses menjatuhkan Soeharto tempo hari. 

Setelah 1010s verifikasi di Departemen Kehakirnan dan Hak Asasi 

Manusia (HAM) dan dinyatakan sah sebagai badan hukum, tidak dengan 

sendirinya 50 partai politik tersebut bisa menjadi peserta pemilu 2004. 

Sampai di sihl apa yang dicapai oleh sebuah partai politik baru mementihi 

kriteria yang ditetapkan oleh UU No.3 1 Tahun 2002 tentang Partai Politik 

untuk menjadi badan hukum. Sedangkan untuk menjadi peserta Pemilu 

2004 masih ada proses lain yang harus dilalui, yaitu pemenuhan ketentuan 

yang DPRD KabupatenKota (ini untuk Pemilu anggota legislatif) dan UU 

No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

langsung (untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden). Menurut UU 

No. 1212003, untuk menjadi peserta Pemilu 2004 partai politik hams 

mendafiar ke KPU untuk kemudian dilakukan penelitian apakah partai tadi 



memenuhi syarat atau tidak. Yang tidak mendaftarkan diri ke KPU tidak 

bisa menjadi peserta pernilu, atau dianggap tidak berkeinginan menjadi 

peserta Pemil~r. 

Ada sejumlah persyaratan yang harm dipenuhi oleh partai politik 

untuk mendaftarkan diri menjadi calon peserta Pemilu. Persyaratan ihi 

berbeda antara partai politik yang telah 1010s electoral threshold (ET) 

dalam Pemilu 1999 (yaitu yang perolehan kursinya mencapai 2% atat1 

lebih dari Jumlah kursi yang ada di DPR) dan partai baru ataupun yang 

lama tapi tidak 1010s ET (ketentuan mengenai hal ini ditetapkan melalui 

Kqutusan KPIj  No. 105 Tahun 2003 beserta revisinya, yaitu Keputusan 

KPU No. 61 5 Tahun 2003). 

Untuk partai yang sudah 1010s ET hanya menyerahkan SK Menkeh 

dan HAM yang menyatakan bahwa ia telah sah menjadi badan hukum, 

mengtsi fonnulir pendafiaran di KPU, dan menyerahkan nama dan tanda 

gambar ben~kuran 10 x 10 an. Sedmgkan ~rntuk partai ban1 dan yang 

tidak 1010s ET dalam Pemilu 1999 harm melengkapi 13 item pezyaratan 

(untuk selengkapnya lihat Keputusan KPU 61 5 Tahun 2003). 

Ke-24 partai ini ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2004 setelah 

berhasil melalui 3 tahap penyaringan. Penyaringan tahap pertama 

dilakukan oleh Departemen Kehakirnan dan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Di sini tujuan penyaringan adalah mernberikan status atau pengesahan 

partai politik sebagai sebuah badan hukum sebagaimana ditetapkan oleh 



UU No.31 'tahun 2002 tentang Partai Politik. Pada tahap ini ada 50 partai 

politik yang dinyatakan lulus penyaringan. 

Penyaringan tahap kedua adalah verifikasi administratif oleh 

Komisi Pemilihan Utnum (KPU). Untuk diketahui, UU No. 12 Tahun 2003 

tentang Pemilihan U~num Anggota DPR, DPD, dan DPRD menegaskan 

bahwa partai politik yang dibenarkan mengikuti Pemilu adalah partai yang 

sudah mendapat pengesahan sebagai badan htrkum oleh Depkeh d m  

HAM. Ke-50 partai yang lulus penyaringan tersebut kemudian 

mendaftarkan din ke KPU untuk menjadi calon peserta Pemilu 

Sesuai dengan arnanat [ I l l  No. 12/2003, khususnya Pasal 7 - 10, 

yang kemudian dijabarkan di dalam keputusan KPU No. 105 Tahun 2003 

sebagairnana diperbarui dengan Keputusan KPU No.615 Tahun 2003, 

sebuah partai politik berhak men&ti Pemilu apabila memenuhi sejumlah 

persyaratan. Pertama, mempunyai kepengurusan lengkap di sekurang- 

kumgnya 2/3 jimlah propinsi di Indonesia. Kedua, mempunyai pengunls 

lengkap di sekurang-kurangnya 2/3 Kabupaten/Kta di setiap propinsi & 

rnana ia mempunyai kepengmsan. Ketiga, semua kepengurusan tersebut 

harus mempunyai kantor. Keempat, mempunyai anggota sekurang- 

kurangnya 1.000 orang atau 111.000 dari juunlah penduduk di setiap daerah 

di rnana ia mernpimyai pengurus. 

Pembuktian setiap partai yang mendaftarkan diri tersebut dilakukan 

melalui proses verifikasi. Ada dua tahap verifikasi di sini, yaitu verifikasi 

administratif dan verifikasi f a h ~ a l .  Hanya p;trtai yang lulus verifikasi 



administratif yang bisa mengikuti penyaringan tahap selanjutnya 

(veri fikasi faktual). 

Penyaringan tahap ketiga adalah verifikasi f h ~ a l .  Pada tahap ini 

yang diteliti adalah mcmastikan apakah benar dokumen-dokiunen 

mengenai kepengurusaii darl keanggotaan sebagaimana h dalam varifikasi 

administrati f tersebut mewuj ttd di lapangan. KPlJ menyusun ketentuan 

mengenai tata cara dan prosedur verifikasi tersebut di dalam kepuhtsan 

KPU No.10512003 dan yang diperbarui dengan Keputusan KPU 

Sebuah catatan perlu ditekankan di sini bahwa 6 dari partai tersebut 

tidak melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU, baik -. 

administratif maupun faktual. Sebab, keenam partai tersebut telah lulus 

eleforal fhreshold (mempunyai 2% dari jumlah kursi di DPR) di dalam 

Pemilu 1999. Sdangkan menurut UU No.1212003 partai yang sudah 

memenuhi eletorol threshold tersebut, langsung ditetapkan menjadi 

peserta Pemilu 2004 apabila mendaftarkan diri sebagai calon peserta 

Pemilu ke KPU. 

Keenam partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Kebanglutan Bangsa, Partai 

Persatuan Pembangman, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan 

Bintang. Oleh karena jumlah partai yang mengikuti proses verifikasi ada 

44. Stelah keselun~han proses verifikasi selesai, ada 18 partai yang lulus. 



Ditarnbah dengan 6 partai yang lulus threshold, jumlah keselunihan partai 

yang berhak menjadi peserta Pemilu 2004 adalah 24. 

Tabel 4.2. 
Perolehan Suara Sah untuk DPR-RI 

Nalna Partai 

PNI Marhaenisme 
Partai Buruh Sosial Demokrat 
Partai Bulan Bintang 
Partai Merdeka 
Partai Persaluan Pernbangunar~ 
Partai Pewatuan Demokrasi Kebang~aan 
Partai Perb~mpunan Indonesia Baru 
Partai Nasional Benteng Kemerdekaan 
Partai Dernokrat 
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 
Partai Penegak Demokrasi Indonesia 
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia 
Partai Amanat Nasional 
Partai K q a  Peduli Bangsa 
Partai Kebangkitan Bangsa 
Partai Keadilan Sejahtera 
Partai Bintang Reformas1 
Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan 
Partai Damai Sejahtera 
Partai Golongan Karya 
Partai Patriot Pancas~la ' Partai Serikat Indonesia 
Partai Persatuan Indonesia 

Jumlah 
Suara 
923,159 
636,397 

2,970,487 
842.54 1 

9,248,764 
1.3 13,654 

672,952 
1,230,455 
8,455,240 
1,424,240 

855,81 1 
895,610 

7,303,324 
2,399,290 

1 1,989,564 
8,325,020 
2,764,998 

2 1,026,629 
2,4 14,254 

24,480,757 
1,073.139 

679,296 
657,916 

24 

Sumber : Komisi Pemilihan Umum 

Partai Pelopor 
Total 

878,932 
113,462,414 

0.77% 
100% 



Tabel 4.3. 
Perhitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umurn 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2004 

I N o  i Nama Pmai i 

1 24 1 Partai Pelopor I 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
I:! 
13 
14 
15 
16 
1 7 
1 8 
19 
20 
21 
22 
23 

Total 
Sumber : Komisi Pemilihan Umum 

PN1 Marhaenisme 
Partai Buruh Sosial Dernokrat 
Partai Bulan Bintang 
Partai Merdeka 
Partai Persatuan Pembangunan 
Partai Persatuan Deinokrasi Kebangsaan 
Partai Perhimp~lnan Indonesia Bar11 
Partii N~asional Benteng Kemerdekmn 
Partai Demokrat 
Partai Keadilan dan Persatuan lndonesia 
Partai Penegak Demokrasi Indonesia 
Partai Persatuan Nahdiatul Ummah Indonesia 
Partai Amanat Nasional 
Partai Karya Peduli Bangsa 
Partai Kebangkitan Bangsa 
Partai Keadilan Sejahtera 
Partaj Bintang Reformasi 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
Partai Damai Sejahtera 
Partai Golongan K q a  
Partai Patriot Pancasila 
Partai Serikat Indonesia 
Partai Persatuan Indonesia 

Jumlah Suara 2 Jumlah 
Kursi 

1 
0 

1 1 
0 

5 8 
5 
0 
1 

57 
1 
1 
0 

52 

Pada sub bab ini akan dieksplorasi lebih jauh mengenai peluang 

adanya koalisi yang akan dilakukan oleh partai-partai berdasar kesarnaan 

sosiologis partai dan kepentingan pilpres nanti. Partai Golkar yang 

menjadi mesin politik nomer wahid dalam Pemilu kali ini telah 

mengusimg capresnya, Wiranto bergandengan dengan Sholahudin Wahid. 



Demikian pula dengan PDI Perjuangan yang tetap menjagokan Megawati 

sebagai presi den begandengan dengan KH Hasyim Muzadi, yang diikuti 

oleh partai-partai lain seperti PAN dn Amien Rais bersama Siswono 

Yudohusodo dan Partai Demokrat dengan SBY dan Jusuf Kalla. Yang 

menarik pada peta politik sejak Pemilu 1999 lalu hingga Pemilu 3004 ini 

belum ada partai politik yang sejak awal mengetahui komposisinya 

perolehan suaranya, Imtas mendeklarasikan diri sebagai partai oposisi, 

kecuali Partai Keadilan Sejahtera. Partai-partai gurem yang perolehan 

suaranya tidak signifikan pun temyata sedari awal tidak membangun 

barisan oposisi yang kuat di parlernm. Rahkan ada kecendenmgan, partai- 

partai yang tidak memenuhi target electoral threshold tersebut hendak 

membangun basis kekuatan alternatif sendiri. Fenomena ini menandakan 

bahwa kekuasaan di eksekutif seolah digambarkan sebagai 'segala- 

galanya' . 

Peta yang dapat dijadikan sumber analisis adalah karakter partai 

dan kemungkinan dinamika koalisi yang dapat dilakukan oleh partai 

tersebut. Indra Pilliang dari CSIS mencoba mengungkap karakter-karakter 

partai-partai Pemilu 2004 ini. Partai Golkar dipersepsi sebagai partai 

tengah yang ba i f a t  moderat, dan PDI Perjuangan dianggap sebagai partai 

tengah yang kon~ervatif . '~~ Dengan kernoderatan itulah yang menunjang 

Partai Golkar untuk berkoalisi dengan partai manapun. la tidak lagi 

dirintangi oleh sekat ideologi, atau identitas sektarian, sehingga Partai 
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Golkar akati lebih mudah dalam bermain. Hal yang sama juga akan tejadi 

pada PDT Pejuangan, akan tetapi akibat faktor koservatifhya, maka PDIP 

cenderung lebih selektif dalam mebangtin koalisi. Namtm seleksi i t t ~  bt~kan 

pada pertimbangan identitas sektarian. tetapi didasarkan pada latar 

belakang kultural dan sejarah. Di papan tengah terdapat partai-partai 

'kanan' (baca; agama) yang dalam membangun koalisi akan sangat 

selektif, dimana perhmbangan utamanya adalah ideologi dan personalitas 

politik PKS, PPP dan PPP termasuk dalam kategori partai-partai di atas. 

Namun sebagai catatan untuk PPP dianggap sebagai partai yang berbasis 

agama namun belakangan mulai lehih imprasional dan non ideologis, 

ketika mereka mulai bergabung dengan PDlP yang sekder dalam jajaran 

pemerintahan sekarang ini. Sementara PAN dan PKB dianggap sebagar 

partai nasionalis ymg berbasis agama. Inklisivitas ideologi yang diusur~g 

oleh kedua partai ini ditunjukkan dengan keberadaan orang-orang non 

Islam yang duduk di jajaran partai, tenltama di daerahdaerah. Dengan 

gaya politik semacam itu, maka kedua partai ini memiliki kemudahan 

dalam menjalankan koalisi, terlebih dengan kelompok-kelompok agama, 

sebab memiliki basis massa yang hampir sama. 

Dari paparan sekilas di atas nampak bahwa peta politik 2004 

bahwa koalisi partai masih bersifat instabilitas dan lirninalitas. Jadi dalam 

perkiraan penulis, koalisi akan terbangun dalam konfigurasi politik 2004 

tidak akan berbeda jauh dengan koalisi atau kerjasama politik semasa 

pemerintahan Megawati antara tahun 200 1-2004. Koalisi yang terjadi 



hanya unhik mernperebutkan 'bola-bola pendek', dan belum memasuki 

wilayah yang lebih mendalam. Karena itu hanya kerjasama dalam 'bola- 

bola pendek' itu tadi, ada di eksekutif, yakni kursi presiden, wakil presiden 

dan menteri. Peta koalisi menjelang pilpres Juli nanti selengkapkan akan 

dibahas dalam sub bab berikutnya. 

Presiden yang berkuasa sekarang adalah hasil dari Sidang Jstimewa 

(SI MPR). Sebeluun SI MPR dimana presiden yang terpilih tetap terikat 

dengan GBHN dari SU MPR 1998. Melalui SU MPR 2004 itulah akan 

terjadi deal dan koalisi baru untuk memuluskan langkah presiden dan 

wkilnya dalam forum pertanggunaawahan. SII MPR akan menjadi umpan 

bagi aksi partai umtuk mendapatkan 'bola-bola pendek'. Dalam perkiraan 

penulis, koalisi akan berupaya membentuk barisan anti Mega. PDIP sangat 

munglun akan ditinggal dalam momen ini oleh partai-partai yang 

mengusung calon presiden dan wkailnya, seperti Golkar, PAN, PKB, PD. 

Sementara PDIP kernungkinan a k a  menggandeng PPP umhik 

memuluskan pertanggungjawaban Megawati dan Hamzah Haz pada SU 

MPR 2004. 

Namun koalisi yang diperkirakan di atas juga sangat bergantung 

dengan presiden terpilih nanti. Jika bukan Megawati atau Harnzah Haz 

yang terpilih menjadi presiden berikumya melaIui pilpres, maka 

diperlcirakan pertanggungjawaban Megawati dan Hamzah akan berjalan 

sangat lancar dan mendapatkan dukungan dari aprtai-partai lain, terutama 

yang mendudukkan wakilnya dalam jajaran kabinet. Nah, jika yang tejadi 



sebaliknyk yakni Megawati atau Harnzah yang terpilih menjadi presiden, 

maka pertanggungjawaban presiden pada SU MPR 2004 akan berjalan 

sangat alot dan kemungkinan besar akan ditolak dengan perimbangan 

kekuatan seperti di atas. Potensi ini akan terbuka lebar, mengngat partm- 

partai yang kalah akan segera melancarkan serangan politik untuk 

melakukan pemhunuhan karakter (character u.v.sassination) tehadap 

Megawati. 

SU MPR 2004 adalah momen untuk mendapatkan 'bola pendek' 

yang sebanyak-banyaknya bagi partai-partai yang ada di DPR. Sebab 

melalui ajang itulah partai mendapatkan arn~rnisi dan sumber-sumher 

ekonomi yang sangat dibnhlhkan bag  n~mah tangga partai. Fenomena 

'koalisi dagang sapi' akan sangat mengemuka dalam perjalanan politik 

sepanjang 2004. Inilah manifestasi dari koalisi instan dan liminal tersebut, 

bukan dari koalisi putih dan bersih bagi bangsa. 

Sebagai catatan penting dalam koalisi partai-partai politik 

sepanjang 2004 ini adalah belum adanya komitmen dari kekuatan politik 

yang dengan kalulasi politik yang ada rela hati untuk membangun oposisi 

kritis di parlemen tanpa tergiur manisnya kekuasaan eksekutif. 

Sebenarnya, diharapkan muncul "PKS-PKS" ban1 yang menjadi 

penyeimbang eksekutif dengan bersedia penuh menjadi oposisi. Tentu 

oposisi yang diharapkan adalah oposisi kritis dan konstruktif seperti yang 

dilontarkan PKS dati hasil keputusan Majelis Syuranya. Keberadaan 

oposisi menjadi bagian penting dari pembangunan demokrasi, b~ikan 



politik 'bola-bola pendek'semata yang sefatnya egois dan pernbusukan 

bagi demokratisasi yang sedang dibangun ini. 

Dari uraian tentang berbagai segmentasi masyarakat yang 

kemudian terartikulasi pada pelembagaan dalam bentuk parpol ini, maka 

hal ini menjadi bahan dasar dari pertarungan antarkepcl~tingan yang terjadi 

di Indonesia saat ini. Meski hanyak juga kalangan yang melontarkan kritik 

bahwa pertanlngan artikulasi kepentingan yang ada sekarang ini 

sesungguhnya lebih para pertarungan kepentingan pragnatis daripada 

artikulasi kepentingan yang bersifat konseptual normati. 

1) Fungsi Agregasi Kepentingan 

Agregasi kepentingan menrpakan cara bagaimana hmtutan- 

tuntutan yang dilancarkau oleh kelompok-kelompok yang berbeda, 

digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik. 

Agregasi kepentingan dijalankan dalam "sistem politik yang tidak 

memperbolehkan persaingan partai secara terbaka, fi~ngsi organisasi 

itu terjadi di tingkat atas, mampu dalam birokrasi dan berbagai jabatan 

militer sesuai dengan kebutuhan dari rakyat dan kons~rnen"."~ 

Agregasi kepentingan ini sangat erat kai tannya dengan relasi 

antara masyarakat Illas yang mengagregasikan diri atau diagregasikan 

oleh pemimpin politk, terutama di dalam partai politik. Baik dalarn 

upaya membawa masyarakat atau bangsa pada tingkat modernisasi 

yang tinggi sampai memiliki peran penentu kebijakan yang krusial. 

Koirudin, 2004, Pariai Politik d m  Agenda Transisi Ilemokrasi, Pustaka Pelajar, 
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Pemimljin teknolaatik seperti insinyur, manager industri, ekonomis, 

perencana, ilmuwan, agronomis, arsitek, saibemetik, dan ahli 

kompi~ter tidak hanya mengimplementasikan tetapi juga mernbantu 

pemerintah memformulasikan kebijakan publik. Kekuasaan politik 

mereka berasal dari keahlian mereka akan pengetahuan teknis yang 

mempromosikan modernisasi. Relasi dengan subordinat mencakup 

mereka yang sudah ahli dan yang masih amatir. Bagi mereka, tugas 

kebijakan yang utama adalah menciptakan teknik yang paling efisien 

untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. Bahkan pada 

tingkat indust~ialisasi yang ringgi, teknokrat tenls mendominasi 

kehidupan politik, karma mereka berspesialisasi dalarn mernproses 

informasi melalui jaringan komputer. Meski memiliki kornitmen 

terhadap stabilitas sosial, teknolaat sering melahirkan perubahan 

sosiopolitik. Penekanan pada produktivitas ekonomi, efisiensi, 

fleksibilitas pragmatik dan pembangunan sains menggantikan cara 

tradisional atau cara rutin mengatur isu politik. Perubahan sosial yang 

tidak diinginkan seringkali terjadi. 

Adanya krisis dalam masyarakat mempengaruhi tipe pemimpin 

yang akan menyelesaikan masalah dengan cara yang paling efektif dan 

memiliki komibnen terhadap norma yang disakralkan. Pemimpin 

tradisional bejalan dengan cara yang paling efektif pada situasi yang 

stabil dan damai. Pemimpin legalistik juga mencapai kesuksesan 

paling besar di bawah stabilitas politik. Berdasarkan kekuasaan legar- 



rasionaj, negara modern bergantung pada cara yang ditentukan untuk 

menjalankan urusan politik. Konformitas pada hukum impersonal dan 

regllasi birokrasi sering membawa pada I .  polirik, 

ketidakmarnpuan untuk merespon situasi krisis dengan kebijakan yang 

inovatif. Komitmen pada efisiensi sering mendahului fonnulasi tujuan 

baru dan jalan yang fleksi be1 i~ntuk mencapai hjuan kebijakan. 

2) Fungsi Sosialisasi Politik 

Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk 

memperkenalkan nilai-nilai politik. sikapsikap dan etika politik yang 

berlaku atau yang dianut oleh suatu negara. Pemhenh~kan sikap-sikap 

politik atau dengan kata lain untuk membenti~k suatu sikap dan 

keyakinan politik dibutuhkan waktu yang paujaug melalui proses yang 

berlangsung tanpa h e r ~ t i . ' ~ ~  

Berbagai kesimpi~lan yang diambil dari kajian kongruensi janji 

politik dengan produk kebijakan tidak terlepas dari faktor perilaku 

pemilih di Indonesia. Sebab dengan melihat pola perilaku pemilih kita 

bisa melihat apakah para pemilih sendiri memang benar-benar memilih 

parpol tertentu berdasarkan manifesto partai atau sekedar keterkaitan 

emosional belaka. Tmdakan atau keputtlsan politik seorang pemilih 

ditentukan oleh perilaku, sikap d m  persepsi politik. 

Sosialisasi politk sebagai salah satu b g s i  partai politik ini 

tentu memiliki target kongknt tertentu. Target paling tinggi darj 



dijal&annya h g s i  sosialisasi politik mi akan banyak sekali 

ragamnya kalau diuraikan satu persatu. Namun di sisi ini kita melihat 

dalam konteks Indonesia. Dalam konteks ini persoalan yang cukup 

pelik di Indonesia adalah tentang perilaku pemilih ymg masih 

emosional dan tradisional ini tentu akan menghasilkan lembaga- 

lembaga dan suprastrukhir politik yang tradisional pula. Sehingga 

sesungguhya output dari sosialisasi politik itu han~s  dapat 

memperbarui konstruksi perilaku politik masyarakat dalarn memiIih. 

Perilaku politik seseorang adalah pikiran dan tindakan yang 

berkaitan dengan pemerintah. Perilaku politik ini rneliputi tanggapan- 

tanggapan internal seperh persepsi-persepsi, sikapsikap dan 

keyakinan-keyakinan, juga meliputi tindakan-tindakan yang nyata 

seperh pemberian suara, protes, lobbying dan lain sebagainya. 

Sedangkan persepsi politik bertalian dengan gambaran sesuatu obyek 

tertentu, baik mengenai keterangan-keterangan atau informasi- 

informasi dari sesuatu hal maupun gambaran tentang obyek politik 

yang bersifat fisk dan nyata Sementara sikap politik merupakan 

pertalian di antara berbagai keyakinan yang telah melekat dan 

mendorong seseorang I& menanggapi suatu obyek atau situasi 

politik dengan suatu cara tertentu. 

Tindakan politik sedikit banyak mempunyai kesamaan dengan 

konsep partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang 

atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehid~rpan 



poljtik, 'yaitu dengan jalan memilih pemimpin-pemimpin langsung atau 

tidak langsung menggunakan kebijakan pemerintah. Secara umum 

teori mengenai perilakr~ pemilih dikategorikan ke dalam dua 

pandangan, yakni Mazhab Colombia dan Mazhab Michigan. 

Pandangan pertama lebih menekankan pada faktor sosiologis di dalam 

membentuk perilaku masyarakat dalam melalcltkan pilihan di pernilu. 

Sedangkan pandangan kedua lebih menekankan kepada faktor 

psikologis dari si pemilih itu sendiri. Model sosiolog dari Mazhab 

Colombia meli hat masyarakat sebagai satu kesatuan kelompok yang 

bersifat vertikal dari tingkat yang terhawah hingga yang reratas. 

Menurut paham ini, kelompok-kelompok yang berbeda tersebutlah 

yang membentuk persepsi, sikap, keyakinan, dan sikap politik dari 

masing-masing indi~idu.'~' 

Model sosio-psikologis dari Mazhab Michigan ini pada 

dasarnya menrpakan alternatif bagi mereka yang tidak pilas dengan 

pendekatan sosiologis dari Mazhab Colombia. Menun~t model ini, 

masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam suatu proses 

pemilihan umum lebih banyak dipenganlhi oleh kekuatan psikologis 

yang berkembang dalam dirinya sendiri, yang semua i t t~  sebenarnya 

merupakan akibat dari hasil proses sosialisasi politik. Melalui proses 

sosialisasi inilah, akan berkembang suatu ikatan yang bersifat 

psikologis antara si individu dengan suatu parpol, yang berwujud 



simpati' terhadap parpol ber~angkutan. '~~ Ikatan psikologis inilah yang 

dikenal dalam ilmu politik dengan istilah identrfikasi kepartaian. 

Identifikasi kepartaian menunjuk pada perasaan ind ividu terhadap 

partai, di mana ikatan ini adalah juga merupakan dcatan bersifit 

psikologis yang dapat muncul tanpa hams menjadi anggota resmi dari 

partai t aebu t  dan bahkan tanpa suatu konsistensi untuk mendukung 

secara resmi suatu parpol. 

Untuk kasus Indonesia, faktor psikologis sebenarnya lebih 

menonjol ketimbang faktor sosiologis. Hal ini dapat dilihat dengau 

kentalnya nuansa politik aliran dalam konfigura..i Pemilu 1 999. Al 

Chaidar (2001) dalam Pemilu 1999: Perfarungan Ideologi Yarfcii 

Islam dun Partai Sekziler mengatakan bahwa budaya politik di 

Indonesia adalah suatu kombinasi antara modemitas dengan tradisi. 

Yang muncul di Indonesia adalah partai politik yang lekat dengan 

tradisi aristokratis yang tak bertujuan jelas. Hal ini membuat perilaku 

pemilih mengkuti arus budaya yang ada di atas. Lebih tajarn lagi, 

Patrick Merloe (1 999) mengatakan bahwa kualifikasi calon anggota 

DPR yang hendak dipilih seharusnya menentukan proses pemilu. 

Pemilih semestinya juga mernpertunbangkan apakah calon-calon dari 

partai tertentu cukup memiliki kualifikasi untuk memenuhi janji politik 

mereka atau tidak. Narnun dengan sistem pencalonan yang ada, 



nampahya ha1 ini masih belum terinternalisasi secara utuh pada diri 

pemilih di 1nd0nesia.I~~ 

Masih rendahnya kualitas dari periiaku pemilih ini sangat 

paralel dengan intensitas fungsi sosialisasi politik yang dilakukan oleh 

partai politik di Indonesia. sosialisasi politik yang tejadi selarna ini 

masih terfiagmentasi. Parpol tertentu gencar melakttkan sosialisasi dan 

transformasi sosial ke masyarakat ketika ada kepentingan yang ingin di 

capai, tapi ketika kepentingannya itu sudah dianggap aman. maka 

sosialisasi politik itu berhenti. Inilah yang membuat antara sosialisasi 

politik dan hangunan perilaktt pemilih di Indonesia dari tahtln ke tahun 

seperti Iingkaran yang terputus. 

3) Fungsi Rekrutmen Politik 

Relaubnen politik adalah suatu proses seleksi atau relcrutmen 

anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam 

jabatan-jabatan administratif maupun potitik. Setiap sistem politik 

memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda 

Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme 

rekrptmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik. 

Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur 

rekrutmen yang berbeda Partai politik yang ada seharusnya dapat 

melakukan mekanisme rekrubnen politik yang dapat menghasilkan 

pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat. Salah satu tugas 



pokok 'dalam rekrutmen politik ini adalah bagaimana partai-partai 

politik yang ada dapat menyediakan kader-kadernya yang berkualitas 

untuk duduk di lembaga legislatif (DPRIDPRD). 13'  

Dalarn sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan 

rakyat merupakan unsur yang sangat penting di samping unsur-unsur 

lainnya seperti, sistem pernilihan, persamaan di depan hukum, 

kebebasan berserikat dan sebagainya. Setiap sistem demokrasi selalu 

didasarkan pada ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalarn ha1 

tertentu di bidang pembuatan keputusan polihk, baik secara langsung 

maupun melali~i wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan. 

Lembaga perwakilan rakyat, memiliki berbagai macarn sebutan 

seperi Congcres, House of Commons. D~et.  Knesser, Btrndesrg, atau 

kalau di Indonesia bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Keberadaan lem baga perwakilan rakyat tersebut merupakan ha1 yang 

sangat esensial, karena berfimgsi intuk mewakili kepentingan- 

kepentingan rakyat. Sebab melalui lembaga inilah aspirasi rakyat 

ditampung, dan kemudian dituangkan dalam berbagai macam 

kebijakan umum yang sesuai dengan aspirasi rakyat.13* 

Mengingat semalun meningkatnya tunhitan masyarakat 

terhadap lembaga legislatif yanag lebih mampu menampung dan 

menyalurkan aspirasi yang berkembang dalam segala aspek kehidupan 

masyarakat, maka komposisi anggota lem baga legis1 atif hendaknya 

13' Ibid, hlm. 99 
I" lbid, him. 100 



tidak saja secara kualitatif berbobot, tetapi juga lebih akomodatif. 

Sehingga lembaga legislatif diharapkan mampu berperan serta 

mengantisipasi permasalahan yang timbul. 

Selama ini mekanisme rekrutmen politik yang dibwnakan 

selama ini lebih banyak menghasilkan "tokoh karbitan". Dan saat 

sekarang cara ini tidak sesuai lagi dengan tingkat pendidikan dan daya 

nalar para pernilih. Di samping itu, persoalan-persoalan yang muncul 

bemuara pada bagaimana mekanisme rekrutmen tersebit. 

Menurut Czudnowski dalam lmawan ( 1992) rekn~tmen politik 

didefinisikan sebagai SUahl proses yang berhubungan dengan individu- 

individti atau kelompok individu yang dilantik dalam peran-peran 

politik aktif "The process through which individucrls or grotcps c$ 

individuals are inducted into active political roles". Rekrutmen politik 

ini berlangsung dalam satu tatanan politik yang jelas. Tatanan ini 

mernbutuhkan kontinyuitas institusional. Namun kontinuitas ini jiiga 

mengandung pengertian terjadinya pergeserdpenggantian pada 

tingkat personal, karena itu rekrutmen politik memiliki fungsi 

memelihara sistem sekaligns sebagai saluran bagi terjadinya 

penlbahan. Cn~dnowski juga mengemukakan beberapa ha1 yang dapat 

menentukan terpilih atau tidaknya seseorang dalam lembaga 

legislatif 



a. ~ o c i a l  Background, artinya faktor ini berhubungan dengan 

penganlh status sosial dan ekonomi keluarga di mana seorang 

calon eiit dibesarkan. 

h. Political Socializntion, dimana melalui sosialisasi politik seseorang 

menjadi terbiasa dengan tugas-tugas atau pun isu-isu yang hams 

dilaksanakan oleh satu kedudukan politik. Dengan demikian, orang 

tersebut dapat menentukan apakah dia mau dan punya kemampilan 

untuk menduduki jabatan tersebut sehingga dia dapat 

mempersiapkannya dengan baik. 

c. lnitial Political Activity, ddi mana faktor ini mer~unjttk kepada 

aktivitas atau pengalarnan politik seorang calon el it seiarna ini. -.: 

d. Apprenteiceship, di mana faktor ini menunjuk iangsung kepada 

proses "magang" dari calon elit ke elit lain yang sedang mendudulci 

jabatan yang diincar oleh calon elit. 

e. Occuparional Variables, di mana di sini calon elit dilihat 

pengalaman kerjanya dalarn lernbaga formal yang belum tentu 

berhubungan dengan politik. Ini menarik sebab eiit politik 

sebenamya tidak sekedar dinilai dari popularitaq saja (sesuai 

dengan ajaran demokrasi), namun dinilai pula faktor kapasitds 

intelektual, rasa diri, vitalitas kerja, latihan peningkatan 

kemampuan yang diterima, dan pengalarnan kerja. 



J: ~dtivations, di mana hal ini merupakan faktor yang paling penting, 

yakni melihat motivasi yang dimiliki oleh calon elit tersebut 

menduduki suatu jabatan tertentu. 

Setiap sistem politik ~nempunyai prosedur-prosedur untuk 

rekrutmen dan seleksi para pejabat administrasi dan politik. Di negara 

demokratik seperti Amenka Serikat, Inggris, dan Perancis, jabatan- 

jabatan politik dan admi~stratif secara resmi terbuka bagi setiap calon 

yang berbakat. Tetapi calon-calon dalam jabatan politik cenderung 

berasal dari orang-orang yang berlatarbelakang keias menengah atail 

kelas aras, dan orang-orang kelas ataq, dan orang-orang kelas rendah 

y ang berhasil mernperoIeh pendidikan. I)I negara berkembang, tak 

terkecdi  Indonesia, kelihatannya proses rekrutmen dalarn sistem 

politik tidak dinunuskan secara formal, karena perkembangan 

organisasi partai-partai politiknya kurang ekstensi f, d an terpecah- 

m- 
Rekrutmen politik ini sangat menentukan kmerja parlemen 

utamanya dalam konsistensi perwujudan janji politik mereka dalam 

kebijakan publik. Sebab hanya dengan kualifikasi SDM politik yang 

tinggilah para politisi kita dapat dengan cerdas menyesuaikan berbagai 

perubahan yang ada dengan janji politik mereka dalarn'produk 

kebijakan publik yang demokratis. 



4) Fun@ ~omunikas i  Politik 

Komunikasi poli tik adalah salah satu hngsi yang dijalankan 

oleh partai politik dengan segala stn~ktur yang tersedia, yakni 

mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Media- 

media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan 

mcmbentuk kebudayaan politik.'" 

Berkaitan dengan komunikasi politik ini yang penting unh~k 

dicatat adalah bagaimana mereka dapat mengelola komunikasi politik 

di internal partai mereka sendiri, baru kemudian berbicara tentang 

kornunikasi politik dengan pihak luar. Hasil dari seb~lah komtmikasi 

politik ini tenmnya adalah rendahnya tingkat- konflik yang ada di 

dalam entitas yang dikomunikasikan itu. Sementara yang terjadi di 

Indonesia saat ini justru komunikasi politik yang mengarah para 

rekonsiliasi konflik. Dan ha1 itu belum tercapai bahkan di tingkat 

internal parpol yang ada. 

Padahal salah satu fungsi dibentuknya partai politik adalah 

menjadi sarana atau wahana pengelolaan konflik di tingkat masyarakat. 

Namun dalam kepolitikan lndonesia sekarang ini adalah sebuah ironi, 

di mana partai politik justn~ menjadi ajang konflik di antara pengins- 

pengurusnya sendiri. Kalau diruntut pasca Pemilu 1 999- sebagaimana 

setilkit disinggrng dalarn bab dzm-banyak parpol yang mengalarni 

konflik internal. Dengan banyaknya konflik yang terjadi di internal 



partai 'tersebut, jelaslah mengapa banyak pertanyaan yang muncul 

tenltama seperti yang penulis sebut pada bagian pendahuluan. 

Dari beberapa uraian mengenai filngsi-fiingsi parpol di atas, 

h ta  melihat bahwa ada fingsi yang sudah bejalan dengan baik, tapi 

masih banyak h g s i  lainnya yang belum bejalan. Dengan demikian 

agenda yan g perlu kita desakkan kepada parpol-parpol di Indonesia 

adalah bagaimana menjalankan semua filngsinya secara seirnbang. 

Fungsi-hgsi tersebut harus dilihat sebagai organ yang saling 

berkaitan. Selama ini parpol hanya berfUngsi untuk berebut kekuasaan 

dan mengesampingkan fungsi lainnya. 

Memang harus diakui bahwa hingga saat ini partai politik kita 

masih jauh dari kondisi mernadai sebagai penyalur aspirasi. Sehingga 

bila dikembalikan pada substansi buku ini untuk menjawab kongruensi 

antara janji politik partai dengan realisasi produk kebijakan publik 

mernang masih banyak pekeqaan nrmah yang han~s  diselesaikan. 

B. Hubungan antara Partai Politi k dengan Proses Demokrasi 

Polarisasi p r e f m s i  atau pilihan poli tik herdasarkan politik aliran 

mengind~kasikan bahwa tidak ada pendidikan politik masyarakat yang 

memadai selama sekurangnya 44 tahun, sejak Pemilu 1955 sarnpai Pernilu 

1999. Dalam kepustakaan ilrnu politrk, konsep d m  arah pendidikan politik tak 

terlepas dari kepribadian, ke-sadaran dan partisipasi politik. Ustrnm Abdul 

Mu'iz Ruslan menggambarkan hubungan variabel-vaiabel tersebut dengan 



sangat baik, yaitu bahwa kepribadian politik merupakan tujuan pokok 

pendidikan politik. Karena itu, tidak ada kesadaran politik tanpa kandungan 

kepribadim politik, dan bahwa jenis partisipasi politik dipengan~hi oleh jenis 

budaya politik yang membentuk kandungan kepribadian politik. 

Menurut pradigma dernokratis pendidikan politik adalah 

pengembangan kesadaran generasi terhadap problematika kekuasaan dan 

kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pendidikan politik juga 

diartikan sebagai penyiapan generasi untuk berpikir merdeka seputar esensi 

kekuasaan dan pilar-pilarnya, faktor-faktor yang berpengaruh dalam lembaga- 

lembaga atau masyarakat melalui lembaga-lembaga tersebut. Dalam sistem 

ini, hljuan pendidikan untuk mentrmbuhkan kesadaran politik dan mendidik 

karakteristik manusia yang kenyang dengan jiwa demokrasi. Pendidikan 

politik menyiapkan generasi untuk dapat memahami struktur-struktur dunia 

ternpat warga hidup di dalamnya, untuk menaikkan berbagai tanggung jawab 

yang benar dalam kehidtrpan, agar mata warga tidak terpejam dan pemahaman 

terhadap teka-teki dunia inipun tidak tertutup. '36 

Pendulum transisi dapat bergerak dari demokrasi menuju suatu 

otoritarianisme baru. Suatu negara yang mengalami transisi dapat saja terjebak 

dalam "pola siklt~s", dimana negara tersebut secara berselang-seling menganut 

sistern otoriter, demokrasi dan kembali ke rezim 0t0riter.l~~ Sebaliknya, proses 

Demokrasi dapat berkembang secara linear, dari transisi demokrasi, 

'35 Ustman Abdul Mu'iz Ruslan, 2000, Pendidikon Politik lkhwunul Muslimin, Era 
Intermedia, Surakarta, hlm. 91 

Ibid 
'" Samuel P. Huntington, 1997, Gelombong D e m o h i  Ketigo, Grafiti Pers, Jakartq hlm 

5 1 



konsolidasi dkmokrasi sampai demokrasi yang matang. Faktor-faktor 

penyebab transisi ikut pula menentukan, apakah transisi demokrasi bermuara 

pada konsolidasi atail justnl te rjebak pada siklus, yaitu kembali ke rezim 

otonter. 

Berdasarkan konteks tersebut, semestinya pendidikan politik ~nemberi 

kerangka dan membangun prakondisi agar transisi demokrasi berjalan lancar 

menilju konsolidasi demokrasi dan tidak terjebak pada pola siklus. Untuk 

kepentingan itu, dibutuhkan kesamaan visi terhadap gerakan pendidikan 

politik yang dilakt~kan oleh banyak elanen masyarakat, khususrlya elernen- 

elemen ma-syarakat sipil. Hal ini per111 digarisbawahi karena pengalaman 

dalam pendidikan politik yang diselenggarakan oleh elemen-elemen ormas, 

LSM, kalangan kampus, pada waktu lalu cenderung memiliki visi dan bahan 

orientasi yang sangat variatif atau bahkan berdasarkan kepentingan pelaksana. 

Akibatnya, cita-cita dan tujuan ideal pendidikan politik tidak tercapai. 

Visi memberi warna terhadap proses dan misi yang ingin dicapai 

gerakan pendidikan politik. Sedangkan misi pendidikan politik mempengaruhi 

clan menunjukkan orientasi yang hendak dituju dengan berbagai kegiatan atau 

program aksi pendidikan politik. Dengan visi yang variatif dalam gerakan 

pendidikan politik serta merta ment~njtkkan berbeda-bedanya misi. Hal 

tersebut mungkin dihasilkan tidak adanya agenda dan skala prioritas dalam 

gerakan pendidikan politik pada masa lalu. Konkritnya, banyak kegiatan- 

kegiatan pendidikan politik yang tidak relevan dengan kehidupan berbangsa 

d m  bernegara. 



~ e b a g a h a n a  dikemukakan di atas, persodan utarna yang berkaitan 

dengan kehidupan pol itik saat ini adalah menghindari terjadinya jebakan pola 

siklus d a l m  trmsisi demokrasi. Demokrasi han~s  menjadi prioritas dalarn 

pendidikan politik, sehingga saat ini diperlukan pendidikan demokrasi. 

Pendidikan demokmi dalam istilah klasik adalah "mendidik warga 

masyarakat agar gampang dipimpin tapi sulit dipaksa; gampang diperintah tapi 

sulit diperbudak. Unhlk itu pendidikan demokrasi menekankm pada 

kemandirian, kebebasan dan tangjpng j a ~ a b . ' ' ~  

Kemandirian diperlukan untuk mengernbangkan kepercayaan din dan 

sekalips kesadaran akan keterbatasan kemampuan individu, sehingga 

bekerjasarna dengan warga lain menrpakan keniscayaan dalarn hidup 

bermasyarakat. Kebebasan mempunyai makna perlu dikembangkannya visi 

kehidupan yang bertumpu pada kesadaran akan pluralitas d m  heterogenitas 

masyarakat. Kebebasan hams diikuti dengan kesabaran (patience), toleransi 

(tolerance) dan kemampuan mengendalikan din' (.se(f control). Tanpa ketiga 

sifat tersebut kebebasan akan menjadi anarki. Sedangkan tanggung jawab 

dimaknai sebagai perlu dikernbangkannya toleransi dan kepedulian terhadap 

warga lain dalam kehidupan bermasyarakat. Pemilil misalnya, bukan sekedar 

pesta demokrasi, namun juga merupakan pendidikan demokrasi. 13' 

Lazirnnya, suatu pendidikan selalu ada tiga dimensi yang hendak 

ditransformasikan, yaitu kognisi (pengetahuan), afeksi (sikap dan evaluasi), 

dan psikomotorik (perilaku). Pengertian dan' kognisi adalah pengetahuan 

138 Joko J .  Prihatmoko, op.cit, hlm 186 
Zarnroni. 2002, Pendidikan Unruk Demokrasi Tanrangan Menuju Civil S ( x ~ e y ,  Bigaf. 

Yogyakarta, hlm. 140-1 41 



memgenai dhokrasi ,  asal-usul, perkembangan teori-teori demokrasi, 

pemenntahan demokrasi dan sebagainya Adapun yang dimaksud afeksi 

adalah sikap atau pandangan terhadap tindakan-tindakan demokratis, lembaga 

demokrasi. sistern demokrasi dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud 

psikomotorik adalah semua tindakan demokratis yang berhubungan dengar1 

pen ye l en ggaraan kek ua..aan . 

Namun demikian, pendidikan demokrasi lebih bersifat learning 

daripada inieniional learning. Inieniional learning berlangsung dalam sistern 

pendidikan fomal dengan tujuan utarna pengembangan aspek kognitif 

(pengetahuan), apapun incidenial learning berlangs~mg dalam kehidupan nil 

di masyarakat dengan arah utarna adalah pengembangan aspek afektif (sikap) 

dan psikomotorik (perilaku). Pendidikan demokrasi diorientasikan pada 

berbagai tingkatan mulai dari yang paling kecil, individy kelompok sosial dan 

komunitas, sampi  organisasi yang lebih besar. 

Berkaitan dengan proses konsotidasi demokrasi, Juan J. Linz dan 

Alfied Stefan memastikan 5 (lima) syarat demokrasi yang terkonsolidasi, yang 

layak menjadi agenda pendidikan politik untuk demokrasi. Kelima syarat 

inilah yang merupakan urgensi pendidikan demokrasi saat h i ,  yaitu :I4" 

1. Harus diciptakan kondisi bagi berkembangnya masyarakat sipil yang 

bebas dan aktif 

2. Harus ada masyarakat politik yang relatif otonom 

'"' Juan J. Linz dan Alfred Stefh, 2001, dalam 1kra.r Nusa Bhaki dan Riza Sihbudi (rds). 
Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahar-Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain, Mizan 
Bandung, hlm. 41 



3. Di selurd~ wilayah negaa, semua tokoh politik utama terutama 

pemerintah dan aparat negara, hams benar-benar tunduk pada aturan 

hukum ymg melindr~ngi kebebasan individu dan kehidupan bermasyarakat 

4. Hams ada birokrasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah demokratis 

yan g baru 

5. Hana ada masyarakat ekonomi yang dilembagakan 

C. Kendala yang Dihadapi oleh Partai Politik dalam Menjalankan 

Fungsinya 

Partai-partai politik baru menghadapi sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

problem utama, yaitu :IJ' 

Pertama, mereka belurn merniliki jaringan yang luas dan konsolidasi yang kuat 

dan tertata rapi. Faktor jaringan dan konsolidasj itu sangat penting bukan 

sernata-mata untuk memenuhi prasyarat sebagai partai peserta Pemilu, namun 

juga menrpakan prakondisi wajib bagi duktmgan sosial dan lancarnya anls 

komunlkasi. Diyakim bahwa pemenang dalam persaingan global adalah 

mereka yang menguasai informasi dan dengan jaringan yang kuat dan luas, 

arus informasi mudah unh~k didistribusikan ke seluruh jaringan partainya. 

Persoalan Kedua, adalah keterbatasan sxunberdaya, baik swnberdaya keuangan 

maupun sumberdaya manusia. Sebagian bea r  tokoh-tokoh partai baru kurang 

dikenal oleh masyarakat, dan mereka juga belurn teruji pengalaman dan 

kesabaran, dan kepiawaiannya dalam politik. 
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Sedangkan prbblem ketiga adalah b&wa pm-pa r t a i  baru juga belwn 

merniliki basis pernilih yang jelas. Dengan demikian sebenarnya mereka hams 

menggarap basis pemilih ban1 dan "mimtahan" dari partai-partai besar. 

Pengertian basis pemilih baru adalah pemilih lama yang mengarnbang dan 

pemilih pernula yang jumlahnya diperkirakan mencapai 20 juta pemilih. 

Sedangkan ymg dimaksitd "mimtahan" adalah pemilih lama yang dalam 

beberapa tahim terakhir merasa kecewa terhadap partai-partai besar. 

Basis pemilih tidak saja menunjukkan besaran dukungan yang dimiliki 

partai, namun juga basis ideologi yang dimiliki partai. Dalatn ha1 tersebut. 

belajar dan Partai Keadilan sirngguh sangat bermanfaat, partat tersebut 

berhasil membangun basis pemilih baru (Islam, berpendidikan dan tinggal di 

perkotaan), dengan hasil yang sangat signifikan. PDI-P, PKB, PAN dan PBB 

juga belum sepenuhnya lepas dari persoalan jaringan, konsolidasi dan 

sumberdaya, tetapi basis pemilihnya jelas. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa titik berangkat partai-partai 

baru dan partai-partai lama dalam pemilihan urnurn adalah tidak sama Di satu 

sisi, partai-partai kecil tidak memiliki keuntungan komparatif (comparative 

advantage) sebagaimana dialami oleh PDI-P, PKB, PAN dan PBB, dimana 

masyarakat begitu berharap dengan pentbahan dan anti terhadap kekuatan 

lama Di lain sisi, persoalan telcnis internal sebagai sebuah organisasi juga 

masih menumpuk dan butuh waktu dan proses yang panjang untuk 

menuntaskan persoalan-persoalan tersebut. 



Kegagdan partai politik untuk melahirkan para pemimpin bangsa yang 

berkualitas telah dicatat oleh sejarah. Kenyataannya, parpol hanya sibuk demi 

meraih kekuasaan tanpa diimbangi penyiapan kader partai yang matang. 

Mereka nyaris tidak memandang "perlu" untuk terus meningkatkan kuditas 

para kader dan pemimpin-pemimpin yang mereka miliki. Pola kaderisasi yang 

masih setengah hati, serarnpangan, dan miskin konsep seolah menjadi identitas 

yang tepat bagi keseriusan pembangrlnan SDM dalam sebuah parpol. 

Kenyataannya lagi menunjukkan bahwa kondisi parpol semakin parah 

manakala ia hanya berorientasi utarna mendulang suara sebanyak mungkin 

tanpa dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas kademya. Kader-kader 

partai yang muncul akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin karbitan. Kualitas 

para pernimpin yang dihasikan oleh partai terasa memprihatinkan. Beberapa 

parpol bahkan hanya menggunakan sistem "urut kacang" pada para kader 

mereka untuk menjadi pemimpin tanpa dilalui penjenjangan dan pematangan 

yang cukup. 

Pada masa Orde Baru, peran dan kualitas para pemimpin parpol 

menjadi ha1 yang menarik unh& diamati. Pembentukan parpol menjadi hal 

wadah perjuangan untuk menyalurkan kepentingan rakyat banyak mengalamai 

distorsi. Partai, tenrtama PPP dan PDI, hanyalah menjadi obyek pelengkap 

penderita dari sistem dernokrasi di zarnan ini. Parpol hanya menjadi legitimasi 

demokrasi otonter yang dibangun oleh rezim Soeharto yang didukung 

sepenuhnya ole11 kekuatan militer. 



Pada momen-momen penting perjalanan demokrasi bangsa ini, para 

pernimpin parpol seolah kehilangan jati dirinya sebagai kader sebuah partai. 

Para pemimpin parpol pada bertekuk lutut dan bersimpuh pada kehiasaan 

rezim Orde baru. Mungkin ha1 ini wajar, karena kaderisasi di partai tersebut 

lemah, dan fenomena di ldonesia ditandai dengan adanya pemimpin dan elit 

partai yang tidak lepas dari kuatnya pengaruh kekuasaan. Penpasa yang 

didukung penuh oleh militer ini tumbuh meniadi diktator yang mengattir dan 

menguasai semua persoalan kehidupan partai. Dengan jargon demi stabilitas 

yang diabdikan untuk pertumbuhan ekonomi, semua komponen bangsa ini 

terikat dalam jaring kekuasaan. 

Pada babak ban1 perjalanan bangsa dengan lahirnya era reformasi, 

terutarna sejak dilaksanakan Pemilu 1999, kehidupan demokrasi mengalami 

perubahan yang cukup berarti. Di tengah kondisi bangsa yang terpuuk, kita 

sepakat untuk kembali menggunakan sistem multipartai. Parpol berikut para 

pemimpi~ya  tumbuh subur seperti jamur di musirn hujan. Iklim 

"berdemokrasi" mengalami lompatan yang lua.  biasa. Parpol mempunyai 

otonomi yang luas untuk menata dan mengembangkan dirinya. Para aktivis 

parpol berlomba-lomba untuk menyambut sistem demokrasi di masa ini. 

Dinamika politik yang tun* naik secara drastis dalam pkrebutan penganlh di 

masyarakat membawa bangsa ini pada auforia polit~k. Para ahli 

mengatakannya sebagai masa transisi menuju demokrasi. 

Sampai pada tahun kelima pelaksanaan reformasi kondisi yang dicapai 

oleh para parpol tmpaknya belum mampu menunjukkan keberbasilan untuk 



memunculkan 'para pemimpin yang paripurna bagi bangsa ini. Terasa sekali 

bangsa ini mengalami krisis kepemimpinan, dan sangat susah mencari sosok 

pemimpin yang memiliki integritas moral dan legitimasi politik, powerftrll d m  

resistensinya kecil di mata masyarakat. I-larus diakui bahwa kita kehilangan 

orang-orang seperti Soekarno dan Hatta dalam konteks kepemimpinan politik 

di negeri ini. 

Di masa transisi ini, eufona politik mendorong tejadinya prapa t i s  

rekrutmen para pemim pin partai. Partai- partai berpacu un tuk mencari figur- 

figur alteniatif yang ~r~ernpwiyai kemanpuan unggul. Kalau panimpin 

alternatif ini diharapkan datanbmya dari parpol maka tidak banyak pilihan 

yang akan muncul. Hal-ini dikarenakan kaderisasi yang tidak optimal serta 

faktor kesejahteraan era Orde Baru rnemang tidak rnemberikan ruang yang 

cukup bagi muncuinya seorang pernimpin "ratu add". Sarnpai saat ini kita bisa 

merasakan dan melihat dengan mata telanjang bahwa para pemimpin parpol 

masih tidak serius menanggapi kegagalannya melahirkan kepemimpinan yang 

credible. Mengapa tidak banyak lahir para pernimpin politik yang handal dari 

tubuh parpol? Bagaimana parpol melakukan kaderisasi? Bagaimana parpol 

mengatasi persoalan krisis kepemimpinan di negen ini? Beberapa pertanyaan 

tersebut sangat menarik unhk dicankan j awabannya. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian d m  pembahasan yang telah penulis 

uraikan pada hab-hab terdahulo, maka dapat ditarik kesimpulan yang 

men~pakan jawaban terhadap pennasalahan sebagai berikut : 

1 .  Peran partai politik dalarn proses demokrasi menurut Undang-Undang 

Nomor 3 1 Tahun 2002 tentang Partai Politik dapat dilihat dari posisi dan 

peranan partai politik dalam proses interaksi antara negara dengan rakyat 

dalam w j u d  kebijakan publik. Hal ini perlu disadari bahwa posisi dan 

peran tersebut telah menjadi idealitas terjauh dari identitas suatu partai 

politik. Sebab bila partai politik tidak dapat beranjak dari h g s i  

konvensionalinya yang hanya sebatas perebutan kekuasaan sernata, maka 

dalam konteks dinamika sosial yang ada ha1 tersebut tidak lagi 

menemukan signifikasi yang tinggi. Masyarakat modern adalah mereka 

yang memandang politik tidak lagi sebatas ikatan ideologis dan keyakinan 

sernata, melainkan mereka lebih melihat politik sebagai proses aktualisasi 

diri dan kepentingan mereka yang akan diwjudkan dalarn bentuk 

kebijakan publik. 

2. Htlbungan antara sistem kepartaian dengan proses demokrasi di Indonesia 

dapat dilihat pelaksanaan fimgsi partai politik itu sendiri sebagai sarana 

bag masyarakat ontuk menyatukan aspirasi dan kepentingan mereka 



kepada pe&erintah agar supaya aspirasi dan kepentingan masy arakat 

tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah dalam merumuskan dan 

menetapkan kebijakan publik. Berdasarkan filngsi tersebut partai politik 

diharapkan dapat mernberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal 

ini penting untuk dilakukan karena menurut paradigma demokratis, 

pendidikan politik menlpakan pengemhangan kesadaran generasi terhadap 

problematika kekuasaan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan 

pol itik. Partai-partai politik yang dapat menjalankan filngsinya secara ideal 

dan fair men~pakan partai politik yang dibutuhkan oleh masyarakat 

demokratis. 

3 Kendala yang d~hadapi oleh partai politik dalam menjalankan fiingsinya 

antara lain adalah: pertama, banyak partai politik baru yang belwn 

memiliki jaringan luas dan konsolidasi yang kuat, sehingga peran partai 

masih belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; kedna, banyak 

partai politik yang mengalami keterbatasan sumber daya, baik sumber 

daya keuangan maupun sumber daya manusia yang dapat membawa partai 

tersebut menjadi pilihan masyarakat; ketiga, banyak partai politik, 

terutama partai politik baru, belum memiliki basis pemulih yang jelas dan 

konsisten. Basis pemilih tidak saja mentmjukkan besaran dtktmgan yang 

dirniliki partai, narnun juga basis ideologi yang dirniliki partai. 



B. Saran 

1 .  Kalangan partai politik perlu memandang bahwa kompetisi antar partai 

politik dalarn Pemilu adalah setara juga dengan kompetisi antara partai 

politik dengan kelompok pemboikot Pemilu atau "Golput". Jika kompetisi 

tersebd terhalang oleh produk perundang-undangan makan berarti tertutup 

juga proses perkembangan Dernohsi .  

2. Pendidikan politik men~pakan i~rgensi bag perkembangan politik, 

pelembagaan partai dan proses Demokrasi, untuk itu usaha pendidikan 

politik masyarakat hams term dilakukan oleh semua pihak, baik 

panerintah, partai politik, maipun I S M  atall orgmi.sasi kemasyarakata~~ 

lainnya. 

3. Mernaksimalkan dan mengoptimalkan peran dan fimgsi leinbaga-lernbaga 

dalam pemilihan umum merupakan langkah dan upaya strategis melalui 

pranata Pernilu dalam rangka peningkatan kualitas demok-rasi di negara 

Repitblik Indonesia ini. Dengan demikian lembaga-lembaga tersebiit akan 

membatasi potensi dan kernimglunan terjadinya penyimpangan- 

penyimpangan nilai-nilai demokrasi dalam praktik politik. 
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